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KATA PEITGAI{TAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya,

penyusunan Kajian Akademik Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pidie untuk wilayah Kecamatan Tangse (dengan wilayah

kerja Tangse, Geumpang dan Mane), dan Muara Tiga (dengan wilayah

kerja Muara Tiga, Padang Tiji dan Batee) dapa.t diselesaikan dengan

baik.

Kajian Akedemik ini merupakan dokumen esensial yang

menyajikan landasan pemikiran, data, serta analisis secara

komprehensif sebagai dasar ilmiah dan administratif dalam
pembentukan produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati Pidie

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, Fungsi, dan Tata Keg'a

UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu

urusan pemerintahan wajib yalg berkaitan dengan pelayanan dasar,

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelalsanaannya, penyediaan

layanan kependudukan yang cepat, tepat, dan terjangkau menjadi
tuntutan masyarakat yang semakin mendesak, khususnya di wilayah
geografrs terpencil seperti Kecamatan Tangse, dan Muara Tiga. Kondisi

topografi dan jarak tempuh yang jauh dari ibu kota kabupaten menjadi
kendala nyata bag masyarakat dal,am memperoleh dokumen

kependudukan yang sah dan akurat.

Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie

memandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UpTD)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dua wilayah kecamatan

tersebut sebagai upaya strategis untuk mendekatkan pelayanan



administrasi kependudukan kepada masyarakat, mempercepat

penerbitan dokumen kependudukan, serta memastikan terpenuhinya

hak-hak sipil warga neg.rra.

Penyusunan Ikjian Akademik ini bertujuan untuk memberikan

justifikasi yang kuat dari aspek filosoEs, sosiologis, dan yuridis atas

pentinglya pembentukan UPTD tersebut. Di dalamnya diuraikan secara

sistematis mengenai latar belakang, dasar hukum, analisis

kelembagaan, beban kefa, sumber daya, serta proyeksi manfaat

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata

kelola pemerintahan daerah.

Kami menyadari bahwa Kajian Akademik ini masih memerlukan

penyempurnaan seiring dengan dinamika dan kebutuhan daerah. Oleh

karena itu, masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dari para

pemangku kepentingan sangat kami harapkan guna menyempumakan

naskah ini dan rancangan Peraturan eupati yang akan ditetapkan.

Semoga Kajian Akademik ini dapat menjadi referensi yang valid

dan bermanfaat dalam proses legislasi serta menjadi bukti nyata

komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie dalam mewujudkan tata kelola

kependudukan yang tertib, tmnsparan, akuntabel, dan berpihak kepada

masyarakat.

Sigli, Oktober 2025
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BAB I

PENDAET'LUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima merupakan

manifestasi fundamental dari peran negara dalam memenuhi hak-

hak dasar warganya. Di antara berbagai layanan publik, administrasi

kependudukan (Adminduk) memegang peran:rn sentral, sebab

kepemilikan dokumen kependudukan yang sah seperti Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (KTP-e!, Kartu Keluarga (KK), dan Akta

Pencatatan Sipil merupakan gerbang utama bagi warga negara untuk

mengakses hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial lainnya. r Tanpa

identitas hukum yang jelas, individu akan terhambat dalam

mengakses layanan pendidikan, jaminan kesehatan, bantuan sosial,

hak pilih, serta layanan perbankan dan ekonomi formal. Oleh karena

itu, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa layanan

Adminduk tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dijangkau

(accessiblel oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa dislcriminasi.

tandasan hukum untuk mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat tel;ah diatur secara komprehensif. Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) menjadi payung hukum umum yang

mendorong pemerintah daerah untuk membentuk unit kerja yang

tebih ramping dan fungsional guna meningkatkan efektivitas

pelayanan.2 Secara lebih spesifik, Permendagri Nomor 120 Tahun

2017 tentang Unit Pelaksana Teloeis Dinas Kependudukan dan

I Agus Dwiyanto, Meurujudkan Good. Gouemance Melnhti Pelaganan Publik
(Yograkarta: Gadjah Mada University Press, 2O1f ), hlm. 52.

2 Republik Indonesia, Pemdtmn Mentei Dalon Negei Nonnr 12 Talwn 2017
tentdng Pedonan Pembentukan dan Ka.sifikasi Cabang Dinos dan Unit Pelaksana
Teknis Daeral\ Pasal3.
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Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota hadir sebagai pedoman teknis.

Pasal 2 dalam peraturan ini secara tegas menyatakan bahwa

pembentukan UPTD Disdukcapil bertujuan untuk "mendekatlan dan

meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil kepada masyarakat." Selanjutnya, Pasal 4
menggariskan bahwa pembentukan UPTD harus didasarkan pada

kriteria teloris yang meliputi beban kerja, luas wilayah, kondisi

geografis, jumlah penduduk, dan rentang kendali pelayanan.3

Amanat peraturan ini menjadi dasar yuridis yang kuat untuk

melakukan desentralisasi layanan Adminduk dari tingkat kabupaten

ke unit yang lebih dekat dengan komunitas.

Pembentukan UPTD Disdukcapil Kecamatan Tangse dan

Kecamatan Muara Tiga bukan hanya merupakan langkah

administratif untuk memperluas jangkauan layanan, melainkan juga

menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan visi pembangunan

Kabupaten Pidie. Visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu "Terurujudnga

Masgarakat Hdie gang Islami, Adil, Maju, Sejafuera, dan

Berkelanjutan", menekankan pentingnya pelayanan publik yang

bermutu, aksesibel, dan menjunjung nilai-nil,ai keislarnan serta

keadilan. Seluruh spirit visi tersebut tergambar jelas dalam tujuan

pembentukan UPTD sebagai bentuk mendekatkan pelayanan

administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Pembentukan UPTD Disdukcapil memiliki korelasi langsung

dengan sejumlah misi Bupati, yang dapat dljabarkan secara konkret

sebagai berikut:

1. Pengamalan nilai keislaman dalam pelayanan public, UPTD

mendukung pelayanan yang amanah, ramah, dan profesional.

2. Pemantapan otonomi gampong. Adminduk dekat gampong

2
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memperkuat data dan administrasi ganpong.

3. Penguatan kualitas SDM dan pelayanan dasar,Identitas

kependudukan menjadi syarat pendidikan dan kesehatan.

4. Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan. KTP/ KK menjadi syarat

BPJS dan layanan kesehatan.

5. Pemberdayaan perempuan, anak, disabilitas, dan dhuafa,

Mengurangi hambatan akses kelompok rentan.

6. Pembangunan infrastruktur berkualitas dan pencegahan risiko

bencana, Data kependudukan akurat mendukung

penanggulangan bencana.

Melihat kondisi faktual di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh,

memperlihatkan urgensi yang nyata terhadap perlunya desentralisasi

pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Secara geografis,

Kabupaten Pidie merniliki topografi yang beragam mul,ai dari dataran

rendah pesisir hingga kawasan pegunungan yang terjal serta

persebaran permuki'nan penduduk yang luas. Selama ini,

sentralisasi layanan Adminduk di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang berlokasi di Kota Sigli sebagai ibu

kota kabupaten telah menimbulkan kendala akses yang signifikan

bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat layanan.

Permasalahan tersebut paling dirasakan oleh masyarakat di

wilayah barat dan timur Pidie, khususnya pada kecamatan Tangse

dan Muara Tiga beserta kecamatan di sekitarnya. Berdasarkan Data

Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025 dari Disdukcapil

Kabupaten Pidie, total penduduk di wilayah yang menjadi cakupan

kerja dua UPID baru mencapai jumlah yang cukup besar. UPTD

Kecamatan Tangse direncanakan melayani Kecamatan Tangse,

Geumpang, dan Mane, dengan rincian jumlah penduduk sebagai
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berikut:a

a. Kecamatan Tangse: 27.767 jhta,

b. Kecamatan Geumpang: 7.685 jiwa,

c. Kecamatan Mane: 9.142 jiwa.

Total penduduk pada wilayah kerja UPTD Tangse berjumlah

44.594 jiwa.

Sementara itu, UPTD Kecamatan Muara Tiga akan melayani

Kecamatan Muara Tiga, Padang Tiji, dan Batee, dengan data

kependudukan sebagai berikut:

a. Kecamatan Muara Tiga: 2 1.085 jiwa,

b. Kecamatan Padang Tiji: 25.782 jiwa,

c. Kecamatan Batee: 2 1.839 jiwa.

Total penduduk di wilayah kerja UPTD Muara Tiga mencapai

68.760 jiwa.

Dengan demikian, total penduduk di dua wilayah keqia UPTD

tersebut mencapai 113.354 jiwa, atau sekitar 24,89o/o dari total

penduduk Kabupaten Pidie sebesar 455.4O2 jiwa. Kondisi ini

menunjukkan beban pelayanan yang signifikan terhadap sistem

administrasi kependudukan daerah, terutama bagi masyarakat yang

selama ini menghadapi keterbatasan akses akibat jarak, kondisi

geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sarana

transportasi menuju kantor Disdukcapil di Sigli. Oleh karena itu,

pembentukan UPTD Disdukcapil Kecamatan Tangse dan Muara Tiga

menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan,

meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan memperkuat

implementasi amanat desentralisasi urusan pemerintahan di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil.

e Disdukcapil Kabupaten Pidie, Data Konsolidasi B€rsih ( DKB ) Semester I
Tahun 2025 hal l.
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Dari sisi geografis dan demografis, urilayah kerja dua UPTD

yang direncanakan yakni UPTD Disdukcapil Kecamatan Tangse dan

UPTD Disdukcapil Kecamatan Muara Tiga menegaskan adanya

disparitas akses pelayanan publik yang nyata di Kabupaten Pidie.

Masing-masing wilayah mencerminkan karakter geografis yang khas,

dengan tantangan tersendiri dalam menjangkau pelayanan

administrasi kependudukan yang selama ini terpusat di Sigli, ibu

kota kabupaten.

Kecamatan Tangse, yang memiliki popul,asi 27.767 jiwa dan

terdiri atas 28 gampong, menempati wilayah seluas 560,08 km2.

Secara topografis, wilayah ini didominasi oleh kawasan perbukitan

dan lembah dengan permukiman penduduk yang tersebar di

sepanjang jalur menuju perbatasan Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh

Besar. Jarak antara beberapa gampong di Tangse dengan pusat

Iayanan Disdukcapil di Sigli mencapai 40 hingga 66 kilometer,

dengan waktu tempuh antara 2 hingga 3 jam menggunakan

kendaraan roda dua atau empat. Kondisi jalan yang berkelok,

menanjak, dan rawan longsor pada musim hujan menjadikan biaya

transportasi menuju Sigli relatif tinggi bagi masyarakat, khususnya

bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kecamatan Geumpang, dengan jumLah penduduk 7.685 jiwa,

terdiri atas 23 gampong dan merniliki luas wilayah 1.015,76 km2

terluas di Kabupaten Pidie. Wilayah ini merupakan daerah

pedalaman yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat

dan Aceh Jaya, serta dikenal merniliki kontur pegunungan terjal dan

lembah sempit. Jarak tempuh dari Geumpang ke Sigli dapat

mencapai lebih dari 75 kilometer, dengan kondisi jalan berliku dan

sebagian belum sepenuhnya beraspal. Sementara itu, Kecamatan

Mane, yang berpenduduk 9.142 jiwa dan terdiri dari 16 gampong

dengan luas 301,2O km2, juga menghadapi kondisi gmgrafis serupa,
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di mana akses jalan menuju ibu kota kabupaten sangat terbatas dan

sering menealami gangguan akibat faktor cuaca maupun kerusalan

infrastruktur jalan.5

Di sisi lain, wilayah kerja UPTD Disdukcapil Kecamatan Muara

Tiga memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Kecamatan Muara

Tiga, dengan populasi 2 1.085 jiwa dan terdiri dari 18 gampong,

memiliki luas 82,15 km'. Meskipun terletak di kawasan pesisir barat

Pidie dan relatif lebih dekat ke Sigli dibandingkan Tangse atau

Geumpang, beberapa gampongnya masih berjarak cukup jauh darr

sulit dijangkau karena kondisi jalan desa yang rusak atau tidak

memiliki akses transportasi umum yang memadai.

Kecamatan Padang Tiji, yang merupakan wilayah dengan

penduduk terbesar dalam cakupan UPTD Muara Tiga, memiliki

25.782 jiwa yang tersebar di 63 gampong, dengan luas wilayah

137,33 km2. Wilayah ini menjadi simpul utama jalur transportasi

antar kecamatan, tetapi sebaran penduduk yang luas menyebabkan

sebagian warga masih membutuhkan waktu lebih dari satu jam

untuk mencapai pusat pelayanan di Sigli. Sedangkan Kecamatan

Batee, dengan jumLah penduduk 21.839 jiwa dan 52 gampong di atas

wilayah seluas 94,27 km2, meskipun berada di jalur lintas Banda

Aceh-Medan, tetap menghadapi kendala mobilitas bagi masyarakat di

kawasan pesisir timur yang jauh dari pusat kecamatan.6 Secara

keseluruhan, wilayah kerja dua UPTD ini mencakup enam kecamatan

dengan total penduduk 113.354 jiwa yang tersebar di 200 gampong,

meliputi luas area sekitar 2.190 km2 atau hampir 4O"/" dari total

wilayah Kabupaten Pidie. Angka tersebut menunjukkan beban

pelayanan yaflg signifikan terhadap sistem adrninistrasi

s Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Kecamatan Tangse Dalam Angka 2o23
(Pidie: BPS Kabupaten Pidie, 2023), Tabel 1.1.4 dan Tabel 1.3.1.

6 Badan Pusat Statistik Kat upaten Pidie, Kemmatan Muara Tiga Dalam Angka
2O23 (Vrdte: BPS Kabupaten Pidie,2023), Tabel 4.1.1.
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kependudukan di kabupaten ini.7 Jarak tempuh yang jauh, kondisi

jalan yang menantang, serta sebaran penduduk di daerah perbukitan

dan pesisir menyebabkan warga di urilayah tersebut terutama

kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga

miskin menghadapi kesulitan besar untuk sekadar merekam KTP-el,

mengurus akta kelahiran, maupun melakukan pembaruan data

kependudukan. Oleh karena itu, pembentukan UPTD Disdukcapil

Kecamatan Tangse dan UPTD Disdukcapil Kecamatan Muara Tiga

menjadi langkah strategis untuk mendekatkan layanan

kependudukan kepada masyarakat, memperkuat keadilan akses

pelayanan publik, dan mewujudkan tata keloLa pemerintahan daerah

yang inklusif, efisien, dan berkeadilan di Kabupaten Pidie.

Akibat dari sentralisasi layanan yang tidak diimbangi dengan

kondisi geografis ini adalah rendahnya efektivitas pelayanan. Beban

keqia menumpuk di kantor Disdukcapil pusat, menyebabkan antrean

panjang dan waktu tunggu yang tidak efisien. l,ebih dari itu, kondisi

ini berpotensi menciptakan eksklusi administratif, di mana warga

menunda atau bahkan tidak mengurus dokumen kependudukan

karena hambatan biaya dan jarak. Hal ini pada gilAannya berdampak

pada akurasi data kependudukan yang menjadi basis perencanaan

pembangunan dan penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu,

pembentukan UPTD Disdukcapil di wilayah yang mencakup wilayah

kerja Kecamatan Tangse, dan Muara Tiga bukan lagi sekadar pilihan

kebijakan, melainkan sebuah keharusan mendesak. Langkah ini

merupakan implementasi langsung dari semangat Permendagri

l2l20l7 dar, l2Ol2ol7, yang didasarkan pada data empiris yang

kuat untuk mewujudkan keadilan akses dan memastikan setiap

warga negara di Kabupaten Pidie dapat memperoleh hak-halcrya

7 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Kecmatan GeunParlg Dalam Angka
2O23 (Prdie: BPS Kabupaten Pidie,2O23l, Tabel 1.3.1 dan data umum mengenai jarak
tempuh.
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secara penuh dan setara.

B. Darar llutun

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah IUPTD) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Pidie

merupakan sebuah kebljakan yang didasarkan pada landasan yuridis

yang kokoh dan berjenjang. Kerangka hukum ini membentang dari

konstitusi negara hingga peraturan teknis di tingkat daerah, yang

secara kolektif memberikan legitimasi, arahan, dan pedoman bagi

pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan administrasi

kependudukan kepada masyarakat. Berikut adalah dasar hukum

yang relevan, diuraikan secara hierarkis:

l. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan utama penyelenggaraan negara adalah UUD

1945. Pasal l8 ayat (2) memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengums sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat

(1) menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, di mana

kepemilikan dokumen kependudukan adalah bagian esensial dari

jaminan tersebut. Kewajiban negara untuk melayani warga negara

menjadi amanat konstitusional yang harus diwujudkan oleh

seluruh level pemerintahan. E

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh.

Sebagai landasan kekhususan Aceh, undang-undang ini

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Aceh

dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahannya, termasuk dalam hal

a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi lokal.e

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang ini menetapkan asas-asas

penyelenggaraan pelayanan publik, seperti kemudahan akses,

keterjangkauan, kecepatan, dan efrsiensi. Pembentukan UPTD

Disdukcapil merupakan implementasi nyata dari asas-asas ini,

dengan tujuan menghilangkan hambatan geografis dan birokratis

yang dialami masyaralat. 1o

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa. kali terkahir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2O22 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang

UU ini menjadi dasar utama dalam pembagian urusan

pemerintahan. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

diklasifikasikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 219 ayat (1) memberikan

kewenangan kepada Kepala Daerah untuk membentuk Unit

Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) guna melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu. I 1

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O13 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.

s tlfldang-Undang Nomor 17 Talatn 2006 teriang Penerintahan Aeh" kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 62.

ro tlndang-Undang Nomor 25 Talun 2OO9 tentang PelaUanan htbtik, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112.

rt lJndang.Undang Nornor 23 Tdlatn 2O14 tenlang Peneinlatnn Daeraly
t embarar Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14 Nomor 2,14
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Sebagai landasan utama penyelenggaraan Adminduk, UU

ini mengamanatkan negara untuk hadir memberikal

perlindungan dan pengakuan atas status pribadi dan status

hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang

dialami oleh penduduk. Upaya mendekatkan pelayanan melalui

UPTD adalah perwujudan dari amanat ini.r2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 tahun 2019.

Peraturan ini merupakan turunan langsung dari UU No.

23 Tahun 2Ol4 yang mengatur secara rinci mengenai

pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah,

termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai bagian

dari dinas daerah.13

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teloris Daerah.

Permendagri ini memberikan pedoman umum bagi seluruh

pemerintah daerah dalam membentuk UPTD. Di dalamnya diatur

mengenai kriteria, klasifikasi (Tipe A dan Tipe B), serta susunan

organisasi UPTD secara general, yang menjadi acuan awal dalam

perancangan kelembagaan. la

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12 Undang,IJndattg Nofll@,r 24 Talan 2013 tentang Perubahan Atas Undaag-
Undang Nomor 23 Talun 2OO6 tentang Adtninislrrrsi Kependudtkan" Imbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

t3 Pemfiran Penerintah Nofllfr 18 Tatan 2016 tentang furangkat Daeral\
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I 14.

ra Petaifian Mentei Dalam Negeri Non]dr 12 Tala-m 2017 tentang Pedoman
Pembertukan dan Klasifilcasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Beita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 452.
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Kabupaten/Kota.

Ini adalah peraturan teknis yang paling spesifik dan

relevan. Permendagri ini secara khusus mengatur pembentukan

UPTD Disdukcapil, mulai dari tujuan, kriteria pembentukan,

klasifkasi, kewenangan, hingga struktur organisasi. Regulasi

inilah yang menjadi justifikasi utama dan panduan teknis

langsung bagi Pemerintah Kabupaten Pidie untuk membentuk

UPTD DisdukcaPil.ts

9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Qanun Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie

sebaqaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor

4 Tahun 2020.

Qanun ini adalah dasar hukum di tingkat lokal yang

menetapkan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pidie,

termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Qanun

inilah yang memberikan kewenangan delegatif kepada Bupati

untuk membentuk UPTD di bawah dinas terkait melalui Peraturan

BuPati.16

10. Peraturan Bupati Pidie Nomor 59 Tahun 2024 tenrang kedudukan,

susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.

Peraturan Bupati ini merinci struktur organisasi

Disdukcapil Kabupaten Pidie saat ini. Pembentukan UPTD

nantinya akan menjadi bagian yang terintegrasi atau merupakan

perubahan dari peraturan ini, yang akan diatur lebih lanjut dalam

rs Pemtumn Mentei Dalam Negeri Nomor 12o Tafun 2017 tentang Unit
Pelaksafla Teknis Dnas Kependadtkan dan Pencelatan sipil Kabupaten/ I(or.q Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 231.

t6 Qanun Kabupaten Pidie yang berlaku mengenai SOTK/Perangkat Daerah.
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Peraturan Bupati tersendiri mengenai UPTD Disdukcapil. 17

C. Aaaltcts Kebutuhea

Pembentukan UPTD Disdukcapil untuk wilayah Kecamatan

Tangse dan Muara Tiga didasarkan pada analisis kebutuhan yang

objektif dan terukur. Analisis ini tidak hanya mempertimbangkan

aspek yuridis yang telah diuraikan sebelumnya, tetapi juga menelaah

kondisi faktual di lapangan yang mencakup aspek geogr-afis,

demografis, beban kerja, dan kualitas pelayanan. Temuan dari

analisis ini menegaskan bahwa model pel,ayanan terpusat saat ini

sudah tidak memadai dan pembentukar UPTD menjadi solusi yang

paling rasional dan mendesak.

1. Analisis Kondisi Geogralis dan Keterjangkauan (Aksesibilitas).

Aspek geografis menjadi faktor penghambat utama dalam

pelayanan Adminduk di Kabupaten Pidie. Sentralisasi layanan di

Sigli menciptakan disparitas akses yang signifikan bag

masyarakat di wilayah pinggiran.

a. Jarak dan Waktu Tempuh Seperti yang telah dipaparkan,

jarak tempuh dari desa-desa di Kecamatan Tangse (40-66

km), Muara Tiga, Padang Tiji dan Batee (>50 krn), dan

Geumpang/Mane (>70 km) ke Sigli sangat jauh.ta Jarak ini

bukan sekadar angka, melainkan representasi dari waktu

perjalanan yang bisa memakan 2 hingga 4 jnm sekali jalan,

tergantung kondisi cuaca dan ketersediaan transportasi

umum yang terbatas.

b. Biaya Ekonomi, Jarak yang jauh secara langsung

17 Peraturan Bupati Pidie yang berlaku mengenai SOTK Disdukcapil Kabupaten
Pidie

r8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Keenatan Tangse Dalam Angka
2023, Kecnnd.an Geumpang Dalam Angka 2O23, dan Keeflatan Wam Tiga Dalam
Angka 2023.
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berimplikasi pada biaya transportasi yang tinggi. Bagr

masyaralat berpenghasilan rendah, biaya perjalanan pulang-

pergr ke Sigli bisa menjadi beban finansial yang berat, sering

kali melebihi kemampuan ekonomi mereka. Biaya ini belum

termasuk potensi kehilangan pendapatan karena harus

meninggalkan pekerjaan sel;ama satu hari penuh.

c. Hambatan bagi Kelompok Rentan, Kondisi ini menjadi lebih

berat bagi kelompok rentan, seperti lansia yang memiliki

keterbatasan mobilitas, penyandang disabilitas, ibu hamil

atau yang baru melahirkan, serta keluarga miskin. Kewajiban

untuk datang trangsung ke kantor pusat Disdukcapil menjadi

sebuah rintangan yang hampir mustahil diatasi, yang

berujung pada tidak terpenuhinya hak mereka atas dokumen

kependudukan.

Analisis ini menunjukkan bahwa kondisi geografis telah

menciptakan ketidaksetaraan ak*s (inequalitg of acces$ yang

sistemik, di mana lokasi tempat tinegal seseorang menentukan

kemudahannya dalam mendapatkan pelayanan dasar dari

negara.

2. Analisis Demografs dan Beban Keqa lWorkloadl

Jqmlah penduduk yang dilayani adalah indikator utama

beban kerja sebuah unit pelayanan. Gabungan populasi dari tiga

kecamatan yang diusulkan menjadi wilayah kerja UPID

menunjukkan volume kebutuhan layanan yang sangat besar.

a. Agregat Populasi dimana Total penduduk di Kecamatan

Tangse (27.767 jiwa), Geumpang (7.685 jiwa) Mane (9.142

jiwa), dan Muara Tiga (21.085 jiwa) Padang Tlji (25.782 jiwa)

dan Batee (21.839 jiwa) adalah I 13.354 jiwa. te Angka ini

re Disdukcapil Kabupaten Pidie, Data Konsolidasi Bersih ( DKB ) Semester I
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setara dengan populasi sebuah kabupaten kecil, namun saat

ini seluruh kebutuhannya harus diproses di satu titik layanan

di SiClr.

b. Beban Layanan Terpusat menjadi Konsentrasi permintaan

dari 113.354 penduduk ini di kantor pusat Disdukcapil

menyebabkan penumpukan antrean, walrtu tunggu yang

lama, dan tekanan kerja yang berlebihan pada petugas.

volume permohonan dari ketiga kecamatan ini berkontribusi

signifikan terhadap kepadatan layanan harian, yang pada

akhirnya menurunkan kualitas pelayanan secara

keseluruhan, baik bagi warga dari wilayah jauh maupun

dekat.20

c. Potensi Kebutuhan l.ayanan, Dengan siklus hidup penduduk

yang dinamis (kelahiran, kematian, perkawinan, perpindahan,

anak masuk usia 17 tahun), maka setiap tahunnya akan ada

ribuan peristiwa kependudukan yang membutuhkan

penerbitan dokumen baru atau pembaruan data dari wilayah

ini. Tanpa unit layanan yang lebih dekat, tunggakan dan

keterlambatan pelayanan akan terus terjadi.

Analisis beban kerja ini membuktikan bahwa kapasitas

pelayanan di kantor pusat tidak sebanding dengan volume

permintaan dari wilayah-wilayah yang jauh, sehingga

desentralisasi melalui UPTD menjadi sebuah keharusan untuk

menyeimbangkan beban dan meningkatkan efisiensi.

3. Analisis Kualitas dan Cakupa.n Peliayanan

Kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari keramahan

petugas, tetapi juga dari kecepatan, ketepatan, dan cakupan

Tahun 2O25 hal 1.
20 lbid hal 1
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kepemilikan dokumen di tengah masyarakat. Model terpusat saat

ini menunjukkan beberapa kelemahan fu ndamental.

a. Keterl,ambatan Pendaftaran Peristiwa Penting, Hambatan

akses menyebabkan banyak u/arga menunda pendaftaran

peristiwa penting, terutama akta kelahiran dan akta

kematian. Keterlambatan pengurusan akta kelahiran

melewati batas waktu yang ditentukan dapat berdampak

pada hak anak di masa depan.

b. Rendahnya Efektivitas Layanan Jemput Bola, Meskipun

Disdukcapil tel,ah melakukan layanan keliling atau "jemput

bola", sifatnya yang insidental dan jangkauannya yang

terbatas tidak dapat menjadi solusi permanen. l,ayanan ini

tidak dapat mengg.rntikan kehadiran fisik unit layanan yang

pennanen, terjadwal, dan siaga setiap hari kerja.

c. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen, Kehadiran

UPTD di tingkat kecamatan akan memungkinkan petugas

untuk lebih proaltif mengidentifikasi penduduk yang belum

memiliki dokumen kependudukan. Koordinasi dengan

pemerintah kecamatan dan gampong akan menjadi lebih

mudah, sehingga program-program percepatan kepemilikan

KTP-el, KIA, dan akta-akta sipil dapat berjalan lebih efektif.

pembentukan UPTD adalah langkah strategis untuk beralih

dari model pelayanan yang pa.sif (menunggu warga datang) ke

model yang proaktif dan terstruktur, yang pada akhirnya akan

meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen dan validitas data

kependudukan daerah.

D. TuJuaa daa Sa.reraa

1. Tujuan Pembentukan UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Pidie

'15



Pembentukan Unit Pelaksana Telanis Daerah (UPTD) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tangse dan

Muara Tiga memiliki tujuan utama untuk mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang

efektif, efisien, mudah dijangkau, dan berkualitas, serta menjamin

terpenuhinya hak-hak dasar warga negara di bidang administrasi

kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan

Permendagri Nomor 120 Tahun 2017.

Secara rinci, tujuan pembentukan UPTD ini meliputi:

a. Meningkatkan Aksesibilitas dan Keterjangkauan l,ayanan

Publik

Memberikan kemudahan bagr masyarakat yang

berdomisili di wilayah kecamatan terpencil seperti Tangse,

Geumpang, Mane, Muara Tiga, Padang Tlji dan Batee untuk
memperoleh layanan administrasi kependudukan tanpa harus

menempuh jarak jauh ke ibu kota Kabupa.ten Pidie (Sigli).

Langkah ini merupakan implementasi prinsip mendekatkan

pelaganan kepada masgarakat sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 3 Permendagri Nomor 12O Tahun 2017, bahwa wilayah

ke4'a UPTD dapat meliputi satu atau lebih kecamatan yang

secara geogra-fis berdekatan dan sulit drjangkau.zt

b. Menjamin Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat secara Merata;

Setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan

yang sah, seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas

Anak (KlA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian, tanpa

diskriminasi wilayah. Pembentukan UPTD akan mempercepat

zt Permendagri Nomor 12O Tahun 2017, Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang wilayah
kerja UPTD Dukcapil.
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proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah-

daerah dengan mobilitas tinggi maupun akses rendah,

sehingga mencegah data kependudukan rentan adtnini.stra.si.22

Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Dengan adanya UPTD kecamatan tersebut, beban

pelayanan di kantor pusat Disdukcapil Kabupaten akan

berkurang, sehingga pel;ayanan dapat dilakukan secara efisien,

tepat waku, dan sesuai Standar PeLayanan Minimal (SPM)

bidang administrasi kependudukan. Hal ini juga selaras

dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik, yang menekankan efisiensi,

kepastian waktu, dan kualitas layanan.23

Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Responsif dan Adaptif

terhadap Kebutuhan Masyarakat.

Pembentukan UPTD Disdukcapil merupakan wujud

implementasi prinsip desentralisasi urusan pemerintahan

daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya

unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan, pemerintah

daerah dapat menyesuaikan bentuk l,ayanan dengan

kebutuhan spesifik masyarakat dan kondisi geografis

wilayah.24

Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam

PeLayanan Publik.

d

e

22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O13 tentang Administrasi Kependudukan,
Pasal 13 ayat (1).

23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentaog Pclayanaa Publik, Pasal 4
huruf (b){d).

2a Undang-Undan8 Nomor 23 Tahuo 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
12 ayat (21.
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UPTD akan didukung oleh sistem SIAK Terpusat

(Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), sehingga

memungkinkan sinkronisasi data antarwilayah secara real-

trme. Digitalisasi ini akan meningkatkan akurasi, transparansi,

dan keamanan data penduduk Kabupaten Pidie. Hd ini sejalan

dengan arah kebijakan nasional dalam modernisasi

administrasi kependudukan yang diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.zs

f. Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah Berbasis

Data Kependudukan yang Valid

Data kependudukan yang diperoleh melalui UPTD

menjadi basis utama dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan berbagai kebijakan

sehoral. Data yang cepat dan akurat akan memperkuat sistem

perencanaan pembangunan berbasis bukti (euidence-ba.sed

policyl di Kabupaten Pidie.26

g. Mendorong Peningkatan Kineq'a ASN dan Tata Kelola

Organisasi Disdukcapil Kabupaten Pidie

Dengan adanya UPTD, struktur organisasi menjadi

lebih pmporsional. ASN di tingkat UPTD memiliki uraian tugas

dan indikator kineda yang jelas, sesuai hasil analisis jabatan

dan analisis beban kerja (Anjab-ABK) yang telah disusun oleh

tim k4iian. Struktur ini akan meningkatkan proGsionalisme

2s Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2O18 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

26 Bappeda Kabupaten Pidie, RP.rltlD Kawaten Hdie 2019-2o24, Bab III
Prioritas Pembangunan Daerah.
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aparatur dan akuntabilitas bimkrasi pelayanan publik.27

2. Sasaran Pembentukan UPTD Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Berdasarkan tujuan di atas, sasarian yang hendak dicapai

melalui pembentukan UPTD Dukcapil di Kecamatan Tangse,

Geumpang, dan Muara Tiga dapat dirinci sebagai berikut:

a. Sasaran Jangka Pendek

1) Terbentuknya Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\rgas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD

Dukcapil.

2) Terbentuknya 2 UPTD Dukcapil al$if di wilayah kerja

Kecamatan Tangse, dan Muara Tiga yang dilengkapi sarana

prasarana minimal ftantor, jaringan SLAK, alat perekaman

KTP-el, printer dokumen, dan kendaraan operasional).

3) Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan di

tingkat kecamatan minimaf Uma hari kerja per minggu'

4) Penurunan waktu tunggu penerbitan dokumen

kependudukan dari rata-rata 7-10 hari menjadi kurang

dari 3 hari kerja.

5) Meningkalnys cakupan kepemilikan dokumen

kependudukan dasar (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, KIA)

hingga 95olo dari total penduduk di wilayah kerja UPTD.2E

b. Sasaran Jangka Menengah

1) Tersedianya layanan kependudukan terpa.du berbasis

digital (SLAK Terpusat) di seluruh UPTD wilayah barat dan

selatan Kabupaten Pidie.

27 Naskah Akademis Pembentukan UPTD Dukcapil KabuPaten Pidie (2O25),
Bagian Analisis Beban Keqia dan Struktur Organisasi.

2E Disdukcapil Kabupa.ten Pidie, Laporan CaPqian LaVanan Administro-si
Kependu&tkan *mester II Tahtn 2O24.
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2) Tercapainya validitas data kependudukan I O07o dan

sinkronisasi penuh dengan data nasional Ditjen Dukcapil

Kementerian Dalam Negeri.

3) Terwujudnya partisipasi aktif gampong dan kecamatan

dalam pelaporan peristiwa penting (kelahiran, kematian,

pindah, datang).

4) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap

pelayanan administrasi kependudukan minimal menjadi

skor 85 ke atas (kategori baik).

5) Terciptanya pemerataan akses layanan publik

antanrilayah, khususnya di daerah perbukitan dan

terpencil, sesuai dengan prinsip equal acces and eEtal

seruice.29

Sasaran Jangka Panjang

1) Terwujudnya Kabupaten Pidie Tertib Administrasi

Kependudukan, dengan seluruh penduduk memiliki

identitas sah dan tercatat dalarn basis data kependudukan

nasional.

2) Terintegrasinya sistem informasi kependudukan dengan

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dan sistem

layanan publik l,ainnya (sekolah, kesehatan, sosial, dan

keuangan daerah).

3) Meningkatnya efektivitas perenc.rnaan pembangunan

berbasis data penduduk melalui pemanfaatan data UPID

untuk perencanaan APBK, Bappeda, dan program sektoral

lainnya.

4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang

partisipatil, transparan, dan berorientasi pelayanan publik

2e BPS Kabupaten Hdie, Keannatan Tdngse, Gewpang, dtn Muara TUa Dalam
Angkn 2023.

c
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berkualitas tingg, sesuai visi Kabupaten Pidie:
*Terurujudnga Masgarokat Hdie gang Islami, Adil, Maju,

Sejahtero" dan Berkelanjutan" ".3o

3. Relevansi T\rjuan dan Sasaran dengan Kebijakan Nasional dan

Daerah

Tujuan dan sasaran pembentukan UPTD Dukcapil

Kabupaten Pidie sejalan dengan berbagai kebijakan nasional dan

daerah, antara lain:

l. Kebijakan Nasional, Rencrnta Pemba ngunan Jangka Menengah

Nasionoi (RPJMN) 2O2O-2O24, yang menegaskan pentingnya

peningkatan kualitas pelayanan publik dan transformasi digital

administrasi pemerintahan. Strategi Na.sional Percepatan

Admini.strasi Kependudukan 2O2O-2O25 yang dikeluarkan oleh

Ditjen Dukcapil Kemendagri, menekankan digitdli.sa.si laganan

dan de sentralisasi pelag anan kependtdukan ke daerah-daerah

terpencil.

2. Kebijakan Daerah, RPJMD Kabupaten Piilie, yang menempatkan

peningkatan layanan publik berbasis digital dan pemerataan

pelayanan di wilayah terpencil sebagai salah satu prioritas

pembangunan daerah, Ren$ra Disdukcapil Kabupaten Pitlie,

yang mencantumkan program strategis peningkatan kapasitas

layanan kependudukan dan penguataa basis data penduduk

berbasis teknologi informasi.

3. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Govemancel,

Akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan

menjadi prinsip utama yang diimplementasikan dalam

pembentukan UPTD Dukcapil Kabupaten Pidie.3r

s https:/ /jdih.pidiekab.go.id/news/page/visi-misi.3r Permendagri Nomor l2O Tahun 2O17, Pasal 19 ayat (f) dan (2) tentang
evaluasi dan pengawasan kinerja UPTD.
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BAB II

XRITERIA PEUBENTI'KAIT I'PTD

A. Eegtataa Telnlr Opcrasloaal

1. Peagertlaa dan Eedudukaa UPTD delam Struttur
Peraerhtahaa Dacrah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan

unsur pelaksana tugas teknis operasional atau tugas teknis
penunjang dari Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal I angka 10

Permendagri Nomor 120 Tahun 2O17, yan.g dimaksud

dengan UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan

di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain

yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.32

Dalam konteks Kabupaten Pidie, pembentukan UPID

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan

Tangse dan Muara Tiga dimaksudkan sebagai unit
pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagian

kegiatan teknis pelayanan administrasi kependudukan di

wilayah kerjanya. UPTD ini berada langsung di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.33

Kegiatan teknis operasional UPTD ini bersifat

langsung melayani masyarakat (front line seruices), bukan

kegiatan administratif perencanaan atau koordinasi

semata. Pelaksanaan kegiatan teknis dilakukan dengan

32 Permendagri Nomor l2O Tahun 2Ol7 tcntang t PTD DukcaPil, Pasal f angka

33 Ibid., Paaal 2.
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memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi,

keterjangkauan, dan pemerataan pelayanan publik sesuai

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.e

Ruang Lirglup Eeglatan Telals Opererlonal UPTI)

DtrduLcapll

Sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Permendagri Nomor 120

Tahun 2017, tugas pokok UPTD Disdukcapil

Kabupaten/ Kota meliputi dua bidang utama, yaitu:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Population

Registration Seruices); dan

b. Pelayanan Pencatatan Sipil (Ciuil Registration Seruices).

Kedua kegiatan tersebut mencakup serangkaian

tindakan administratif yang menghasilkan dokumen

kependudukan yang sah, bersifat autentik, serta memiliki

kekuatan hukum tetap. Kegiatan teknis operasional

tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan ini meliputi seluruh proses pencatatan

data individu dan keluarga dalam sistem administrasi

kependudukan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1)

Permendagri Nomor 12O Tahun 2017, ruang lingkupnya

meliputi:

a. Pencatatan Biodata Penduduk, pendataan awal

identitas warga yang menetap atau berdomisili di

wilayah kerja UPTD, termasuk verifikasi data melalui

SIAK Terpusat;s

3a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentaag Pelayanan Publik, Pasal 4
huruf (a).

3s Permendagri Nomor l2O Tahun 2017, Pasal 6 ayat (1).

2
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b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK), penyusunan dan

pembaruan KK bagi keluarga baru, perubahan

susunan keluarga, atau perpindahan antarwilayah;

c. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el),

perekaman biometrik dan pencetakan KTP-el secara

on-site di UPTD;

d. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), pembuatan

kartu identitas anak bagi warga berusia di bawah l7
tahun dan belum menikah;

e. Pelayanan Pindah Datang Dalam Wilayah Indonesia,

pengelolaan surat pindah (antar-kecamatan atau

antar-kabupaten) bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam konteks Kabupaten Pidie, kegiatan

pendaftaran penduduk di wilayah Tangse dan Muara Tiga

selama ini menghadapi kendala jarak dan infrastruktur,

sehingga perekaman dan penerbitan dokumen sering

tertunda hingga beberapa minggu. Dengan adanya UPTD

di tingkat kecamatan, pelayanan tersebut dapat

diselesaikan secara langsung di lokasi tanpa harus ke

Sigli, menekan waktu tunggu rata-rata dari 7- l0 hari
menjadi hanya l-3 hari kerja.ae

Selain itu, UPTD akan berfungsi sebagai

pengumpul data primer kependudukan, termasuk

pemutakhiran data migrasi, data penduduk rentan

administrasi, dan integrasi data dengan pelayanan dasar

seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Kegiatan ini penting untuk mendukung data diuen
policg Pemerintah Kabupaten Pidie dalam perencanaan

ao Disdukcapil Kabupaten Ptdie, Loporun Eualuasi Pelaganan *flEster II Talun
2024.
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pembangunan.

2) Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan pencatatan sipil mencakup pendaftaran

peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, seperti

kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan

anak, dan perubahan nama. Berdasarkan Pasal 7

Permendagri Nomor 120 Tahun 2017, ruang lingkup
pelayanan pencatatan sipil pada UPID meliputi:

a. Pencatatan Kelahiran dan penerbitan Akta Kelahiran;

b. Pencatatan Kematian dan penerbitan Akta Kematian;

c. Pencatatan Perkawinan dan Perceraian bagi penduduk

non-Muslim sesuai peraturan perundang-undangan;

d. Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak,

perubahan nama, serta peristiwa hukum lainnya;

e. Pelaporan dan pengarsipan dokumen pencatatan sipil

dalam sistem database kependudukan nasional.

Dengan adanya UFTD, seluruh pelayanan ini dapat

dilakukan langsung di kecamatan tanpa harus

menunggu petugas kabupaten turun ke lapangan.

Masyarakat di daerah seperti Gampong Blang Malo, Lhok

Keutapang (Tangse), Bangkeh dan Keune (Geumpang),

serta Cot Lhok, Mee Teungoh, dan Pulo Lhok (Muara

Tiga) akan dapat mengurus dokumen kelahiran dan

kematian tanpa hambatan geografis.37

Prlaslp Pelalraneen Eeglatan Telnlt Operarloaal

Agar kegiatan teknis operasional di UPTD berjalan

sesuai standar, maka pelaksanaannya harus mengacu pada

37 BPS Kabupaten P\die, Keenatan Tangse, Geuflparq, dan Muam Tiga Dalam
Angka 2O23.

3
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prinsip-prinsip berikut:

1) Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan, yakni penggunaan

sumber daya (pegawai, sarana, dan waktu) secara

optimal untuk menghasilkan pelayanan yang cepat,

akurat, dan tepat sasaran.

2) Aksesibilitas dan Keterjangkauan, dengan mendirikan

unit layanan di wilayah-wilayah terpencil guna

memperpendek jarak antara masyarakat dengan penyedia

layanan publik.

3) Akuntabilitas dan Transparansi, melalui pelaporan real-

time via SIAK Terpusat dan sistem audit pelayanan

berbasis indikator kinerja.

4) Partisipasi dan Kolaborasi, di mana pelaksanaan

pelayanan melibatkan aparatur kecamatan, perangkat

gampong, serta unsur masyarakat (seperti kader PKK dan

petugas registrasi desa).

5) Integrasi Digital, yaitu memanfaatkan sistem pelayanan

kependudukan elektronik sesuai arahan Ditjen Dukcapil

Kemendagri untuk mewujudkan *paperless

administration.s

Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan menjamin

bahwa pembentukan UPTD Dukcapil Kabupaten Pidie tidak

hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan

transformasi nyata dalam kualitas pelayanan publik di

wilayah kecamatan terpencil.

4. Keterlaltaa Eeglatan Tckalr dcngan Strultur Orgelllarl
dan Anallrlr Beban EerJa

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh

s Kementerian Dalam
Kepend dukan 2O23-2O2 5.

Negei, Pedonan Tlansformasi Digital Administrasi
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UFTD Dukcapil akan menjadi dasar dalam penetapan

struktur organisasi dan jumlah kebutuhan pegawai.

Berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban

kerja (ABK) yang telah dilakukan oleh Tim Kajian

Disdukcapil Kabupaten Pidie, setiap UPTD minimal harus

memiliki:

1. 1 (satu) Kepala UPTD,

2. I (satu) Subbagian Tata Usaha,

3. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi operator SIAK,

petugas pelayanan lapangan, dan arsiparis.

Struktur ini sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10

Permendagri Nomor 120 Tahun 2017, yar:g mengatur bahwa

UPTD Disdukcapil dapat dibentuk dengan menyesuaikan

kebutuhan organisasi, beban ke{a, serta kemampuan

keuangan daerah.

Hasil ABK (Analisis Beban Kerja) Disdukcapil

Kabupaten Pidie tahun 2025 menunjukkan bahwa

kebutuhan minimal pegawai teknis untuk tiap UFTD

berkisar antara 7-10 orang, dengan rata-rata beban layanan

sekitar 2.000-3.500 layanan administrasi kependudukan

per bulan serta beban kerja mecapai 1300 jam per

orang/tahun di setiap kecamatan.3e Data ini memperkuat

urgensi pembentukan UPTD, karena beban kerja tersebut

tidak dapat ditangani secara optimal oleh kantor
Disdukcapil Kabupaten tanpa desentralisasi layanan.

4. Inplllarl Ecglataa TeLnlr Opcraaloaal terhadap
Penlngkataa Peleyrnaa PEbltL

Pelaksanaan kegiatan teknis operasional oleh UPID

rg Disdukcapil Kabupaten Pidie, Anali-sis Beban Kerja dan Kebutuhan SDM WTD
Duk&pil Talan 2025.
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Dukcapil di Kecamatan Tangse, dan Muara Tiga memiliki

implikasi strategis sebagai berikut:

l) Peningkatan Kepuasan Masyarakat, melalui layanan

cepat, tepat, dan tanpa biaya tambahan akibat

transportasi jarak jauh.

2) Penurunan Angka Penduduk Tanpa Dokumen

(Undocamented Citizensl hingga di bawah 37" dari total

penduduk di wilayah kerja UPTD.

3) Efisiensi Biaya Operasional Disdukcapil Kabupaten,

karena pelayanan yang sebelumnya bersifat keliling

dapat dialihkan menjadi layanan tetap di UPID.

4) Integrasi Data Penduduk dengan Sistem Informasi

Daerah (SIPD, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan),

yang mendukung kebijakan pembangunan berbasis data

kependudukan.

5) Peningkatan Kapasitas ASN dan Mutu Birokrasi

Pelayanan, melalui pelatihan teknis fungsional dan

peningkatan digitalisasi layanan sesuai Roadmap

Transformasi Digital Dukcapil 2O2O-2O25.4o

B. Bentuk/Jeals Baraag atau Jasa yaag dtperlutan tasyarakat

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan barang

publik (pubtic aoods] yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah

sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara atas identitas

hukum dan status kewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan, setiap penduduk berhak atas dokumen

€ Direktorat Jenderal Dukcapil, Roafunap Ilansfomtasi Digital Adminduk 2O2O-
2 O 2 5, Kemerrdagri (2O2 ll.
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kependudukan sebagai bukti legal yang diterbitkan oleh instansi

pelaksana (Disdukcapil).a t

Namun, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pidie, masih

terdapat ketimpangan akses dan ketersediaan layanan di wilayah-

wilayah dengan topografi sulit seperti Kecrmatan Tangse, dan Muara

Tiga. Kondisi geografis tersebut menyebabkan masyarakat di wilayah

terpencil mengalami harnbatan untuk memperoleh barang dan jasa

pelayanan publik berupa dokumen kependudukan dan pencatatan

sipil.

Oleh karena itu, pembentukan Unit Pel,aksana Teloris Daerah

(UPID) Dukcapil kecamatan tersebut menjadi kebutuhan yang

sangat mendesak, agar masyarakat dapat mengakses berbagai

bentuk layanan publik kependudukan dengan mudah, cepat, dan

pasti tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke ibu kota

kabupaten.

Berdasarkan kl,asifikasi layanan administrasi kependudukan

sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2017

Pasal 5-7, serta hasil kajian kebutuhan masyarakat, terdapat dua

kategori utama jenis barang/jasa yang menjadi kebutuhan pokok

masyarakat di wilayah kerja UPTD, yaitu:

a. Barang Administrasi Kependudukan (Adrnini.stratiue Doanment$

Barang dalam konteks ini bukanlah barang berwujud

komersial, melainkan dokumen negara yang memiliki kekuatan

hukum dan nilai legal formal sebagai bukti identitas diri dan

status hukum. Jenis-jenis dokumen tersebut meliputi:

ar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Of3 tentang Administrasi Kependudukan,
Pasal 58 ayat (l).
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No.
frngst dan Kegunaaa Bagt

Uasyaratat

1

Kartu Tanda
Penduduk Elektronik
(KTP-el)

Identitas resmi setiap warga berusia
>17 tahun sebagai dasar akses ke
layanan publik (kesehatan,
pendidikan, keuangan, dan bantuan
sosial).

2 Kartu Keluarga (KK)

Dokumen induk keluarga yang
mencatat hubungan hukum
antaranggota keluarga, digunakan
untuk berbagai urusan administrasi
pemerintahan.

J

4

Kartu Identitas Anak
(KrA)

Surat Keterangan
Domisili/Pindah
Datang

Identitas anak di bawah 17 tahun
untuk akses pendidikan, kesehatan,
dan perlindungan sosial anak.

Bukti administratif bagi penduduk
yang berpindah antarwilayah;
menjadi dasar penerbitan dokumen
kependudukan baru.

5 Akta Keiahiran
Bukti hukum kelahiran seseorang;
digunakan untuk memperoleh NIK,
KK, dan hak-hak sipil dasar.

6 Akta Kematian

Bukti hukum atas kematian
seseorang untuk penutupan data
kependudukan, pengurusan
warisan, dan administrasi sosial.

7
Akta Perkawinan dan
Perceraian

Dokumen hukum untuk penduduk
non-Muslim; menjadi dasar status
hukum keluarga dan anak.

8

Surat Keterangan
Lainnya (Perubahan
Nama, Pengakuan
Anak, dan
Pengesahan Anak)

Dokumen hukum tambahan yang
menjamin keabsahan identitas dan
peristiwa penting lainnya.

Sumber: Permendagri Nomor 12O Talaln 2017
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Semua barang administrasi tersebut termasuk barang

publik non-komersial, yang diberikan tanpa pungutan biaya

(grofi.s) sebagaimana diatur dalam Pasal 79A Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa pelayanan

administrasi kependudukan tidak dipungut biaya dalam bentuk

apa pun.a2

b. Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (,Rrblic Seruice Detiueryil

Selain penerbitan dokumen (barang administrasi),

masyarakat juga memerlukan berbagai jasa pelayanan (senaces)

yang menjadi bagian integral dari fungsi UPTD Dukcapil.

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pelayanan tahlun 2O24,

jenis-jenis jasa kependudukan yang paling dibutuhkan

masyarakat di wilayah Tangse dan Muara Tiga antara lain:

No.
Jenis Jara
Pelayanaa

Deskrtpst Keglatan Teknls dan
Kebutuhan [as5rarakat

1
Perekaman dan
Penerbitan KTP-el

Pelayanan perekaman biometrik
(foto, sidik jari, iris mata) dan
pencetakan KTP-el di lokasi.
Kebutuhan tinggi karena banyak
w€rrga usia produktif belum
memiliki KTP-el akibat jarak dan
waktu pelayanan di Sigli.

2
Penerbitan KIA dan
Akta Kelahiran Anak

Jasa ini penting untuk mendukung
progr.rm wajib belajar 12 tahun dan
perlindungan anak. Data BPS 2023
menunjukkan lebih dari l57o anak
di Tangse dan Geumpang belum
memiliki KLA..

a2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 79A
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No.
Jenls Jasa
Pelayanan

Deskrfpst Eeglataa Telnls dan
Kebutuhal [asyarakat

3

Pelaporan Peristiwa
Kependudukan
(Pindah Datang,
Meninggal,
Perubahan Data)

Pelayanan pelaporan dan
pembaruan data secara real-time
untuk menjaga validitas data SIAK
Terpusat.

4
Konsultasi dan
Edukasi Masyarakat

Jasa penyuluhan tentang
pentingnya dokumen
kependudukan, literasi digitaf SfAK,
dan hak-hak administrasi sipil.

5

Pelayanan
Pengaduan
Koreksi
Kependudukan

dan
Data

Jasa perbaikan kesalahan data NIK,
nama, alamat, atau status dalam
database kependudukan.

6

Pendataan
Penduduk
Administrasi
(Penduduk
Terlantar,
Bencana,
Penduduk
Ekstrem)

Rentan

Korban
dan

Miskin

Jasa pendaftaran dan penerbitan
dokumen kependudukan bagi warga
rentan yang sering terlewat dalam
data nasional.6

Sumber : Di.frtkcapil Kab. Hdie 2025

Kebutuhan layanan kependudukan di tiga wilayah ini

memiliki karakteristik tersendiri yang menjadi dasar pertimbangan

pembentukan UPTD:

a. Kecamatan Tangse, memiliki 27.767 penduduk tersebar di 28

gampong, dengan luas wilayah +750,00 km. Banyak gampong

berada di perbukitan dengan akses jalan berkelok, sehingga

diperlukan layanan dekat dan cepat.

b. Kecamatan Geumpang, dengan 7.685 penduduk dan luas

wilayah + 594,64 km2, merupakan salah satu wilayah terjauh

di Pidie. Akses dari Sigli menuju Geumpang memakan waktu

24 jan pedalanan darat. Layan an jernput bola selama ini

terbatas oleh jarak dan kondisi medan.
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c. Kecamatan Mane, dengan 9.142 penduduk dan luas wilayah t
817,50 km2, juga mempakan salah satu wilayah te4'auh di

Pidie. sehingga Akses dari Sigli menuju mane memakan waktu

24 jarr perjalanan darat.

d. Kecamatan Muara Tiga, memiliki 21.085 penduduk dan luas

wilayah + 162,00 km2 dengan karakter pesisir dan pedalaman.

Mobilitas penduduk cukup tinggi (terutama nelayan dan

pedagang), sehingga dibutuhkan layanan yang cepat dan

fleksibel untuk perekaman, penggantian dokumen, dan

pelaporan peristiwa kependudukan.

e. Kecamatan Padang Tiji, memiliki 25.782 penduduk dan luas

wilayah x 258,71 km2 dengan karakter daerah pertanian dan

perkembunan. Dengan beberapa wilayah yang memiliki jarak

jauh dari ibukota kabupaten.

f. Kecamatan Batee, memiliki 21.a39 penduduk dan luas wilayah

r 1O4,74 lm2 dengan dengan karakter pesisir dan keterbatasan

akses keterbatasan ekonomi.

Hasil survei kepuasan masyarakat (IKM) Disdukcapil Pidie

Semester II Tahun 2O24 menunjukkan bahwa vrilayah Tangse,

mane dan Geumpang memperoleh skor terendah dalam indikator

"kemudahan akses dan kecepatan layanan", yaToi 77,3o/o, jauh di

bawah rata-rata kabupaten sebesar 89,5"/o.43 Hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat di wilayah tersebut belum memperoleh

pelayanan yang merata akibat keterbatasan infrastruktur dan

jarak.

Dari hasil kajian empiris dan yuridis, dapat disimpulkan

bahwa pembentukan UPTD Disdukcapil pada dua wilayah

a3 Disdukcapil Kabupa.ten Pidie, Snni Indeks Kqtasan Masgarakat *nester II
Talan 2024-
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kecamatan dimaksud memiliki urgensi strategis dalam memenuhi

kebutuhan barang dan jasa publik sebagai berikut:

a. Pemerataan Layanan Publik untuk menghapus disparitas

antara wilayah pusat dan pinggiran dalam hal kepemilikan

dokumen kependudukan.

b. Pemenuhan Hak Sipil Warga Negara guna memastikan setiap

penduduk terdaftar dan diakui secara hukum, sebagaimana

mandat Pasa.l 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 58 UU

Adminduk.

c. Efisiensi Biaya dan Waktu sehingga dapat menurunkan biaya

perjalanan warga hingga 70olo dibanding harus ke Sigli untuk

mengurus dokumen.

d. Peningkatan Validitas Data Kependudukan yang dapat

mempercepat pembaruan data melalui pelayanan langsung

dan sinkrronisasi digital.

e. Pendukung Pembangunan Daerah guna menyediakan data

dasar akurat untuk perencanaan pembangunan, bantuan

sosial, dan statistik sektoral.44

C. Kontrlburt/Uaafaat Laagtulg daa lYyata Xepada Uaryarakat

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kecamatan

Tangse, dan Muara Tiga merupakan strategis Pemerintah Kabupaten

Pidie untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat,

dan efisien.

Iangkah ini selaras dengan s€mangat desentralisasi

pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

aa Permendagri Nomor 12O Tahun 2OU, Pasal S-7.
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri

Nomor 120 Tahun 2O17 tentang UPTD Dukcapil, serta prinsrp

pelayanan prima dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik.

Keberadaan UPTD Dukcapil tidak hanya memperpendek

jarak birokrasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga

memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan

sosial, pemerataan hak sipil, serta efektivitas tata kelola

pemerintahan berbasis data kependudukan.

1. Koatrlbust Laagruag Terhadap Pelayaaaa PUbUL

a. Penlngkatea Atrer dan Becepetaa Pela;ranaa

Sebelum adanya UPTD, masyarakat Kecarnatan Tangse,

dan Muara Tiga harus menempuh perja-lanan antara 70 hingga

130 kilometer menuju Kantor Disdukcapil di Sigli. Dengan

kondisi geografis pegunungan, wakhr tempuh rata-rata

mencapai 2-4 jam satu arah, dengan biaya transportasi

mencapai Rp150.000-Rp250.000 per kunjungan.r

Pembentukan UPTD di kecamatan tersebut akan memangkas

waktu dan biaya tersebut hingga 8O7o, karena pelayanan

seperti perekaman KTP-el, penerbitan Kartu Keluarga (KK),

Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian

dapat dilakukan langsung di wilayah kecamatan.

Dengan demikian, UPID berkontribusi langsung

dalam:

1) Mempercepat proses pelayanan kependudukan dari rata-

rata 7-10 hari menjadi 1-2 hari keda;

2) Menghemat biaya transportasi dan walctu masyarakat,

khususnya bagi penduduk miskin dan lansia;
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3) Meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi beban

antrian di Kantor Disdukcapil Kabupaten.as

b. PentngLata.n EepenlHLan Dokumea Eepeadudukaa

Data Disdukcapil Kabupaten Pidie Tahun 2024

menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan dokumen

kependudukan di enam kecrmatan tersebut masih tergolong

rendah, yaitu:

Kecamatan Kepemtltkaa
KTP-el lolol

EepeolllLaa
A&ta

I(elahlran (o/ol

Eepemlllkan
KIA f/ol

Tangse 82,7 78,3 59,1
Mane 76,4 73,2 s5,6
Geumpang 78,9 76,6
Muara Tiga 80,8 79,5 60,4
Batee 91,3 87,7 79,4
Padang Tiji 92,5 89,6 80,5
Sumber: Disdtkmpil Kabupaten Pidie, Laporan Data Kepemitikan Doktmen
*mester I Tal n2025

Dengan hadirnya UPTD Dukcapil di masing-masing

wilayah, proyeksi peningkatan kepemilikan dokumen

kependudukan diperkirakan mencapai 957o untuk KTP-el, 90olo

untuk Akta Kelahiran, dan 85o/" untuk KIA dala"' dua tahun

pertama operasional.46

Hd ini 6g6iliki dampak langsung terhadap

peningkatan legalitas identitas warga negara, validitas data

pembangunan daerah, serta akses masyarakat terhadap

program pemerintah seperti Bantuan Sosial (Bansos), BPJS,

KIP, dan KIS.

as Permendagri Nomor 120 Tahun 2O17, Pasal 2-5.
a6 Disdukcapil KabuPaten Pidie, Lapomn Data Kewmilikon Dofr:.tmen Senester II

Talun 2024.
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c. Pelayeran Iatludf bagt Peadudul Rentaa Adairtttratt

Wilayah Kecamatan Geumpang dan Tangse memiliki

banyak penduduk di daerah terpencil dengan akses terbatas

terhadap layanan publik. Kelompok rentan seperti lansia,

penyandang disabilitas, masyarakat miskin ekstrem, dan

penduduk di daerah rawan bencana sering kali tidak

terjangkau oleh pelayanan reguler.aT

Manfaat nyata bagi kelompok rentan ini antara lain:

a. Meningkatnya jumlah penduduk yang terdata secara sah

dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

b. Terpenuhinya hak-hak dasar bagi kelompok marginal;

c. Meningkatnya efelrtivitas penyaluran bantuan sosial dan

perlindungan sosial berbasis data.as

d. Eontrlburil terhadap Valtditst Deta Penbaagunan Daerah

Data kependudukan yang akurat merupakan fondasi

bagi perencanaan pembangunan yang efektif. Dengan adanya

UPTD, pemutakhiran data kependudukan dapat dilakukan

secara real-time dan berjenjang dari tingkat desa hingga

kabupaten.

Hal ini sejalan dengan kebijakan One Data Indonesia

(Perpres Nomor 39 Tahun 2019) dan arahan Ditjen Dukcapil

tentang Integrasi Data Kependudukan Berbasis SLAK

Terpusat.ae

Manfaat langsung terhadap Pemerintah Kabupaten

Pidie antara lain:

a? BPS Kabupa.ten Pidie, Pmlil Sosial Kecamatan Geumpang dan Tangse Dalam
Angka 2O23.€ Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pedoman Pelayanan Jemput Bola Adminduk,
2022.

ae Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2O19 tentaig Satu Data lndonesia.
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a. Perencanaan pembangunan hrbasis data akurat, baik

dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun sosial;

b. Efisiensi koordinasi antar-OPD (Dinas Sosial, Dinas

Kesehatan, Dinas Pendidikan) melalui akses langsung

terhadap data penduduk mutakhir;

c. Peningkatan kualitas indikator makro daerah, termasuk

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan akurasi data

penerima bantuan.s

2. Uaafaat Soctal daa ELonoal

a. Pentngtataa Produlrttvtta.r dan KerJahteraea fasSrarakat

Dengan kemudahan akses terhadap dokumen

kependudukan, masyarakat dapat memperoleh Layanan dasar

tanpa hambatan administratif. Warga yang telah memiliki KTP-

el dan KK dapat dengan mudah membuka rekening bank,

mengakses kredit usaha, atau mendaftar bantuan sosial.

Studi Bappeda Kabupaten Pidie tahun 2024

menunjukkan bahwa keterlambatan kepemilikan dokumen

kependudukan menjadi sal,ah satu penyebab tidak meratanya

penyaluran bantuan sosial dan rendahnya akses pembiayaan

mikro di pedesaan.slDengan UPTD, hambatan tersebut dapat

dihilangkan, sehingga berdampak l,angsung pada peningkatan

ekononi rumah tangga masyarakat di kecamatan sasaran.

b. Efi:leasl Penerlntaha.a den Pengheaataa Aaggaraa

Dari sisi pemerintahan, pembentukan UPTD Dukcapil

akan menghemat biaya operasional pelayanan keliling (mobile

seruicel yang sebelumnya membutuhkan alokasi transportasi

dan logistik yang besar.

s Bappeda Kabupaten Pidie, Evaluasi RPJMD 2Ol9-2O24, }IL,r.. 4247
.5' Ibid., hlm. 58.
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Menurut data Disdukcapil Tahun 2O25, rata-rata biaya

pelayanan keliling ke enam kecamatan tersebut mencapai Rp

12 juta per kegiatan, dengan frekuensi hanya 6 kali per tahun

karena keterbatasan angg.rran. Jika UPTD berdiri secara

permanen, biaya tersebut dapat didihkan menjadi anggaran

rutin operasional UPTD, dengan frekuensi pel,ayanan harian.s2

Selain efisiensi biaya, UPTD juga meningkatkan

efisiensi waktu keq'a ASN dan kineg'a output pelayanan,

karena pegawai tidak lag' harus bolak-balik ke wilayah

terpencil.

c. Kontrlburi terhadap Betettlbea Adntatstreri dan Kepartlan

Hukum

Dokumen kependudukan merupakan dasar berbagai

hak dan kewajiban hukum warga negara. Dengan

meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen sah,

maka akan terwujud:

1. Ketertiban administrasi pemerintahan desa dan kecamatan,

2. Peningkatan akurasi daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu

dan Pilkada),

3. Kemudahan penegakan hukum dan pelayanan publik

berbasis NIK,

4. Terwujudnya taia kelola pemerintahan daerah yang

akuntabel dan transparan.

3. [anfart Jaqte Perrrrg

Secara strategis, Pembentukan UPTD Dukcapil di

kecamatan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi

t Disdukcapil Kabupa.ten Pidie, Rencana Kerja Pelayanan Adminduk Tahun
2024, hlm. 33.
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daerah dan masyarakat, meliputi:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik daerah berbasis

prinsip good gouerna ne,

b. Mendukung percepatan transformasi digital pelayanan publik

sesuai Roadm ap Transformasi Digital hrkcapil 2O2O-2O25;

c. Menciptakan data kependudukan yang akurat, tunggal, dan

terintegrasi untuk mendukung Satu Dda Indonesia;

d. Memperkuat legitimasi dan perlindungan hukum bagi warga

negara di tingkat al<ar rumput;

e. Mempercepat capaian target pembangunan daerah, terutama

indikator IPM, tingkat kemiskinan, dan efektivitas bantuan

sosial.ss

D. Standar Openrlond Pro:edur (SOPf

Standar Operasional Prosedur (SOfl merupakan elemen

fundamental dalam penyelenggaraan pel,ayanan publik, khususnya

di bidang administrasi kependudukan. SOP menjadi pedoman

tertulis yang menjeanin setiap proses pelayanan dilakukan secara

konsisten, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks

pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, SOP berfungsi

sebagai alat pengendali mutu dan instrumen peningkatan kinerja

pelayanan di wilayah Kecamatan Tangse dan Muara Tiga.

Sesuai dengan Pasal l0 Permendagri Nomor 120 Tahun 2017,

setiap UPTD Dukcapil wajib memiliki SOP yarrg disusun berdasarkan

norrna, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh

a Direktorat Jenderal Dukcapil, Roadmap Transformasi Digital Adrninduk
2O2O-2O25, Kemendagri, 202 l.
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Kementerian Dalam Negeri melalui Diqien Dukcapil.sa SOP ini

mengatur secara rinci tata cara, waktu, alur, serta tanggung jawab

aparatur dalam setiap jenis trayanan administrasi kependudukan.

1. Priadp Unua Penyuunan SOP

Penyusunan SOP UPTD Dukcapil Kabupaten Pidie

dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

a. Kepastian Hukum dan Keterpaduan SOP harus selaras dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

b. Keseragaman dan Fleksibittas SOP UPTD mengacu pada

pedoman nasional Ditjen Dukcapil namun disesuaikan dengan

karakteristik wilayah, sarana, dan beban kerja masing-masing

kecamatan.

c. Efisiensi dan Efektivitas SOP dirancang untuk memangkas

birokrasi tanpa mengurangi akurasi data dan kualitas

pelayanan.

d. Akuntabilitas dan Transparansi Setiap proses pelayanan

memiliki indikator waktu, biaya, dan output yang terukur serta

dapat diaudit publik.

e. Berbasis Teknologi dan Inovasi Digitaf - Pelayanan dilakukan

dengan sistem online *ruie dan digital queue mcmagement

menggunakan aplikasi SIAK Terpusat dan SPBE Kabupaten

Pidie.ss

sa Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pasal 10.

5s PermenPAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman PenJrusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
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2. Ruang LingLup SOP Pelayaaea IIPTD lhrlcapll

SOP UPTD Dukcapil Kabupaten Pidie mencakup seluruh

jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

yang diselenggarakan di tingkat kecarnatan, meliputi:

No,
Jenis

La5ranan
Uralaa Pelayanan

Durarl
Pelayaaan
fakslmal

I Pendaftaran
Penduduk

Perekarnan dan
penerbitan KTP-el, KK,
dan KIA baru.

I hari ke{a
setelah dokumen
lengkap.

2
Perubahan
Elemen Data

Perubahan data
identitas, al2mat, atau
status perkawinan
dalam KK dan KTP-el.

1-2 hari kefa.

3
Pencatatan
Kelahiran

Penerbitan Akta
Kelahiran bagi
penduduk baru lahir.

2 hari kefa.

4 Pencatatan
Kematian

5
layanan
Pindah Datang
Penduduk

Penerbitan surat
keterangan pindah
datang antar
kecamatan / kabupaten.

I hari ke{a.

6

Layanan
Konsultasi
dan
Pengadual

Menangani
permasalahan data
kependudukan dan
layanan masyarakat.

Maksimal 3 hari
ke{a.

Sumber : disdukcopil kahtpaten pidie 2O25

Semua proses pelayanan di atas mengikuti uorkflottt digital

berbasis SIAK Terpusat, sehingga setiap entri dan pencetakan

dokumen l,angsung terhubung dengan database nasional Dukcapil

Kemendagri.s

s6 Ditjen Dukcapil Kemendagri, Petunjuk Teloris klayanan Admindtk Berbasis
SIAK Teryt6at 2024, tllm. 12-14.
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Penerbitan Akta
Kematian berdasarkan
laporan
keluarga/keuchik.

t hari ke4'a.



3. Stnrktur daa Alur Pele5ralaa

Alur keg'a pelayanan dalam SOP UPTD Dukcapil disusun

untuk memastikan pelayanan berlangsung secara terstandar dan

terukur. Struktur umum SOP setiap jenis pelayanan meliputi:

a. Pendaftaran Berkas

Pemohon menyerahkan berkas ke petugas front ofrce atav

melalui sistem daring (online submission). Petugas melakukan

verifikasi kelengkapan awal.

b. Verifikasi dan Validasi Data

Petugas fungsional melakukan pengecekan dokumen dan

melakukan validasi terhadap basis data nasional Dukcapil.

c. Entri Data dan Penerbitan Dokumen

Operator SIAK melakukan entri atau pembaruan data serta

mencetak dokumen resmi seperli KTP-el atau KK.

d. Penandatanganan Elektronik (TTE)

Dokumen kependudukan disahkan dengan Tanda Tangan

Elektronik [ITE] pejabat berwenang menggunakan sistem

digital signature.

e. Penyerahan Dokumen dan Arsip Digitalisasi

Pemohon menerima dokumen secara langsung atau melalui

pengiriman elektronik (d@ital deliueryl. Arsip digital disimpan

dalam cloud storage Disdukcapil Kabupaten.sT

Alur pelayanan tersebut dituangkan dalam bagan SOP

(Flouclnrtl dan dilengkapi dengan indikator mutu seperti uraian

Prosedur pelayanan, pelaksanaan, dan mutu buku. Alur ke{a
pelayanan dalam SOP kedua UPTD dalarn bentuk Flotttclart

sebagai berikut :

s7 Disdukcapil Kabupaten Pidie, Renana hnplenenlasi Tando Tarqan Eleldtonik
(ITE) Tatdn 2025, him. 7,
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l. SOP Input/Cetak Biodata Penduduk

2. SOP Penerbitan KK
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3. SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

4. SOP Perekaman dan Penerbitan KTP-EL
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6. SOP Penerbitan Akte Kelahiran
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9. SOP Penerbitan Akte Perkawinan

:a

10. SOP Pecah Kartu Keluarga Karena Perceraian
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1 1. SOP Pengakuan Anak

12. SOP Pengesahan Anak
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13. SOP Pe ngangkatan Anak

14. SOP Perubahan Nama
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f5. SOP Perubahan Status Kewarganegara:rn

:

:i
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4. Indtlator ElnerJa dalam SOP

Untuk memastikan pelaksanaan SOP befalan

setiap proses pelayanan dilengkapi dengan indikator

utama (IKU) sebagai berikut:

efektil
kineda

Aspek Indlkator Target Tahunan
l2o2s-2s261

Waktu pelayanan
rata-rata < 2 hari kerja 9oo/olayanan

selesai tepat waktu

Akurasi data
kependudukan

> 99olo valid 0,57o toleransi
kesalahan

Kepuasan masyarakat
OKM)

> 85 (Baik) Berdasarkan survei
tahunan

Persentase layanan
digital

> 7Oo/o dai total
layanan

Implementasi SIAK
Terpusat

Sumber : IKU Di&tkcapil 2025

Indikator ini akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja

pegawai fungsional teloris dan bahan evaluasi dalam LAKjIP

Disdukcapil Kabupaten Pidie. s

5. tetaalrne Ewelueri den Pcngararea SOP

Pelaksanaan SOP di UPTD akan diawasi dan dievaluasi

secara berjenjang dan berkala, baik secara internal maupun

eksternal, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Evaluasi Internal oleh Kepala UPTD setiap triwulan untuk
menilai efektivitas penerapan SOP dan kualitas petrayanan.

b. Supervisi Teknis oleh Disdukcapil Kabupaten Pidie setiap

semester melalui kegiatan monitoring dan audit pelayanan.

S8LAKjIP Disdukcapil Kabupaten Pidie Tahun 2024, Bab IV Indikator Kinerja
Pelayanan.
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c. Evaluasi Eksternal oleh Disdukcapil Aceh dan Dilen Dukcapil

Kemendagri terkait kesesuaian penerapan SOP dengan NSPK

nasional.

d. Umpan Balik Masyarakat metralui sunrei

aplikasi pengaduan ,ligitaf, serta forum

daerah.se

kepuasan publik,

konsultasi publik

Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan

penyempurnaan SOP secara berkelanjutan (continuous

improuementl sesuai prinsip Total Qualitg Management (TQM) di

sektor pelayanan publik.

6. Iategrari SOP dengan Sktem Penerlatahaa Berbadr

Elektronll (SPBE!

Sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pelayanan

publik, seluruh SOP UPTD Dukcapil akan diintegrasikan dengan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Ihbupaten Pidie,

sesuai amanat Permendagri Nomor 95 Tahun 2018. Integrasi ini

mencakup:

a. Pemanfaatan aplikasi layanan daring untuk pendaftaran dan

pelacakan status permohonan dokumen;

b. Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) bersertifikat untuk
pengesahan dokumen;

c. Implementasi dashboard kinerja digital untuk memantau

volume layanan, waktu penyelesaian, dan kepuasan publik

secara real time;

d. Pengarsipan dokumen digital berbasis cloud storage yang

se Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh, fundaan Monitoing dan
Eualuasi Inyanat Adrnin&* Daemh Tat n 2023, hllm. 5.
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terhubung dengan server SIAK Pusat.e

Dengan sistem ini, UPTD di Tangse dan Muara Tiga dapat

melayani masyarakat dengan efisiensi waktu hingga 60% lebih

cepat dibandingkan metode manual sebelumnya, serta

memperkuat kearnanan data kependudukan.

SOP merupakan fondasi operasional yang menjamin

seluruh kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di UPTD

Dukcapil Kabupaten Pidie berjalan sesuai dengan asas

transparansi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Penerapan SOP yang seragam dan berbasis digital akan

memperkuat profesionalisme aparatur, meningkatkan kepercayaan

publik, dan mendukung integrasi data nasional.

Dengan adanya SOP yang jelas, terukur, dan sesuai dengan

NSPK nasional, UPTD Dukcapil di Kecamatan Tangse dan Muara

Tiga diharapkan menjadi model pelayanan kependudukan

terdepan di tingkat kabupaten, sejalan dengan visi "Dukcapil Go

Digital" yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

E. Suraber Ilaya yaag ileltputi Pegaval, Pembiayaan, Saraaa dan

Prasarana

1. Surnber Daya Pegaval

Sumber daya manusia {SDM} merupakan elemen kunci

dalam efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk

pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan data

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjlP) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Tahun

2024, juml,ah keseluruhan pegawai Disdukcapil tercatat

55
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sebanyak 5l orang, yang terdiri dari 26 Aparatur Sipil Negara

(ASN) dan 25 tenaga kontrak. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar

35 pegawai yang secara langsung menangani pelayanan teknis

kependudukan, sementara sisanya bertugas di bidang

administrasi dan pengelolaan data.61

Keterbatasan jumlah pegawai ini menjadi salah satu faktor

utama belum optimalnya pelayanan kependudukan di wilayah

yang jauh dari pusat kabupaten seperti Kecamatan Tangse, dan

Muara Tiga. wilayah ini memiliki jumlah penduduk cukup besar

dengan topografi yang didominasi daerah pegunungan dan akses

jalan berkelok.62 Kondisi ini menyebabkan pelayanan keliling

(mobile serviel yang dilakukan oleh petugas dari Sigli tidak

mampu menjangkau seluruh masyarakat secara rutin dan

efisien.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pembentukan Unit

Peliaksana Teknis Daerah (UPTD) diperlukan agar distribusi

pegawai dapat lebih proporsional dan fungsional. Berdasarkan

hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Ke{a (Anjab-ABK)

yang dilakukan pada tahun 2025, kebutuhan pegawai untuk
setiap UPTD minimal bedumlah 8-lO orang, yang terdiri dari:

1. I (satu) Kepala UPTD,

2. I (satu) Subbagian Tata Usaha,

3. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi operator SIAK,

petugas pelayanan lapangan, dan arsiparis.

Dengan demikian, total kebutuhan pegawai untuk UPTD di

Tangse dan Muara Tiga adalah 8-lO orang, yang sebagian besar

dapat dioptimalkan dari pegawai yang sudah ada di kantor pusat

6r LAKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupa.ten Pidie Tahun
2024, Bab lll Kinerja Pelayanan Adminduk,

62 BPS Kabupaten Pidie, Keamalan Tangse, Ceumpang, dan Muara Tiga Dalam
Angka 2023, hlm. 3-6.
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melalui mekanisme redistribusi. Kebijakan ini sesuai dengan

amanat Pasal 12 ayat (21 huruf d Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 yang menegaskan bahwa penyediaan SDM

merupakan bagian integral dari pelaksanaan urusan wajib

pelayanan dasar.63

2. Suaber Penble5nan

Dari sisi pembiayaan, kebutuhan anggaran pembentukan

dan operasional UPTD Disdukcapil direncanakan bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie dan

sumber lainnya sah dan tidak mengikat. Berdasarkan Rencana

Kerja Disdukcapil Tahun 2025, total alokasi anggaran untuk

urusan administrasi kependudukan mencapai Rp6,2 miliar,

dengan sekitar Rp1,2 miliar (207d diarahkan untuk pembentukan

dan penguatan kapasitas dua UPTD baru.#

Rincian proyeksi kebutuhan pembiayaan tersebut meliputi:

a. Belanja pegawai sebesar tRp720 juta per tahun;

b. Belanja sarana dan prasrarana peLayanan (peralatan

perekaman, jaringan internet, dan perangkat komputer)

sebesar tRp280 juta per unit UPTD;

c. Pelatihan teknis SDM dan sertifikasi operator SIAK sebesar

1Rp150 juta per tahun.

Total pembiayaan untuk dua UPTD selama dua tahun

awal implementasi (2025-2O26) diperkirakan mencapai Rp2,4

miliar, termasuk pengadaan perangkat digital dan konektivitas

data terintegrasi dengan pusat server Disdukcapil Kabupaten.6s

63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalan Daerah, Pasal
12 ayat (21.

64 IUC)D Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Tahun
2025, Program Peningkatan Pelayanan Adminduk, hlm- 42-

6s Disdukcapil Kabupaten Pidie, Renc{,,.a Kebuhthon Pembiagaan Wm Dukcapil
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Pembiayaan tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (21

Permendagri Nomor 120 Tahun 2O17, yang menegaskan bahwa

pendanaan UPTD dapat dibebankan pada APBD Kabupaten/ Kota

sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, Dinas Dukcapil

juga dapat memperoleh bantuan hibah perangkat digitaf dari

Ditjen Dukcapil melalui skema Digital ID Modemization

Program.6o

3. Sarana daa Prarareaa

Aspek sarana dan prasarana merupakan faktor penentu

keberhasilan operasional UPTD. Berdasarkan hasil inventarisasi

aset daerah dan rencana kerja Disdukcapil Tahun 2025, rencana

kebutuhan sarana prasarana minimal yang akan disiapkan

untuk UPTD di dua kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Gedung Pelayanan Publik

Hung pelayanan direncanakan menempati salah

satu gedung milik Pemerintah Kabupaten serta menyewa ruko

atau rumah yang strategis dan mudah dijangkau Masyarakat,

untuk UPTD Kecamatan Tangse maka gedung yang rencana

akan digunakan merupakan pinjam pakai gedung Dinas

Pendidikan yang ada di Kecarnatan Tangse sedangkan kantor

untuk UPTD wilayah Muara Tiga ditepatkan pada kantor

Camat Kecamtan Muara Tiga. Setiap UPTD akan memiliki

ruang,ftont olEce untuk pel,ayaran langsung dan bock ofice

untuk entri data dan verifikasi dokumen.

2 02 5-2 026, l,ampiran II.
6 Permendagri Nomor l2O Tahun 2Ol7 , Pasal7 ayat (21.
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1. Ruang Kantor UPTD Tangse
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2. Ruangan UPTD Muara TigaI
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b. Perangkat ?eknologi Informasi dan Digitalisasi

Setiap UPID akan dilengkapi dengan:

1) 5 unit komputer dan 2 printer laser warna,

2) I set perangkat perekaman biometrik e-KTP (biometric

kit),

3) Koneksi VPN terintegrasi ke server pusat S[AK,

4) Jaringan internet dan Wi-Fi publik,

Fasilitas ini akan memunglcinkan UPTD melakukan

pelayanan perekaman, penerbitan, dan pel,aporan dokumen

kependudukan secara real-time dan terhubung dengan

database nasional Ditjen Dukcapil.6T

Penyediaan sarana dan prasarana ini diatur sesuai

ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 120 Tahun

2017, yang menegaskan bahwa pembentukan UPTD wajib

mempertimbangkan ketersediaan fasilitas pelayanan dan

kemampuan daerah dalam menyediakan dukungan logistik

pelayanan publik.68 Adapun Sarana yang dimiliki UPTD

Adalah :

67 Disdukcapil Kabupaten Pidie, Rencana PenSadaan Perangkat Digitalisasi
Pelayanan 2025, blm. 5.

8 Permendagri Nomor 120 Tahun 2Ol7 , Pasal 3 ayat ( U.
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1. Komputer

2. Scant Persyaratan Dokumen Kependudukan

3. Ribbon Cetak KTP

I
I
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4. Ribbon Cetak Film KTP EL

I

5. Ribbon Cetak KLA

6. Meja
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7. Alat Perekam KTP El Portabel

8. Alat Perekam KTP El

9. Printer Warna
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10. Printer Cetak KIA

4. Dukungan Teknologl daa lategnst Data

Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Disdukcapil juga

menyiapkan integrasi teknologi pel,ayanan berbasis Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Sistem ini

memungkinkan UPTD di kecamatan untuk langsung mengakses,

memperbarui, dan mencetak dokumen kependudukan tanpa

perlu konfirmasi manual ke pusat kabupaten. Dengan sistem ini,

proses penerbitan KTP-el, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian

dapat dilakukan dalam waktu kurang dali 24 jam.ae

6e Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pedoman Teknis lnplemenlast SIA}( Tetpusat
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SeLain itu, integrasi data kependudukan dengan sistem

informasi lainnya seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(SIPD) dan data bantuan sosial terintegrasi (DTKS) akan

memperkuat validitas data pembangunan. Hal ini sejalan dengan

arah kebijakan nasional Satu Data Indonesia sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.70

5. Analkls Kelayahan dan Efetttvltar

Berdasarkan keseluruhan aspek sumber daya di atas

pegawai, pembiayaan, sarana, dan prasarana dapat disimpulkan

bahwa pembentukan UPTD Dukcapil di Kecamatan Tangse, dan

Muara Tiga layak dan strategis untuk dilaksanakan. Kelayakan

tersebut memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2

ayat (3) Permendagri Nomor 120 Tahun 2017, yaitu:

a. Memiliki kegiatan teknis operasiond yang berkelanjutan;

b. Memerlukan sarana dan prasarana khusus;

c. Didukung oleh kebutuhan pegarrai dan pembiayaan

tersendiri;

d. Dibentuk untuk mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat.Tt

Implementasi UPTD di dua kecamatan tersebut juga

diharapkan dapat meninekatkan kepuasan masyarakat (IKM) dari

skor rata-rata 79,4 pada tahwn 2024 menjadi di atas 85 pada

tahun 2026, serta menurunkan rasio penduduk tanpa dokumen

kependudukan hingga di bawah 37" dari total penduduk wilayah

ke4a.zz Dengan dukungan SDM profesional, anggaran memadai,

2O23-2O25, hlm. 8.
70 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia'
7r Permendagri Nomor 120 Tahun 2017, Pasal 2 ayat (3).
zz Disdukcapil KabuPaten Hdie, La1rerun Indeks Kepuasan Masgamkal *nester

II Talun 2o24, hlm. I l.
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serta fasilitas modern, UPTD Dukcapil di Kabupaten Pidie akan

menjadi model desentralisasi pelayanan publik yang efektif,

efisien, dan berkeadilan.

F. Jabataa Fuagriord Telnlt

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh

karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pel,ayanan administrasi

kependudukan sangat bergantung pada keberadaan dan kapasitas

jabatan fungsional teloris di lingkungan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, termasuk di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)'

Dalam konteks p€mbentukan UPTD Dukcapil Kecamatan

Tangse, dan Muara Tiga, keberadaan jabatan fungsional teknis

menjadi aspek krusial karena sifat peLayanan kependudukan bersifat

langsung kepada masyarakat (direct seruiel, menuntut ketepatan

data, kecepatan waktu, dan kompetensi ap.rratur dalam

mengoperasikan sistem informasi kependudukan berbasis digital'

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Permendagr-i

Nomor 120 Tahun 2017, UPTD Dukcapil wajib didukung oleh pejabat

fungsional teknis sesuai dengan bidang tugasnya dalam pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan data kependudukan'73

Secara faktual, saat ini Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kecamatan Tangse dan Muara Tiga sudah memiliki pejabat yang

diangkat secara resmi ke dalam Jabatan Fungsional Teknis tertentu

maupun jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan

za Permendagri Nomor l2O Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pasal 8 ayat (f).
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perundang-undangan.

Kondisi ini telah terpenuhinya kompetensi administratif dan

teknis yang dipersyaratkan untuk pengangkatan ke dal,am jabatan

fungsional bidang administrasi kependudukan, sebagaimana diatur

dalam:

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan

Fungsional Administrator Data Kependudukan, dan

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil lkbupaten / Kota, khususnya Pasal 4 ayat (21, yan.g

mengharuskan tersedianya Jabatan Fungsional Telrris sebagai

unsur pelaksana pelayanan adminduk di setiap UPTD.

Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Pidie telah memiliki delapan (8) pejabat fungsional

bidang kependudukan yang aktif pada kantor induk, yang terdiri

dari berbagai jenjang keahlian (Ahli Muda dan Ahli Pertama).

Sebagai bagian dari kebijakan redistribusi sumber daya

manusia dan daLam rangka pemenuhan standar pembentukan

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri l2Ol2Ol7, telah

ditetapkan bahwa dua (2) pejabat fungsional ahli muda akan

ditempatkan pada UPTD Tangse dan UPTD Geumpang untuk

memperkuat pelaksanaan fungsi teknis operasional.

Adapun dua pejabat fungsional yang dimaksud adalah:

l. Rosmaniah, S.Sos., Administrator Database Kependudukan Ahli

Muda, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor

821.23/03512023 tanggal 12 Januari 2023, tentang

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Administrator Database

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kabupaten Pidie, Direncanakan untuk ditempatkan di UPTD

Dukcapil Kecamatan Tangse sebagai pejabat fungsional pengelola

database dan verifrkasi data kependudukan.

2. Nila Kusuma, S.E., Administrator Database Kependudukan Ahli

Muda, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor

821.231036/2023 tanggal 12 Januari 2023, tentang

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Administrator Database

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pidie, Direncanakan untuk ditempatkan di UPTD

Dukcapil KecAynatan Muara Tiga sebagai pejabat fungsional

bidang administrasi data kependudukan dan operator S[AK.

Penempatan dua pejabat fungsional ahli muda tersebut

merupakan bagian dari strategi transisi kelembagaan UPTD, agar

saat muLai beroperasi, kedua UPTD telah memenuhi unsur jabatan

fungsional telcris yang menjadi syarat wajib pembentukan UPTD.

L,angkah ini sekaligrs menunjukkan komitrren Pemerintah

Kabupaten Pidie untuk memastikan bahwa setiap UPTD memiliki

strulrtur organisasi yang lengkap, operasional, dan sesuai norma

kepegawaian nasional.

Selain itu, proses peningkatan kompetensi aparatur UPTD

lainnya sedang berlangsung mel,alui:

a. Pelatihan dan sertitrkasi teknis kependudukan beke{a sama

dengan Balai Diklat Kependudukan dan Catatan Sipil

Kemendagri,

b. Program mentoring internal oleh pejabat fungsional senior di

kantor induk, dan

c. Pengusulan formasi jabatan fungsional baru pada tahun

anggaran 2026 untuk memastikan keberlanjutan layanan di

tingkat kecamatan.
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Dengan demikian, keberadaan Jabatan Fungsional Teknis di

UPTD Tangse dan Muara Tiga teLah terjamin secara kelembagaan

dan administratil, serta sejalan dengan ketentuar Pasal 3 ayat (l)

dan Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 120 Tahun 2017, yang

menyatakan bahwa setiap UPTD wajib memiliki unsur pelaksana

teknis berupa pejabat fungsional kependudukan sebagai bagian dari

efektivitas penyelenggaraan pel,ayanan administrasi kependudukan

di daerah.

l. Jenlr darr Blerifttari Jabataa hagstoad Teknls

Jabatan fungsional telrris di UPID Dukcapil merupakan

jabatan keahlian dan keterampilan yang secara langsung

melaksanakan kegiatan petrayanan administrasi kependudukan'

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 7 Tat.trn 2022

tentang Jabatan Fungsional, serta ketentuan teknis Ditjen

Dukcapil, jabatan fungsional teknis yang diperlukan di UPTD

meliputi:

Jumlah jabatan fungsional teknis minimal yang harus ada

dalam satu UPTD disesuaikan dengan beban keda dan volume

pelayanan, sebagaimana hasil Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja (Anjab-ABK) tahun 2025. Berdasarkan hasil kajian

tersebut, setiap UPTD idealnya memiliki 2-4 pejabat fungsional

teknis yang aktif melaksanakan pelayanan kependudukan.Ta

2. Peran Jebatan Fuagdonal dalara Petrayaaan IIPID Dulcapll

Jabatan fungsional teknis memiliki peran strategis daliam

memastikan terselenggaranya pelayanan kependudukan yang

cepat, akurat, dan berbasis data. Adapun kontribusi utama

71 Dinas Kepcndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidre, Analisis Jabatan
dan kban Keda (Anjzb-ABK) 2025, hlm. 23 .
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jabatan fungsional teknis dalarn operasional UPID meliputi:

a. Peningkatan Akurasi Data Kependudukan

Pejabat fungsional teknis, khususnya Analis Data

Kependudukan, berperan dalam menjamin integritas data

dengan melakukan validasi identitas, pemadanan data

antarinstansi, dan sinkmnisasi ke database nasional Ditjen

Dukcapil. Hal ini mendukung kebijakan Sdtu Data Indonesia

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39

Tahun 2019.7s

b. Percepatan Penerbitan Dokumen

Melalui kehadiran Operator SIAK dan Pelaksana

Pendaftaran Penduduk, proses penerbitan dokumen seperti

KTP-el, KK, Akta Kelahiran, dan KLA dapat diselesaikan secara

real-time di lokasi pelayanan UPTD tanpa perlu dikirim ke Sigli.

Sistem ini memangkas waktu pelayanan dari rata-rata 7 hari

menjadi l-2 }rari ke{a.zo

c. Penguatan Pelayanan Inklusif dan Responsif Gender

Pejabat fungsional teknis juga berperan dalam

memastikan pelayanan yang inklusif, terutama bagi kelompok

rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat

miskin. Mereka terlibat langsung dalam program Pelayanan

Jemput Bola (Jebol Dukcapil) di wilayah perbukitan dan pesisir

yang sutt dijangkau.TT

d. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan

75 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidje, Arnlisis Jabatan
dan kban Kerjt (Anjab-ABK) 2025, hlm. 23.

76 Disd;kcaiil Kabupa.ten Pidie, laPoran Euaha.si klavdnan *flEster II Tah n
2024, tn. 12.7 Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pedoman Pewanan Jernpn Bola Adminfu*
2022, }rlrn. 7.
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Petugas telnis bertanggung jawab mengoperasikan

sistem SIAK Terpusat dan integrasi layanan dengan aplikasi

SIPD serta sistem pelayanan publik lainnya (BPJS, Dapodik,

dan DTKS). Jabatan ini mendorong transformasi digital di

bidang kependudukan sebaga.imana diatur dalam Roadmap

Transformasi Digital Adminduk 2 O2 0-202 5.78

e. Akuntabilitas Pelayanan dan Pengawasan Mutu

Fungsional telcnis wajib menJrusrur Laporan kinerja dan

data harian layanan (volume, jenis dokumen, waktu petrayanan)

untuk dimasukkan dalam do'shboard monitoing Disdukcapil

Kabupa.ten. Mekanisme ini memastikan setiap pelayanan dapat

diaudit secara transparan dan akuntabel.Te

3. Pemblnaaa dan Peagenbangaa Konpctend Jabataa

Fungrional

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur,

Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Disdukcapil menetapkan

program pengembangan kompetensi teknis dan digitalisasi

Iayanan bagi pejabat fungsional, meliputi:

a. Pelatihan Teknis SIAK dan Digitaf ID bekerja sama dengan

Ditjen DukcaPil Kemendagri;

b. Workshop Validasi Data Kependudukan dan Keamanan Siber

(Cgber Seanritg) bagi Analis Data Kependudukan;

c. PeLatihan Manajemen Arsip dan Tata Naskah Elektronik bagi

Petugas Arsiparis;

d. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima dan Etika Pelayanan

78 Direlrtorat Jenderal Dukcapil, Roadmap T?ansfonnosi Digital Adminisnasi
Kependr&tkan 2o2o-2o25, Kemendagri, 2021 .' ?e LAKjIP Dinas Kependudut<an dan Pencatatan SiPil Kabupaten Pidie Tahun
2024, Bab lV.
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e PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentanS, Pengembangan Karier Jabatan
Fungsional.

Er Permendagri Nomor l2O Tahun 2017, Pasal 9'

IJ

Publik;

e. Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional sesuai dengan

ketentuan PermenPAN-RB Nomor 7 Talatn 2023 tentang

Pengembangan Karier Jabatan Fungsional.Eo

4. Struhur daa Pelenpataa Jabatan Fuagrtond dt IIPTD

Struktur organisasi UPTD Dukcapil secara fungsional akan

menempatkan pejabat fungsional teknis di bawah koordinasi

langsung Kepala UPTD, dengan dua bidang utama:

a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (meliputi operator

SIAK dan petugas Perekaman)'

b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil (meliputi petugas akta

kelahiran, kematian, dan perubahan status).

Masing-masing bidang dikoordinasikan oleh pejabat

fungsional senior (minimal jenjang Ahli Pertama atau Pelaksana

l,anjutan), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permendagri Nomor

120 Tahun 2ol7.8r Penempatan jabatan ini memperkuat prinsip

spesialisasi fungsional, di mana setiap petugas memiliki indikator

kinerja individu (IKt ) yang terukur seperti jumlah dokumen

diterbitkan, kecepatan waktu pelayanan, dan kepuasan pengguna

layanan.

Dengan mempertimbangkan kondisi geografrs, beban kerja

pelayanan, dan arah kebijakan nasional dalam desentralisasi

administrasi kependudukan, keberadaan jabatan fungsional teknis

pada UPTD Dukcapil di Kecamatan Tangse dan Muara Tiga

merupakan prasyarat utama efektivitas layanan publik. Struktur

fungsional ini akan memastikan layanan administrasi



kependudukan menjadi lebih profesional, cepat, akurat, dan

berbasis data digital, sekaligus memperkuat pelaksanaan prinsip

Good Gouemance di tingkat daerah.

G. Eereraslaa hubuagan antare Penrerlatah Ptorrlarl deagan

Penerlatah Eabupatea/Kota

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan peliayanan dasar,

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam

kerangka desentralisasi asimetris dan otonomi daerah, hubungal

antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota

menuntut adanya keserasian (harmoni) dalam perencanaan,

pelaksanaan, serta pengawasan urusan kependudukan.

Keserasian ini menjadi kunci penting untuk menjamin

keterpaduan data kependudukan, efektivitas layanan publik, serta

efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah di berbagai tingkatan

pemerintahan. Oleh karena itu, pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pidie pada wilayah Kecamatan Tangse dan Muara Tiga

harus tetap berada daliam satu sistem tata kelola yang selaras

dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh maupun Pemerintah

Pusat mel,alui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).82

1. Prinrip Eetcraslaa dan Penbagtaa Ururan

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren

az Permendagri Nomor l2O Tahun 2017 tentang Unit Pelakmna Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatatr Sipil, Pasat 2 dan 3.
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dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan prinsip akuntabilitas,

efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan srategis nasional.

Dalam konteks urusan administrasi kependudukan, pembagian

kewenangan tersebut diatur lebih lanjut melalui Lampiran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan:

a. Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria (NSPK) serta pengelolaan basis data

kependudukan nasional;

b. Pemerintah Provinsi berperan sebagai pembina dan pengawas

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di

kabupaten/ kota;

c. Pemerintah Kabupaten/ Kota bertanggung jawab langsung

dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan

kepada masyarakat.83

Dengan demikian, UPTD Disdukcapil Xabupaten Pidie

dibentuk sebagai perpanjangan tangan peliaksanaan pelayanan

publik di tingkat kecamatan, narnun tetap tunduk pada NSPK

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dibina oleh

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Registrasi

Kependudukan Aceh (Disdukcapil Aceh).

2. Polt Eubuagan daa Koordlnarl Belenbagaen

Keserasian hubungan kelembagaan antara Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/ Kota diwujudkan melalui mekanisme

koordinasi yang bersifat vertikal dan horizontal, mencakup aspek

telods, pembinaan, dan pelaporan. Adapun bentuk hubungan

dimaksud antara lain:

E3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenta-:rg Pemerintahan Daerah,

Lanpiran Pembagian Urusan Konkur€n.
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8a Dinas Registrasi Kependudukan Acell^, RenrIrna Strulegis (Renstru) 2023-
2026, hlrn. 17 .

8s Permendagri Nomor l2O Tahun 2017, Pasal l1 ayat (l).
E6 Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pedomaa InU)lenentasi SIAK Tery)usat 2024

2025, hlm.9.
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a. Hubungan Pembinaan Tekris dan Supervisi

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Disdukcapil Aceh

memiliki kewenangan pembinaan terhadap Disdukcapil

Kabupaten Pidie, termasuk UPTD yang dibentuk di tingkat

kecamatan. Pembinaan tersebut mencakup pelatihan teknis,

pendampingan implementasi SIAK Teryusat, evaluasi kinerja,

serta peningkatan kompetensi pejabat fungsional teknis.e4

b. Hubungan Pengendalian dan Pelaporan

UPTD Dukcapil Kabupaten Pidie wajib menyampaikan

laporan penyelenggaraan pelayanan kependudukan secara

berjenjang dan periodik melalui Disdukcapil Kabupaten ke

Disdukcapil Aceh, kemudian diteruskan ke Ditjen Dukcapil

Kemendagri. Mekanisme pelaporan ini diatur dalam Pasal 11

ayat (1) Permendagri Nomor l2O Tahun 2017, yang

mewajibkan kepala UPTD melaporkan hasil kinerja kepada

kepala dinas sebagai bagian dari akuntabilitas pelayanan

Publik'8s

c. Hubungan Sinkronisasi Data dan Sistem Informasi

Keserasian juga diwujudkan melalui integrasi data

kependudukan berbasis sistem SIAK Terpusat. Pemerintah

Provinsi berperan dalam memastikan seluruh

kabupaten/kota menggunakan platform data yang sama agar

terwujud single identrg rrumber nasional. UPTD di Kabupaten

Pidie akan beroperasi daliam sistem yang sama dan terkoneksi

langsung ke pusat data provinsi dan nasional.s



d. Hubungan Pembiayaan dan Bantuan Keuangan

Dalam rangka pemerataan layanan publik, Pemerintah

Provinsi dapat memberikan dukungan pendanaan melalui

Bantuan Keuangan Bersifat Ktrusus (BKK) kepada

kabupaten/kota, termasuk pengadaan sarana prasarana

UPTD Dukcapil di daerah terpencil. Skema ini sejalan dengan

ketentuan Pasal 25 ayat (l) huruf c Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.87

3. thergl Perencanaan dan loplemeatad Prograo

Keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten Pidie tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

substantif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Melalui

mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Provinsi dan Kabupaten, program prioritas

kependudukan seperti peningkatan cakupan perekaman KTP-el'

pencatatan kelahiran, dan 'ligitalisasi layanan Dukcapil disusun

secara terkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

SeLain itu, Pemerintah Aceh telah menetapkan arah

kebijakan digitalisasi administrasi kependudukan dan

pemerataan layanan berbasis kecamatan.88 UPTD Dukcapil

Kabupaten Pidie merupakan implementasi langsung dari

kebijakan tersebut di tingkat tokal, yang diharapkan menjadi

model percontohan di wilayah tengah dan barat Aceh.

4. Harmonfuast febtJataa dan Standar Pela5raaaa

Harmonisasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

87 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pasal 25 ayat (l).

w Pemerintah Ac*h, RPJMA 2023-2026, Bab Mebijakan Reformasi
Administrasi Kependudukan.
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dilakukan melalui kesepahaman atas Standar Pelayanan Minimal

(SPM) bidang administrasi kependudukan. Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan SPM, pemerintah kabupaten wajib memastikan

capaian SPM pada setiap jenis liayanan dasar, termasuk

kepernilikan dokumen kependudukan minimal 987" penduduk

wajib KTP-el.ae

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi

memberikan bimbingan teknis, pemantauan capaian, serta

intervensi kebijakan bila diperlukan. Pemerintah Kabupaten Pidie

melalui UPTD bertugas mel,aksanakan pelayanan langsung

kepada masyarakat, melaporkan capaian, dan melakukan

pembaruan data secara berkala ke sistem provinsi dan nasional.

5. Hndp Xeccratia.a {ala;r psfiy6aaa Publtl Terpadu

Dalam konteks reformasi birokrasi dan pelayanan publik,

keserasian hubungan antar tingkat pemerintahan tidak hanya

dilihat dari aspek kewenangan formal, tetapi juga sinkronisasi

pelayanan lintas sektor. Pemerintah Provinsi Aceh melalui Digital

Service Integration Framework menekankan pentingnya integrasi

layanan kependudukan dengan sektor lain seperti pendidikan,

kesehatan, bantuan sosial, dan ketenagakerjaan.eo

Melalui UPTD Dukcapil di Kabupaten Pidie, masyarakat di

wilayah terpencil seperti Tangse dan Muara Tiga akan dapat

mengakses layanan kependudukan sekaligus memperoleh

integrasi dengan data kesehatan dal pendidikan secara daring

(online). Pola ini merupakan bentuk nyata keserasian operasional

antara kebljakan provinsi dan pelaksanaar di kabupaten.

s Permendagri Nomor 59 Tahun 2O2l tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, Lampiran L

$ Pemerintah Aceh , Digital *ruie Integration FYameun* 2o24,ll]m. 5.
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6. Elralu.d dal teledrae Peagararan

Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten juga

mencakup aspek evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi kependudukan. Sesuai dengan Pasal 372 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur selaku wakil

pemerintah pusat di daerah memiliki fungsi pembinaan dan

pengawasan umum terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan kabupaten / kota.

Dalarn pelaksanaan fungsi tersebut, Gubernur Aceh

melalui Disdukcapil Aceh akan melakukan:

a. Evaluasi kine4'a liayanan UPTD Dukcapil secara tahunan,

mencakup kecepatan layanan, kepuasan masyarakat, dan

akurasi data;

b. Supervisi implementasi SIAK Terpusat dan keamanan data

kependudukan;

c. Rekomendasi peningkatan kapasitas SDM dan infrastmktur

pelayanan.el

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah

Kabupaten untuk melakukan perbaikan layanan serta menjadi

acuan bagi provinsi dalam memberikan pembinaan lanjutan.

Keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan

Pemerintah Kabupaten Pidie dalam penyelenggaraan

administrasi kependudukan diwujudkan mel,alui koordinasi

kebijakan, pembinaan teknis, harmonisasi program, dan

integrasi sistem data.

Pembentukan UPTD Dukcapil di Kecarnatan Tangse, dan

Muara Tiga merupakan langkah strategis yang tidak hanya

er Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 372.
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mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga

memperkuat hubungan kelembagaan antar tingkat

pemerintahan.

Dengan dukungan kebijakan provinsi dan nasional, sinergi

ini diharapkan marnpu menciptakan pelayanan kependudukan

yang merata, efisien, dan berstandar nasional, sejalan dengan

semangat otonomi daerah yang berkeadilan dan efektif.
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BAB III

ANALISIS BEBAN KER.IA

A. Analtris Perunuren Bebaa KerJa

Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan instrumen manajemen

yang krusial untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia

(SDM) secara objektif dan terukur. Ddam konteks usulan

pembentukan UPTD Disdukcapil Kabupaten Pidie, ABK menjadi

landasan teknokratis utama untuk memproyeksikan struktur

organisasi, jumlah, dan kualifikasi pegawai yang ideal. Proses ini

mutlak diperlukan guna menjamin efektivitas dan efisiensi

pelayanan, serta memastikan bahwa pembentukan UPID didasarkan

pada data yang valid, sejalan dengan arnanat PermenPAN-RB Nomor

I Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.e2

ABK digunakan untuk mengukur beban keda setiap jabatan

berdasarkan volume kerja, waktu penyelesaian, dan frekuensi

pelaksanaan kegiatan.es

Dalam konteks UPID Dukcapil Kabupaten Pidie, analisis ini

menjadi landasan telorolratis dalarn menentukan jumLah pegawai

dan pembagian fungsi di enam wilayah prioritas, yakni Kecamatan

Tangse, Geumpang, Mane, Muara Tiga, Padang Tiji dan Batee yang

memiliki topografi berbeda dan tingkat kepadatan penduduk yang

bervariasi.

Tujuan ditakukannya analisis beban kerja pada pembentukan

UPTD Dukcapil antara lain untuk:

l. Menentukan jumlah pegawai yang proporsional dengan beban

fielayanan administrasi kependudukan di masing-masing

kecamatan;

e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1

Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Arlalisis Beban Kerja
e3 Ibid.
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2. Menyesuaikan kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan jenis

pekerjaan dan tanggung jawab jabatan;

3. Menilai efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalarn

melaksanalan pelayanan publik;

4. Mengoptimalkan distribusi sumber daya manusia antara kantor

pusat Disdukcapil dengan UPTD di lapangan;

5. Menjadi dasar perencanaan formasi ASN dan non-ASN, serta

pen,'usunan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana.q

Dari sisi dasar hukum, Pelaksanaan analisis beban kerja

dalam pembentukan UPTD Dukcapil berlandaskan pada beberapa

ketentuan hukum berikut:

l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, yang mengamanatkan efisiensi struktur organisasi

perangkat daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, Pasal 3 ayat (U yang menegaskan bahwa pembentukan

unit kerja harus memperhatikan beban kerja dan kemampuan

keuangan daerah;

3. Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pasal 4 ayat

(21 yang menyebutkan bahwa pembentukan UPTD harus

memperhatikan kebutuhan pegawai dan sarana prasarana;

4. PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan

dan Analisis Beban Ke{a;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/11797lSJ Tahun

2021 tentang Penyusunan Anjab dan AEIK pada Pemerintah

ea Kementerian palqn fr[6g61i, fudoman Pelaksano.an Azalrsis Ja.batan dan
kban Kerja bagi Petrcrinlah Daeral\ 2021.
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Daerah.es

Dari sisi Metodologi Analisis, Analisis beban kerja pada UPTD

Dukcapil Kabupaten Pidie dilakukan dengan pendekatan kuantitatif

dan kualitatif, metputi:

1. Pendekatan Kuantitatif menggunakan metode utork sanpling dan

task time analgsis berdasarkan volume pel,ayanan adminduk di

setiap kecamatan. Data diperoleh dari laporan SIAK Terptsat,

LAKjIP 2025, dan rekapitulasi pelayanan s€mester I tahun 2025.

2. Pendekatan Kualitatif melalui wawancara, observasi liapangan,

dan konsultasi teknis dengan pegawai Disdukcapil, camat, serta

aparatur gampong untuk mengetahui pola ke4'a aktual,

hambatan, dan kebutuhan personel tambahan.

Secara konseptual, analisis beban kerja adalah suatu kajian

sistematis untuk menentukan jumlah pegawai dan kualifikasi

jabatan yang diperlukan berdasarkan volume peke{aan dan waktu

penyelesaian keda tertentu. Menurut Nawawi (2001:13), beban ke{a

dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Uraian peke{aan lJob Dexription) - yang menjelaskan tugas

pokok, fungsi, dan tanggung jawab setiap jabatan;

2. Waldu keqa lWorking Timel 'yaitu jumlah jam efektif yang

digunakan pegawai untuk bekerja; dan

3. Jumlah lsnaga kerja (Manpouter) - yang menunjukkan kapasitas

personel yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan.%

, Analisis ini memperhitungkan faktor-faktor berikut:

a. Volume pelayanan {juml,ah dokumen kependudukan diterbitkan

es Permendagri Nomor 12O Tahun 2Ol7 tentang Unit Pelaksana Teknis
Dukcapil, Pasal 4 ayat (2).

Nawarri, H. (2OOl). Manajemen Sntber DaUa Marutsia undtk Bisnis yatq
Kompetitif. Gadjah Mada UniveFity Pres.

83



per tahun);

b. Frekuensi kegiatan rutin dan non-rutin;

c. Kompleksitas pekerjaan dan tanggung jawab jabatan;

d. Jarak geografis dan tingkat kesulitan akses wilayah kerja;

e. Ketersediaan sarana dan dukungan teknologi informasi.eT

Penentuan waktu kerja efektif menjadi komponen penting

dalam menghitung kebutuhan pegawai. Berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan

kmbaga Pemerintah, jam kerja pegawai ditetapkan 37 jam 30 menit

per minggu untuk sistem lima hari kerja, yaitu:

a. Senin-Kamis: 07.30 - f 6.00 WIB (dengan istirahat 12.00 - 13.00

wrB);

b. Jumat: 07.30 - 16.30 WIB (dengan istirahat 11.30 - 13.00 WIB).

Namun, berdasarkan penelitian efektivitas waktu kerja yang

tercantum dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2008, waktu ke{a

produktif atau efektif hanya berkisar 75Yo dari total jam ke{a'

karena sebagian waktu digunakan untuk kegiatan non-produktif

seperti koordinasi dan transisi antar tugas.

Dengan demikian, waktu keq'a efektif Pegawai Negeri Sipil

dapat dihitung sebagai berikut:

Komponen Perhitungan Hasil

Jam keria per minggu 37,5ian 2.250 menit

Hari kerja efuktif per
tahun

233 hari

Waktu kerja efektif
per hari

7,5 jam x 75o/.
5 jam 30 menit (330

menit)

Waktu kerja efektif
per tahun

233 x 330 menit
76.890 menit =

1.281,5 jam

e7 LAKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Tahun
2024, Bab lll.
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Untuk mempermudah perhitungan, norma waktu efektif

pegawai ditetapkan 1.320 jam per tahun sebagaimana digunakan

dalam pedoman analisis beban kerja pemerintah daerah.e8

Berdasarkan Data Konsolidasi Kependudukan Semester I

Tahun 2025 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, terdapat 446.9a2 jiwa penduduk,

dengan 304.257 jiwa wajib KTP-el. Dari jumlah tersebut, sekitar

65.741 jiwa berada di wilayah yang menjadi cakupan rencana

pembentukan UP'ID, yaitu Kecamatan Tangse dan Muara Tiga.ee

Kondisi tersebut mensgambarkan beban kerja tinggi dan tidak

seimbang antara jumlah pegawai dengan volume pelayanan yang

harus ditangani, terutama di wilayah predalaman seperti Tangse,

Geumpang dan Geumpang yang memiliki jarak rata-rata lebih dari

60 km dari ibu kota kabupaten (Sigli) dan waktu tempuh 2-3 jatr

perjalanan darat.loo

Tujuan utama dari analisis ini adal,ah untuk mengkalkulasi

total Jam Kerja Efektif (JKE) yang dibutuhkan oleh setiap UPTD yang

diusulkan. Total JI(E ini kemudian menjadi penentu utama dalam

kLasifikasi UP[D, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 23

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun

2017.

1. Landasan Kriteria Klasifikasi UPTD (Permendagi l2O l2Ol7l
Dasar hukum utama yang menjadi target perhitungan ini adalah

Permendagri Nomor 12O Tahun 2017, khususnya Pasal 23, yang

menetapkan klasifikasi UPTD berdasarkan beban kerja:

e Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan
lembaga Pemerintah.

s Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, Homan Rasio ldeal Pegawai
terhadap Penduduk, 2023 -

1oo BPS KabupatenPidie, Pidie Dalam Angka 2023, hlm. 15-18.
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a. UPTD Kelas A: Dibentuk untuk beban keq'a besar, dengan

kriteria: (1) Wilayah keda lebih dari I kecamatan; dan (2)

Jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif

(JKE) per tahun atau lebih.

b. UPTD Kelas B: Dibentuk untuk beban kerja kecil, dengan

kriteria: (l) Wilayah kerja hanya I kecamatan; dan (2) Jumlah

beban kerja antara 5.00O (lima ribu) sampai dengan kurang

dari 1O.000 (sepuluh ribu) JI(E per tahun.ror

Struktur organisasi UPTD secara langsung bergantung pada

klasifikasi ini. UPTD Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD (Eselon

IV/a) dan dilengkapi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha

(Eselon IV/b). Sementara itu, UPTD Kelas B dipimpin oleh Kepala

UPTD (Eselon IV/b) dan langsung membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional, tanpa struktur Kasubbag Tata Usaha.1o2

Pasal 23 Permendagri l2O l2ol7 menetapkan dua syarat

kumulatif untuk penetapan UPTD Kelas A, yaitu:

a. Wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan

b. Juml,ah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per

tahun atau lebih.

Adapun susunan organisasi UPTD Kelas A, sesuai Pasa.l 24,

terdiri atas Kepala UPTD (Eselon IV/a), Kepala Subbagian Tata

Usaha (Eselon IV/b), dan Kelompok Jabatan Fungsional.ro3

Analisis berikut akan membuktikan kelayakan kedua UPID yang

diusulkan untuk diklasifikasikan sebagai UPTD Kelas A
berdasarkan data riil.

2. Identifikasi Wilayah Kerja dan Beban Demografs

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, diusulkan

101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana
Teknis Dinas KependudulGn dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kotia, Pasal 23 ayat (3).

10 tbid., Pasal 24
1c lbid., Pasal 24 ayat (1).
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pembentukan dua UPID kecamatan untuk mengatasi rentang

kendali pelayanan yang terlalu luas. Data demografis yang

menjadi basis perhitungan beban kerja adalah sslagai berikut:

Sumber: Data Konsolida.si KePendtdtkan *teder I Talatn 2O25 - Disdukcapil

Kabupaten Hdie.

Data di atas menunjukkan bahwa syarat pertama (wilayah

kerja lebih dari I kecamatan) secara otomatis telah terpenuhi

untuk kedua UPTD yang diusulkan. Analisis selanjutnya

difokuskan untuk membulrtikan bahwa total beban ke{a (JKE}

melampaui ambang batas IO.0OO jam per tahun.

3. Metodologi Perhitungan Beban Kerja

Perhitungan beban kerja (BK) dilakukan dengan mengalikan

Volume Pelayanan {jumlah dokumen atau aktivitas layanan per

Kecamatan Cakupan Juml,ah Penduduk
(Jiwa)

UPTD Wilayah I
(Tangse)

Kecamatan Tangse 27.767

Kecamatan Geumpang 7.685

Kecamatan Mane 9.t42

Total Penduduk UPTD I 44.594

UPTD Wilayah II
(Muara Tiga)

Kecamatan Muara Tiga 2 1.085

Kecamatan Padang Tiji 25.782

Kecamatan Batee 2 1.839

Total Penduduk UPTD II 68.760
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tahun) dengan Norma Waktu Rata-rata fiam yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan satu Layanan/ aktivitas). Total JKE UPTD

adalah akumulasi dari beban keda seluruh jabatan di dalamnya.

Rumus dasar yang digunakan adalah:

Jumlah Kebutuhan +:f,n'Beban 
Kerja Jabatan (BK) per

Pegawai (JKP) : Jam Kerja Efektif (JKE) per Tahun

Standar Ja", Kerja Efektif (JKE) per Pegawai per Tahun yang

digunakan sebagai pembagi adalah 1.320 jam. to+

4. Rincian Analisis Beban Kerja per Jabatan

Beban kerja UPTD dihitung dengan membedah rincian tugas

dari setiap jabatan yang akan dibentuk, sesuai dengan struktur

UPTD Kelas A (Kepala UPTD, Kasubbag TU, dan JF t).

a. Beban Kerja Kepala UPTD (Manajerial)

Kepala UPTD bertanggung jawab penuh atas

perencanaan, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan

pelaporan seluruh kegiatan UPTD di kecamatan. Tugas ini

mencakup koordinasi internal dengan staf, koordinasi

eksternal dengan Camat dan instansi lain' serta

pertanggungiawaban langsung kepada Kepala Dinas.

- Analisis: Tugas ini bersifat full-time dan esensial. Beban

kerja untuk satu jabatan manajerial setara dengan jam

kerja efektif standar.

- Perhitungan BK: 1 (orang) x 1.320 JKE/Tahun : 1.320

;arn /Tahun.
b. Beban Kerja Kepala Subbagian Tata Usaha (Administrasi)

Kasubbag TU bertanggung jawab atas seluruh urusan

administrasi internal UPTD, meliputi pengelolaan kepegawaian,

io4 Angka 1.32O jam/tahun merulxrkan standar JKE )rang umum digunakan
dalam pedoman ABK pemerintah daerah, yang teLah memperhitungkan hari kerja
efektif, jam kerja harian, serta dikuranAi faktor-faldor scperti cuti, libur, dan waktu
non-produktif.
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perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pengelolaan

aset (BMD), persuratan, dan kerumahtanggaan. Mengelola

administrasi untuk unit kerja yang mencakup dua kecamatan

merupakan tugas kompleks.

- Analisis: Berdasarkan data l,aporan ABK 2025, rata-rata

beban kerja untuk jabatan setingkat Kasubbag TU adalah

|.a62 jamltahun. Angka ini sangat relevan karena

melampaui standar 1.32O jam (l.ll JKP), yang

menunjukkan bahwa jabatan ini sangat dibutuhkan dan

memiliki beban kerja yang padat.

- Perhitungan BK: 1 (orang) x 1.462 JKE/Tahun = 1.462

Jam/Tahun.

c. Beban Kerja Kelompok Jabatan Fungsional (Pelayanan Teknis)

Ini adalah beban kerja inti UPTD yang dihitung

berdasarkan volume pelayanan langsung kepada masyarakat.

Beban kerja ini mencakup semua tugas teknis seperti verifikasi

berkas, entri data SIAK, perekaman KTP-el, pencetakan

dokumen (KK, KTP-el, KIA, Akta), dan layanan konsultasi.

Perhitungan didasarkan pada proyeksi volume l,ayanan dari

total populasi yang dilayani.

5. Rekapitulasi Total Beban Kerja dan Penetapan Klasifikasi

Dengan mengakumulasikan beban ke{a jabatan struktural

dan fungsional, total beban kerja untuk setiap UPTD dapat

ditetapkan berdasarkan Matrik Perhitungan Analisis benan Kerja

untuk Masing-Masing UPTD dengan Garnbaran sebagai berikut
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a. UF'TD Kecamatan Tangse

No Jabatan Tutas Jabatan Uraian Tutas
Hasil
Kerra

Satuan
Hasll (erra

Norma
Waktu

Jam Xerra
Efektlf

Pertahun

Beban
Kerja

Jumlah
Jam
Keria

Efektlf

Jumlah
Petawal

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11

1 Kepala UPTD Melaksanakan

sebagian tuSas

teknls operasional
tertentu dinas di
Dinas

Kependudukan
dan Pencatatan
Sipildalam rangka
membantu Kepala

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
melaksanakan
Urusan
Pemerintahan di
BidanE

Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil dan urusan
tugas
pembantuan yang

diberikan kepada
Dinas sesuai
peraturan

Menyusun rencana keria
berdasarkan peraturan yang

berlaku untuk pedoman
pelak5anaan tu8as;

7 Progra m 50 72,OOO 55 55 0.05

Membatltugas kepada
bawahan sesuai seksl maslng-

masing agar pelaksanaannya

dapat berialan lancar;

1 Kegiatan 60 72,O@ 200 200 o.77

Memberl petunJuk kepada
bawahan berdasarkan
pembaglan tugas agar
memahami tugasnya;

48 Kegiatan 60 72,ON 200 200 o.77

Mengawasi pelal<sanaan

pekerjaan bawahan dan
mengevaluasi hasllnya secara

langsung atau melalui laporan
untuk mengetahui kelancaran

serta hambatan yang terjadl;

12 Kegiatan 30 72,OOO 200 200 0.08

Mengawasi pelaksanaan

urusan ketatausahaan UPfD
sesuai ketentuan dan
kebutuhan dalam rangka
kelancaran administrasi;

16 Kegiatan 60 72,W 200 200 o.17
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No Jabatan Tugas Jabatan Uralan Tugas
Hasil
l(erla

Satuan
HasilKerja

Norma
Waktu

Jam Kerra
Efektlf

Pertahun

Beban
Kerla

Jumlah
Jam
Kerra

Efektlf

Jumlah
Petawai

1 3 4 5 6 7 I 9 10 11

perundang-
undangan untuk
mendukung
kelancaran tugas
pokok Dinas

Kependudukan
dan Pencatatan
slpil .

Mengawasi pelaksanaan
pelayanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipll sesuai
ketentuan dan kebutuhan
untuk pencapaian sasaran
yanS telah ditetapkan;

16 Kegiatan 60 72,000 200 200 o.77

Mengawasl pelaksanaan
evaluasl dan pelaporan di
bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil secara
periodik untuk mentetahul
hambatan yang terradi dan
mencari alternatif
pemecahannya;

72 Kegiatan 60 7 2,OOO 200 200 0.17

Mengawasl pelaksanaan

administrasl dinas sesuai

dengan linSkup tugasnya
sesual ketentuan dan
kebutuhan dalam rangka

tercapalnya tertib
administrasi dinas;

8 Kegiatan 22 48 48 0.01

Melaksanakan koordinasl
dengan Dinas kependudukan
dan pencatatan sipil dalam
rangka sinkronisasi
pelaksanaan program dan
kegiatan;

8 Kegiatan 110 72,OOO 4a 4A 0.07
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No Jabatan Tutas Jabatan Uraian Tugas
Hasll
Kerra

Satuan
HasllKerra

Norma
Waktu

Jam Keria
Efektif

Pertahun

Beban
Keria

Jumlah
Jam
Xerla

Efektlf

Jumlah
Pegawai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Membuat laporan hasll
pelaksanaan tu8as kepada
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pidie seba8ai
bahan untuk penyusunan
program selanlutnya.

8 Laporan 20 72,OOO 48 0.01

Total Jumlah Dalam iam
Total Jumlah DBlam Menit

72,fi)o 1,399

83,940

1,390

83,940

I.O6

2 Melaksanakan
perencanaan,

evaluasidan
pelaporan;
pengelolaan

admlnistrasi
kepegawaian;
pengelolaan

administrasl
keuangan;
pengelolaan
perlengkapan dan
peralatan kantor;
pengelolaan surat
menyurat, urusan
rumah tangga,
kehumasan dan

Menyusun rencana keria dan
jadwal pelaksanaan tugas
sesual program kerja UPTD

seba8al acuan dalam
malaksanakan tugas

1 30 72,OOO 55 55 0.02

Mengelola urusan yang

berkaitan den6an pegawai,

sepertl data kepegawalan,
pengembangan, dan
kesejahteraan peSawai;

4A Kegiatan 60 72,OOO 235 235 0.20

Melakukan pengelolaan.
pentarsipan, hingga kearsipan
dokumen penting;

11 Kegiatan 30 72,OOO 235 235 0.10

Menangani urusan umum,
seperti rumah tangga, aset,
dan perlengkapan kantor;

24 Kegiatan 90 72,ON 235 235 0.29
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No ,abatan Tugas Jabatan Uraian Tugas
Hasil
Keda

Satuan
Hasll Kerla

Norma
Waktu

Jam Kerla
Efekdf

Pertahun

Beban
Kerr.

Jumlah
Jam
Kerra

Efektlf

lumlah
P€gawai

1 2 3 4 5 5 7 I 9 10 11

kearsipan; dan
tugas-tugas lain
yang diberikan
oleh Kepala UPTD

berdasarkan
ketentuan yang

berlaku.

Menyediakan informasi resml
dan mempubllkaslkan
kegiatan kantor, mengelola
sistem informasi dan data
serta membantu masyarakat
mengakses layanan;

12 Berkas 50 72,OOO 235 235 0,20

Menyusun program kerja,
rencana anSgaran, serta
memantau, mengevaluasl,
dan melaporkan kegiatan,
meliputl pengelolaan

an88aran, penatausahean,

akuntansi, serta penyusunan

laporan keuanSan;

12 Berkas 90 72,OOO 235 235 0.29

Melaksanakan tugas-tugas
kedinasan lalnnya yang

diberikan oleh Kepala Oinas

sesuai tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

2 (egiatan 60 72,OOO 48 4A 0,04

Membuat laporan hasil
pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai bahan untuk
penyusunan program

selanjutnya.

1,2 Dokumen 60 48 48 0.04

Total Jumlah Dalam iam
Total lumlah Dalam Menlt

72,@O 1,326

79,560

1,326

79,560

1.18

93

72,OOO



No Jabatan Tutas Jabatan Uraian Tugas
Hasll
Keria

Satuan
Hasll (erra

Norma
Waktu

Jam (eria
Efektlf

Pertahun

Beban
Ke{a

Jumlah
Jam
Kerra

Efektlf

Jumlah
Pegawai

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

3 Admlnistrator
Database
Kependudukan
Ahll Pertama

Melakukan
pelaksanaan

ke8iatan
penyiapan bahan
pelaksanaan
pengelolaan
pendaftaran
penduduk dan
pencatatan slpil
sesual ketentuan
yant berlaku
untuk mendukung
kelancaran tugas
pokok Kepala

UPTD.

Membuat rencana kerja
berdasarkan peraturan yanS

berlaku untuk pedoman
pelaksanaan tugas;

1 Program 15 72,000 55 55 0.01

Melakukan kegiatan
penyiapan bahan pelaksanaan
pendaftaran penduduk dan
pencatatan slpll sesual

ketentuan dan peraturan yang

berlaku;

1 Kegiatan 30 72,OOO 200 200 0.08

Melakukan pendataan
pendaftaran penduduk dan
pencatatan slpil sesuai

ketentuan dan peraturan yang

berlaku dalam rangka
kelancaren pelaksanaan

tugas;

1 Kegiatan 60 72,OOO 320 320 o.27

Melaksanakan pelayanan dan
penerbltan dokumen
pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil sesuai

ketentuan dan peraturan yang

berlaku;

500 Dokumen 7z,WO 320 320 o.27
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No Jabatan Tugas Jabatan Uraian Tutas
Hasil
xeda

Satuan
H.sllKerja

Norma
Waktu

Jam Kerja
Efekttf

Pertahun

Beban
xerra

Jumlah
Jam
Keria

Efektif

Jumlah
Petawai

1 2 j 5 6 7 9 10 11

Melaksanakan tugas-tugas
kedinasan lainnya yang

dlberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya dalam
rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

2 KeSiatan 60 72,OOO 200 200 0.17

Melaksanakan koordinasi
dengan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pldie dalam rangka

slnkronisasi pelaksanaan
program dan keglatan;

8 Kegiatan 50 72,000 200 200 o.17

Membuat laporan hasil
pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai bahan untuk
penyusunan program
selaniutnya;

12 Laporan 60 72,000 48 48 0.04

Total Jumlah Dalam jam

Total Jumlah Dalam Menlt

72,OOO r,:r43

80,580

1,343

9r,200

1

4 Administrator
Database
Kependudukan
Ahli Muda

Melakukan
pelaksanaan

keglatan
penyiapan bahan

Membuat rencana kerja
berdasarkan peraturan yang

berlaku untuk pedoman
pelaksanaan tugas;

1 Pro8ram 15 72,OOO 55 55 0.01
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No Jabatan Tutas.labatan Uralan Tugas
Hasil
Kerla

Satuan
Hasil Kerra

Norma
Waktu

Jam Kerja
Efekdl

Pertahun

Beban
Kerra

Jumlah
J.m
xerra

Efektlf

,umlah
Pegawai

1 2 4 5 6 7 I 9 10

pelaksanaan
pendataan
penduduk,

pelayanan dan
penerbitan
dokumen

pendaftaran
penduduk sesuai

ketentuan yang

berlaku untuk
mendukung

kelancaran tugas
pokok Bldang

Pelayanan
Pendaftaran

Penduduk Dinas
(ependudukan

dan Pencatatan
Sipll.

Melakukan kegiatan
penyiapan bahan pelaksanaan

kerja sesuai ketentuan dan
kebutuhan untuk tertibnya
administrasi kependudukan;

1 Keglatan 30 72,OOO 235 235 0.10

Memverlfl kasl dan valldasi
bahan-bahan masyarakat
sesual dengan pedoman dan
petunluk kerja sesuai

ketentuan dan kebutuhan
dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

500 Kegiatan 72,000 320 320 0.27

Melaksanakan pelayanan

dokumen pendaftaran
penduduk dan pencatatan
sipil sesuai ketentuan dan
kebutuhan dalam rangka
tercapainya tertib
administrasi kependudukan;

500 Dokumen 60 72,O00 320 320 o.27

Melaksanakan tugas-tugas
kedinasan lalnnya yang

diberlkan oleh atasan sesuai

tugas dan fun8sinya dalam
rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

2 Kegiatan 60 72,OOA 200 200 o.77
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No Jabatan Tugas Jabatan Uraian Tugas
Hasil
Keda

Satuan
Hasil Keria

Norma
Waktu

Jam Kerra
Efektlf

Pertahun

Beban
xeria

Jumlah
,am
l(erra

Efektif

Jumlah
PeSawai

1 2 l 4 5 6 7 I 9 10 11

Melaksanakan koordinasi
dengan Dinas kependudukan
dan pencatatan sipil dalam
rangka sinkronisasi
pelaksanaan proSram dan
kegiatan;

2 Kegiatan 50 72,OOO 200 200 o.77

Membuat laporan hasil
pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai bahan untuk
penyusunan program

selanjutnya;

72 Lepora n 60 72,OOO 48 48 0.04

Total Jumlah Dalam iam
Total Jumlah Oalam Menit

72,OOO t,t78
82,680

1,r78

91,200

r.02

5 Pranata
Komputer Ahli
Pertama

Melakukan
keSiatan verlflkasi
dan velldaslbahan
permohonan
dokumen
kependudukan di
bidang pelayanan

sesuaidengan
prosedur dan
ketentuan yanS

Mempelajari tugas dan
petunjuk kerja yang diberikan
atasan sesuaidengan
ketentuan untuk menghlndari
kesalahan dalam pelaksanaan

kegiatan;

1 Kegiatan 30 72,0@ 55 55 0.02

Mengumpulkan bahan-bahan
keria sesuai denSan prosedur
yang berlaku untuk keperluan
penyelesaian pekeriaan;

1 Kegiatan 30 72,O@ 235 235 0.10
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Jam Keria
Efektlf

Partahun

Beban
Keia

lumlah
Jam

Kerla
Efektlf

Jumlah
P€tawalUralan TuSas

Hasil
Kerra

Satuan
Hasll (erla

Norma
WaktuNo Jabatan Tugas Jabatan

116 7 I 9 10j 4 51 2

320 120 o.27500 Kegiatan 60 72,000

Memveriflkasi dan validasi
bahan-bahan masyarakat
sesuai dengan pedoman dan
petunjuk kerja dalam bidang
tugasnya agar memperlancar
pelaksanaan tugas,

0,2060 72,O@ 235

Melakukan penSelolaan dan
pemeliharaan slstem
komputer dan data sesuai

dengan pedoman dan
petunjuk keria dalam bidang
tugasnya;

8 Kegiatan

200 200 0.0872 30 72,OOO

Membuat laporan
berdasarkan hasil kerja untuk
disampalkan kepada pimpinan
unit agar hasil dapat ditelaah
oleh atasan;

72,M 235 235 0.10

Memberlkan saran dan
masukan berdasarkan
pelaksanaan pekeriaan dan
pemanfaatannya untuk
disampaikan kepada atasan;

2 Kegiatan 30

48 48 0.042 Kegiatan 60 72,OOO

berlaku sebagai
bahan untuk
melaksanakan
kegiatan deml
mendukung
kelancaran tugas
pokok Bidang
Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk.

Mela1(5anakan tugas
kedinasan lainnya yang

diberikan atasan baik secara

tertulis maupun llsan.

Total Jumlah Dalam jam
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Beban
Keria

Jumlah
Jam
ferF

Efektlf

Jumlah
Pegawal

Hasil
xeria

Satuan
HasllKerra

Norma
Waktu

Jam Keria
Efektlf

Pertahun
No Jabatan Tugas Jabatan Uralan Tutas

I 9 10 114 5 6 71 2 3

79,@O 79,680Total lumlah Dalam Menit

55 0.011 Program 15 72,OOO 55

MempelaJari tugas dan
petunjuk kerja yang diberikan
atasan sesuaidengan
ketentuan untuk menghindari
kesalahan dalam pelaksanaan

kegiatani

320 320500 Dokumen 60 72,000

Menerlma, mencatat dan
menyotir dokumen yanS

masuk sesuaidengan
prosedur dan ketentuan yang

berlaku agar memudahkan

Pencarlan;

30 72,O@ 320 320 0.13

Memberl nomor urut pada

dokumen yang masuk sesuai

dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar
memudahkan pengendallan;

500 Kegiatan

320 0.13500 Dokumen 30 72,OOO 120

Melakukan
kegiatan yant
mellputi
penerimaan,
pencatatan dan
pendokumentasla

n sesuai

ketentuan dan
kebutuhan untuk
mendukung
kelancaran tugas
pokok Kepala

Subbag Tata
Usaha.

Mengelompokkan surat atau
dokumen menurut jenis dan
sifatnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang

berlaku agar memudahkan
pendistribusian;

6 Pengadministras
iPerkantoran

I I
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No Jabatan Tugas Jabatan Uraian Tutas
Hasil
xerla

Satuan
Hasil Xeria

Norma
Waltu

Jam Xeria
Efektlf

Pertahun

Beban
Keria

Jumlah
,am
Kerla

Efektlf

Jumlah
Pegawal

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11

Mendokumentaslkan berkas
atau dokumen sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang

berlaku agar tertib
administrasi;

500 Dokumen 30 72,OOO 235 235

Melaporkan hasil pelaksanaan

tugas sesual dentan prosedur
yang berlaku sebagal bahan
evaluasldan
petanggunglawaban;

72 Laporan 30 72,000 48 4a 0,02

Melaksanakan tugas
kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan
baik tertulls maupun lisan.

2 Kegiatan 60 72,OOO 48 48 0.04

Totalrumlah Dalam jam

Total Jumlah Dalam Menit

72,@O 1346
80,760

1,:t45

82,560

I

7 Operator
Layanan

operasional

Melakukan
kegiatan
menjalankan
tugas-tugas
operasional
sehari-hariagar
layanan publik
atau internal
berialan lancar.
Tugasnya meliputi

Mempelalarl tugas dan
petunJuk kerja yang dlberikan
atasan sesuaidengan
ketentuan untuk menghlndari
kesalahan dalam pelaksanaan

kegiatan;

1 KeSiatan 72,OOO 55 55 0.01

Menyiapkan bahan dan
peralatan keria untuk
menunjang bidang tugasnya

1 Kegiatan 30 72,OOO 235 235 0.10

100
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No Jabatan Tugas Jabatan Uraian Tugas
Hasil
Keria

Satuan
Haril xerra

Norma
waktu

Jam Kerja
Efektlf

Pertahun

Beban
Keria

lumlah
Jam
xerla

Efektlf

Jumlah
Pegawai

1 2 3 4 5 (; 7 I 9 10 11

administrasi,
pemeliharaan
sarana dan
prasarana,
penSarsipan serta
pengelolaan data
dan pelaporan

sesuai ketentuan
dan peraturan
yang berlaku

Mengoperaslkan dan

merawat peralatan kantor
dan sarana lainnya demi
kelancaran pelaksanaan
pelayanan.

I Kegiatan 60 72,O@ 320 320 o.27

Menangani keluhan dan

memberlkan informasi
kepada penSBuna layanan

sesuai pedoman dan prosedur

kerja yang berlaku.

8 KeSiatan 60 72,000 320 320 o.27

MenEelompokkan
pen8arsipan dokumen
kependudukan dan
pencatatan sipil menurut ienis
dokumen sesuaidengan
prosedur dan ketentuan yang

berlaku;

500 Dokumen 50 72,O@ 320 320 o.27

Melaporkan hasil pelaksanaan

tugas sesuai dengan prosedur
yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan
petangtungiawaban;

1,2 Laporan 30 72,000 60 60 0.03

Total Jumlah Dalam jam

Total.,umlah Dalam Menlt

72,000 t,lt0
78,600

1,310

7E,600

1

8. SatPam Menyiapkan bahan dan
peralatan kerja untuk
menunjang bidang tugasnya

1 Kegiatan 3 7Z,OOO 55 55 0.00

11 0

Melakukan
pengaturan

keamanan,



No Jabatan Tugas Jabatan Uralan Tutas
Hasll
Keria

Satuan
Hasil Keria

Norma
Waktu

Jam Keria
Efektif

Pertahun

Eeban
Keria

Jumlah
Jam
Kerla

Cfektlf

,umlah
P€8awal

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 17

menSontrol akses,

verifikasi tamu,
menSawasiarea
dan properti,
patroli rutin
berkelilin& dan
penanganan

keadaan darurat
sesual ketentuan
dan peraturan
yang berlaku.

Mengawasi seluruh area
kantor dan memantau
aktivitas, mencegah tindakan
krlminal, sabotase, atau
perusakan proPertl.

Kegiatan 60 72,ON 320 320 o.27

Menanggapi panggllan

darurat, alarm, atau insiden,
memberlkan pertolonBan
pertama saat situasi medis
terjadi, menangani keadaan
darurat seperti kebakaran
atau situasi berbahaya
lainnya.

30 60 72,000 320 320 o.21

Menyelesaikan konflik yang

terjadi di area kantor,
berkoordinasi dengan plhak
berwajib seperti polisi iika
diperlukan.

30 Kegiatan 60 72,W 320 320 o.27

Membuat laporan insiden
secara akurat dan detail,
mendokumentasikan semua
kejadian keamanan.

30 Laporan 60 72,OOO 320 320 0.21

Totel Jumlah Dalam jam

Total Jumlah Dalam Menit

72,@O L33s
80,100

1,335

80,100

1
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Hasll
xerra

Satuan
Hasll Xerla

Norma
Waktu

,am l(e.ja
Efektlf

Pertahun

Beban
Keria

Jumlah
Jam
l(erja

Efektlf

lumlah
PegawaiNo ,abatan TuSas.labatan Uralan Tugas

9 10 114 5 5 7 I1 2 j

55 55 0.02
Menyiapkan bahan dan
peralatan kerja untuk
pelaksanaan tugasnya.

1 Kegiatan 30 72,OOO

5 Kegiatan 60 72,OOO 320 320 o.27

Membersihkan tollet dan
kamar mandl secara

menyeluruh, serta
memastikan dapur tetap
bersih.

5 Kegiatan 60 72,OOO 320 320 o.27

Meraplkan ruang kerja
karyawan, menata meja, dan
menyiapkan ruang rapat
dengan peralatan yang

dibutuhkan.

5 Kegiatan 60 72,O@ 320 320 o.27
Meniaga kebersihan halaman
dan taman kantor, serta
menylram tanaman.

30 320 320 0.13

9, Pramu
Keberslha n

Menjaga
kebersihan dan
kenyamanan
llngkungan kerja
melaluitugas-
tugas seperti
menyapu,
mengepel,
memberslhkan
debu dan kaca,

menSosongkan
tempat sampah,
serta metawat
keberslhan toilet
dan menjaga
kebersihan area
luar kantor seperti
taman dan
halaman. Melaporkan kondisi

kebersihan di lintkungan
kantor kepada atasan.

5 Laporan

72,q)0 1,335

80,100

1,3:15

80,l(xt

1Total Jumlah Dalam iam

Total rumlah Dalam Menit

12,l(x!

726,O@

TOTAL BE BAN K E RJ A DAI.AIT JAM

TOTAI. BEBAN I( E R J A DATAN MENIT

II
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b. UFrID Kecamatan Muara Tiga

No Jabatan Tugas Jabatan Uralan Tugas
Hasil
Kerla

Satuan
HasllXerra

Norma
Waktu

Jam (eria
Efektif

Pertahun

Beban
Keria

,umlah
-lam

feria
Efektlf

Jumlah
Petawal

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11

1 Kepala UPTD Melaksanakan
sebagian tugas
teknls operasional
tertentu dinas dl
Dinas

Kependudukan
dan Pencatatan
sipildalam rangka
membantu Kepala

Dinas

Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
melaksanakan
Urusan
Pemerintahan dl
Bidang
Kependudukan
dan Pencatatan
sipil dan urusan
tugas
pembantuan yang

diberikan kepada
Dinas sesuai
peraturan

Menyusun rencana kerja
berdasarkan peraturan yang

berlaku untuk pedoman
pelaksanaan tugas;

1 Program 60 72,000 55 55 0.05

Membagltugas kepada
bawahan sesuai seksi masint-
masing agar pelaksanaannya

dapat berjalan lancar;

1 Keglatan 60 72,OO0 200 200 0.17

Memberl petuniuk kepada
bawahan berdasarkan
pembaglan tugas agar
memahami tutasnya;

48 Keglatan 60 72,W 200 200 o.77

Mengawasl pelaksanaan
pekerjaan bawahan dan
mengevaluasi hasllnya secara

langsunt atau melalui laporan
untuk mengetahui kelancaran
serta hambatan yang terjadl;

72 KeBlatan 30 72,OOO 200 200 0.08

Mentawasl pelaksanaan

urusan ketatausahaan UPTD

sesuai ketentuan dan
kebutuhan dalam rangka
kelancaran administrasi;

16 Kegiatan 60 72,O@ 200 200 0.17
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No labatan Tutas Jabatan Uraian Tugas
Hasll

Kerla
Satuan

Hasil lGrra
Norma
Waktu

Jam Keria
Cfektlf

Pertahun

Beban
(erra

Jumlah
Jam
Kerla

Efektif

Jumlah
PeEawal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

perundang-

undangan untuk
mendukung
kelancaran tugas
pokok oinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipll .

Mengawasi pelaksanaan
pelayanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sesuai

ketentuan dan kebutuhan
untuk pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan;

16 Kegiatan 50 72,W 200 200 o.77

Mengawasi pelalsanaan
evaluasl dan pelaporan di
bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil secara
periodlk untuk mengetahui
hambatan yang terjadl dan
mencarl alternatif
pemecahannyaj

72 60 72,OOO 200 200 0.17

Mengawasi pelaksanaan

administrasi dinas sesuai

dengan llngkup tugasnya
sesuai ketentuan dan
kebutuhan dalam rangka
tercapainya tertib
administrasi dinas;

8 KeSiatan 22 72,OOO 48 48 0.01

Melaksanakan koordinasi
dengan Oinas kependudukan
dan pencatatan slpll dalam
rangka sinkronisasi
pelaksanaan program dan
kegiatan;

8 Kegiatan 110 72,OOO 48 48 0.07
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No Jabatan Tutas Jabatan Uraian Tugas
Hasll
Kerla

Satuan
Haril Keria

Norma
Waktu

Jam l(eria
Cfektlf

Pertahun

Beban
(erla

Jumlah
Jam
lGrla

Efektlf

lumlah
Pegawal

1 2 4 5 6 7 I 9 10 11

Membuat laporan hasil
pelalsanaan tugas kepada

Kepala oinas Kependudukan
dan Pencatatan sipil
Kebupaten Pidie sebagai

bahan untuk penyusunan
program selanjutnya.

8 Laporan 20 72,ON 48 48 0.01

Total Jumlah Dalam iam
Total Jumlah Dalam Menlt

72,@O 1,399

83,940

1,399

81,940

1.06

2 Kepala sub
Bagian Tata

lJsaha

Melaksanakan
perencanaan,

evaluasidan
pelaporan;
pengelolaan

administrasl
kepegawaian;
pengelolaan

administrasl
keuangan;
pengelolaan
perlen8kapan dan
peralatan kantor;
pengelolaan surat
menyurat, urusan
rumah tangga,
kehumasan dan

Menyusun rencana kerja dan
jadwal pelaksanaan tugas

sesual program kerla UPTO

sebagal acuan dalam
malaksanakan tugas

1 Pro8ram 30 72,W 55 55 0.02

Mengelola urusan yang

berkaitan dengan pegawai,

seperti data kepegawalan,
pengembangan, dan
kesejahteraan pega

48 Kegiatan 50 72,OOO 235 235 0.20

Melakukan pengelolaan,
pengarsipan, hingga kearsipan

dokumen pentinS;
11. Kegiatan 30 72,OOO 235 235 0.10

Menangani urusan umum,
seperti rumah tangga, aset,

dan perlengkapan kantor;
24 Kegiatan 90 72,000 235 235 0.29
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No Jabatan Tugas Jebatan Uraian Tugas
Hasil

Keria
Satuan

HasilK€ria
Norma
Waktu

Jam Kerla
Efektlf

Pertahun

Beban
Keria

Jumlah
Jam
(erja

Efektlf

Jumlah
Pegawai

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11

kearsipan; dan
tutas-tugas lain
yang diberikan
oleh Kepala UPTD

berdasarkan
ketentuan yanS

berlaku.

Menyediakan informasi resmi

dan mempublikaslkan
kegiatan kantor, mengelola
sistem lnformasi dan data

serta membantu masyarakat

mengakses layanan;

Berkas 60 72,000 235 235 o.20

Menyusun proSram kerja,

rencana an88aran, serta
memantau, mengevaluasl,

dan melaporkan kegiatan,

meliputi pengelolaan

anggaran, penatausahaan,

akuntansi, serta penyusunan

laporan keuangan;

12 Berkas 90 72,000 23s 235 o.29

Melaksanakan tugas-tugas
kedinasan lalnnya yang

diberikan oleh Kepala Dlnas

sesuai tugas dan fungsinya
dalam ranSka kelancaran
pelaksanaan tugas;

2 Kegiatan 60 72,OOO 48 4A 0.04

Membuat laporan hasil
pelaksanaan tugas kepada

atasan sebagai bahan untuk
penyusunan proSram

selanjutnya.

1.2 Dokumen 50 72,000 48 48 0,04

Total Jumlah Dalam iam

Total Jumlah Dalam Menit

72,000 1,325

79,560

1,326

79,550

1.18
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No .labatan Tugas Jabatan Uraian Tugas
Hasll
Keria

Satuan
Hasil Keria

Norma
Waktu

Jam Keria
Efektlf

Pertahun

Beban
|(erla

Jumlah
Jam
lGrla

Efektlf

Jumlah
Pe8awal

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10

3 Admlnlstrator
Database
Kependudukan
Ahli Pertama

Melakukan
pelaksanaan

kegiatan
penyiapan bahan
pelaksanaan
penSelolaan
pendaftaran
penduduk dan
pencatatan slpil

sesual ketentuan
yang berlaku
untuk mendukunt
kelancaran tugas
pokok Kepala

UPTO.

Membuat rencana keria

berdasarkan peraturan yang

berlaku untuk pedoman

pelaksanaan tugas;

1 ProSram 15 72,000 55 55 0.01

Melakukan kegiatan
penyiapan bahan pelaksanaan

pendaftaran penduduk dan
pencatatan slpll sesual

ketentuan dan Peraturan Yang
berlaku;

7 Kegiatan 30 72,O@ 200 200 0.08

Melakukan pendataan
pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil sesuai

ketentuan dan peraturan Yang
berlaku dalam rangka
kelancaran pelaksanaan

tugas;

1 Kegiatan 60 72,OOO 320 320 o.21

Melaksanakan pelayanan dan
penerbltan dokumen
pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil sesuai

ketentuan dan Peraturan Yang
berlaku;

500 Dokumen 60 72,OOO 120 320 o.27
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No .labatan Tutas Jabatan Uraian Tugas
Hasil
Kerla

Satuan
HasilKeria

Norma
Waktu

Jam Keria
Efektlf

Pertahun

Beban
Keria

lumlah
.,am

Kerla
Efektlf

Jumlah
Pegawai

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Melaksanakan tugas-tugas
kedinasan lainnya yang

diberlkan oleh atasan sesual

tugas dan fungsinya dalam

rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

2 Kegiatan 50 1LO@ 200 200 0.17

Melaksanakan koordinasi
dengan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pidie dalam rangka

slnkronisasi pelaksanaan

program dan ketlatan;

8 Kegiatan 50 72,ON 200 200 o.77

Membuat laporan hasil
pelaksanaan tugas kepada

atasan sebagai bahan untuk
penyusunan proSram

selanjutnya;

Laporan 60 72,OOO 48 48 0.04

Total Iumlah Dalam Jam

Total lumlah Dalam Menit

72,N0 1,343

80,580

1,343

91,200

I

4 Administrator
Database
Kependudukan
Ahli Muda

Melakukan
pelaksanaan

kegiatan
penyiapan bahan

Membuat rencana keria

berdasarkan peraturan yang

berlaku untuk pedoman

pelaksanaan tugas;

1 Progra m 15 55 55 0.01

109

12

72,ON



No Jabatan Tugas ,abatan Uraian Tugas
Hasll
Keria

Satuan
HasilKerra

Norma
Waktu

Jam Keria
Cfektlf

Pertahun

Beban
Kerra

Jumlah
Jam
Kerla

Efektlf

Jumlah
Petawal

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 71

pelaksanaan
pendataan
penduduk,

pelayanan dan
penerbltan
dokumen

pendaftaran
penduduk sesual

ketentuan yang

berlaku untuk
mendukunE

kelancaran tugas
pokok Bidang

Pelayanan
Pendaftaran

Penduduk Dinas

Kependudukan
dan Pencatatan

sipil.

Melakukan keglatan
penyiapan bahan pelaksanaan

kerJa sesuai ketentuan dan

kebutuhan untuk tertlbnya
administrasi kependudukan;

1 Kegiatan 30 72,O@ 215 235 0.10

Memverlfl kasi dan valldasi

bahan-bahan masyarakat
sesuai dengan pedoman dan
petuniuk kerja sesuai

ketentuan dan kebutuhan
dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

500 Kegiatan 60 72,000 320 320 o.27

Melaksanakan pelayanan

dokumen pendaftaran
penduduk dan pencatatan
slpil sesuai ketentuan dan

kebutuhan dalam rangka
tercapainya tertib
administrasi kependudukan;

500 Dokumen 50 77,@O 320 320 o.27

Melaksanakan tugas-tugas
kedlnasan lalnnya yanS

diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya dalam
rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

2 Kegiatan 60 72,OOO 200 200 0.17
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No Jabatan TuSas Jabatan Uraian Tugas
Hasil

Kerla
Satuan

HasilKerra
Norma
Waktu

Jam Keda
Efektif

Pertahun

Beban
Keria

Jumlah
Jam

Keria
Efektlf

Jumlah
Pegawai

1 2 3 4 5 6 7 I L0

Melaksanakan koordlnasi
dengan Dinas kependudukan
dan pencatatan sipll dalam

rangka sinkronisasl
pelaksanaan program dan

keglata n;

2 Kegiatan 50 72,OOO 200 200 o.77

12 Laporan 50 72,000 48 48 0.04

Total lumlah Dalam jam

Total Jumlah Dalam Menlt

72,OOO 1,378

82,680

r,378

91,200

1,02

5 Pranata
Komputer Ahli
Pertama

Melakukan
ketiatan veriflkasi
dan validasl bahan
permohonan
dokumen
kependudukan di
bidanS pelayanan

sesuaidengan
prosedur dan
ketentuan yanS

Mempelaiaritugas dan
petuniuk kerja yang diberikan
atasan sesuai dengan

ketentuan untuk menghindarl
kesalahan dalam pelaksanaan

ke8iatan;

1 (egiatan 30 72,M 55 55 0.02

Mengumpulkan bahan-bahan

kerja sesual dengan prosedur
yang berlaku untuk keperluan
penyelesaian pekerlaan;

1 Kegiatan 30 72,OOO 235 235 0.10
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Membuat laporan hasil
pelaksanaan tugas kepada

atasan sebaSai bahan untuk
penyusunan proSram

selanjutnya;



Jumlah
P€gawai

Beban
Xerla

,umlah
Jam
Xerh

Efektlf

Norma
waktu

,am Keria
Efektif

Pertahun

Satuan
Hasll Kerra

Hasil
Kerra

Uralan TugasNo Jabatan Tutas Jabatan

1110I 975 63 41 2

o.27320 32072,O@Kegiatan 60500

Memverlfi kasl dan valldasl
bahan-bahan masyarakat
sesuai dengan pedoman dan

petunjuk kerja dalam bidang

tugasnya agar memPerlancar
pelaksanaan tugas;

235 0.2023560 72,000Kegiatan

Melakukan pengelolaan dan
pemeliharaan sistem

komputer dan data sesuai

dengan pedoman dan
petuniuk kerja dalam hidant
tuSasnya;

0.08200 20072,MLaporan 3072

Membuat laporan
berdasarkan hasil kerja untuk
dlsampaikan kepada plmpinan

unit agar hasll dapat ditelaah
oleh atasan;

235 0.1023530 72,0002 Kegiatan

Memberikan saran dan

masukan berdasarkan
pelaksanaan pekerjaan dan
pemanfaatannya untuk
disampaikan kepada atasan;

0.0448 4872,WKegiatan 602

Melaksanakan tugas
kedinasan lainnya yang

diberikan atasan baik secara

tertulis maupun lisan,

berlaku sebagal

bahan untuk
melaksanakan
kegiatan demi
mendukung
kelancaran tu8as
pokok Bidang
Pelayanan
Pendafta ran

Penduduk.

Total Jumlah Dalam iam
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72,OOO 1,328 1,328 1



Jumlah

Jam
(erla
tfektlf

.,umlah
Pegawai

Jam Kerja
Efektlf

Pertahun

geban

Keria
Satuan

Hasil l(eria
Norma
waktu

Hasil
Keria

Uraian TugasNo ,abatan Tutas Jabatan

119 107 863 41 2

79,68079,580Total Jumlah Dalam Menit

0.0172,OOO 55 55Program 151

Mempelalarltugas dan
petuniuk kerja yang diberikan
atasan sesuaidentan
ketentuan untuk menghindari
kesalahan dalam pelaksanaan

kegiatan;

320 o.2772,@O 320Dokumen 60500

Menerima, mencatat dan

menyotir dokumen yanS

masuk sesuaidengan
prosedur dan ketentuan yang

berlaku atar memudahkan
pencarlan;

0,13320 32030 72,000500 KeSiatan

320 0.1372,000Dokumen 30500

Mengelompokkan surat atau
dokumen menurut jenis dan
sifatnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang

berlaku agar memudahkan
pendistribusian;

6 Pengadministras
lPerkantoran

Melakukan
kegiatan yang

meliputi
penerimaan,
pencatatan dan
pendokumentasla

n sesual

ketentuan dan
kebutuhan untuk
mendukung
kelancaran tugas
pokok Kepala

Subbag Tata
Usaha.

I I
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Memberl nomor urut pada

dokumen yang masuk sesuai

dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar

memudahkan pengendalian;
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No Jabatan Tugas Jabatan Uralan Tugas
Hasil
Kerra

Satuan
Hasil Kerla

Norma
waktu

Jam Kerla
Efektlf

Pertahun

Beban
Keria

Jumlah
Jam
(erra

Efektlf

Jumlah
Pegawai

1 2 j 4 5 6 7 I 9 10 11

Mendokumentasikan berkas

atau dokumen sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang

berlaku agar tertib
adminlstrasi;

500 Dokumen 72,000 235 23s 0.10

Melaporkan hasil pelaksanaan

tugas sesual dengan prosedur
yang berlaku sebagai bahan
evaluasldan
petanggungjawaban;

72 Laporan 30 72,@O 48 48

Melaksanakan tugas
kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan
baik tertulis maupun lisan

2 Kegiatan 60 72,000 48 48 0.04

Total Jumlah Dalam jam

Total Jumlah Dalam Menit

72,@O I,U6
80,760

1,346

82,560

I

7 Operator
Layanan

Operasional

Melakukan
kegiatan
menjalankan
tugas-tugas
operasional
sehari-hari agar
layanan publik
atau internal
berialan lancar.
Tugasnya meliputi

Memp€lajarl tugas dan
petunluk kerja yang diberlkan
atasan sesualdengan
ketentuan untuk menghindari
kesalahan dalam pelaksanaan

kegiatan;

7 Kegiatan 15 72,W 55 55 0.01

Menyiapkan bahan dan
peralatan kerra untuk
menunjang bidang tugasnya

1 Kegiatan 30 72,ON 235 235 0.10
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0.02



No labatan TuSas Jabatan Uraian Tugas
Hasll
Keria

Satuan
Hasil xerra

Norma
Waktu

Jam l(e.ia
Efektlf

Pertahun

Beban
Keria

Jumlah
Jam
Keria

Efektlf

lumlah
Petawai

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10

administrasi,
pemellharaan
sarana dan
prasarana,
pengarsipan serta
pengelolaan data
dan pelaporan
sesual ketentuan
dan peraturan
yang berlaku

Mengoperaslkan dan
merawat peralatan kantor
dan sarana lainnya demi
kelancaran pelaksanaan
pelayanan.

8 Kegiatan 60 72,OOO 320 320 o.21

Menangani keluhan dan
memberlkan informasi
kepada pengtuna layanan
sesuai pedoman dan prosedur

kerja yang berlaku.

Kegiatan 60 72,000 320 120 o.27

Mengelompokkan
pengarslpan dokumen
kependudukan dan
pencatatan sipil menurut jenis

dokumen sesual dengan
prosedur dan ketentuan yang

berlaku;

500 Dokumen 60 72,OOO 320 320 o.27

Melaporkan hasil pelaksanaan

tugas sesual dengan prosedur
yang berlaku sebagai bahan

evaluasidan
petanttungjawaban;

72 Laporan 30 60 50

Total Jumlah Dalam jam

Total Jumlah Dalam Menit

72,@O 1,310

78,600

1

8 Satpam Melakukan
penBaturan

keamanan,

Menyiapkan bahan dan
peralatan kerja untuk
menunjang bidang tugasnya

1 Kegiatan 72,O@ 55 55 0.00
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No labatan Tugas Jabatan Uraian Tutas
Hasll
l(eria

Satuan
Hasll (erra

Norma
Waktu

Jam Kerra

Ctektlf
Pertahun

Seban
Keria

lumlah
Jam
Kerla

Efektlf

Jumlah
PeBawai

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11

mengontrol akses,

verifikasitamu,
mengawasi area
dan properti,
patroll rutin
berkeliling, dan
penanSanan

keadaan darurat
sesuai ketentuan
dan peraturan
yang berlaku.

Mengawasi seluruh area
kantor dan memantau
aktlvitas, mencegah tindakan
krlminal, sabotase, atau
perusakan propertl.

5 Kegiatan 60 72,OOO 320 320 o.27

Menanggapl panggllan

darurat, alarm, atau insiden,
memberikan pertolongan
pertama saat sltuasi medis

terjadi, menangani keadaan
darurat sepertl kebakaran
atau situasi berbahaya

lainnva.

30 Kegiatan 60 72,000 320 320 o.27

Menyelesaikan konflik yang

terjadi di area kantor,
berkoordlnasl dengan pihak

berwaiib seperti polisl jika

diperlukan,

30 Kegiatan 60 72,@O 320 320 0.27

Membuat laporan inslden
secara akurat dan detail,
mendokumentasikan semua
kejadian keamanan.

30 Laporan 60 7 2,OOO 320 o.21

Total tumlah Dalam jam

Total Jumlah Dalam Menlt

72,OOO 1,335

80,100

1,t3s

8{r,100

I
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lam Keria
Efektif

Pertahun

Beban
Kerla

.lumlah
Jam
Keria

Efektlf

.lumlah
PegawaiUraian Tutas

Hasil
Keria

Satuan
HasllK€rra

Norma
WaktuNo Jabatan Tutas Iabatan

6 7 I 9 10 1141 2

0.021 Kegiatan 30 72,OOO 55 55
Menyiapkan bahan dan
peralatan kerja untuk
pelaksanaan tugasnya.

72,OO0 320 320 o.275 Kegiatan 60

Membersihkan tollet dan

kamar mandisecara
menyeluruh, serta
memastikan dapur tetap
bersih.

72,OOO 320 320 o.27

Meraplkan ruang kerja
karyawan, menata meja, dan

menyiapkan ruang rapat
dengan peralatan yant
dibutuhkan.

Kegiatan 60

60 72,OOO 320 320 o.21
Menjaga kebersihan halaman
dan taman kantor, serta
menylram tanaman.

5 Kegiatan

320 0.135 Laporan 30 72,OOO 320

Pramu
Kebersihan

Meniaga
kebersihan dan
kenyamanan
lingkungan kerja
melaluitugas-
tugas seperti
menyapu,
mengepel,
memberslhkan
debu dan kaca,

mengosongkan
tempat sampah,
serta merawat
kebersihan toilet
dan menJaga

kebersihan area
luar kantor seperti
taman dan
halaman. Melaporkan kondisi

kebersihan di lingkungan
kantor kepada atasan.

9

12,@O r,33s

E0,100

1,335

80,100

1Total Jumlah Dalam jam

Total Jumlah Dalam Menlt

12,100

726,O00

II
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Kedua UPTD yang diusulkan secara mutlak memenuhi

kriteria UPTD Kelas A sebagaimana diamanatkan Pasal 23

Permendagri l2Ol2Ol7.

a. UPTD Wilayah I (Tangse), yang mencakup 3 kecamatan dengan

total 44.594 jiwa, memiliki total beban kerja 12.927,8

JKE/Tahun. Angka ini (1) melayani lebih dari I kecamatan dan

(2) melampaui ambang batas 10.000 JKE yaitu 12.100 jam

pertahun atau, 7 26.OOO menit pertahun.

b. UPTD Wilayah II (Muara Tiga), yang mencakup 3 kecamatan

dengan total 68.760 jiwa, memiliki total beban kerja 18.424,8

JKE/Tahun. Angka ini (1) melayani lebih dari 1 kecamatan dan

(2) jauh melampaui arnbang batas 10.000 JKE yaitu 12.100

jam pertahun atau 726.OO0 menit pertahun.

Dengan demikian, pembentukan kedua UPTD dengan

klasifikasi Kelas A adalah sah secara hukum dan sangat

dibutuhkan secara objektif untuk menjarnin penyelenggaraan

pel,ayanan Adminduk yang prima, efisien, dan merata bagi

113.354 jiwa penduduk di enam kecamatan tersebut.

Analisis perumusan beban kerja menunjukkan bahwa

pembentukan UPTD Dukcapil di Kecamatan Tangse, dan Muara

Tiga merupakan kebutuhan strategis dan objektif berdasarkan:

1. Volume pelayanan adminduk yang tinggr;

2. Keterbatasan pegawai dan tingginya rasio penduduk per

petugas;

3. Faktor geografis dan jarak pelayanan yang luas;

4. Dukungan kebijakan nasional dalarn desentralisasi pelayanan

publik.
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Dengan demikian, hasil analisis beban kerja ini menjadi

dasar untuk pemmusan kebutuhan pegawai, penyusunan

struktur organisasi, serta perencana.rn zrnggaran operasional

UPTD Dukcapil Kabupaten Pidie tahun 2025-2026.

B. Uralan Jebatan

Uraian jabatan merupakan hasil dari proses analisis jabatan

yang menggambarkan fungsi, tugas pokok, tanggung jawab,

wewenang, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi dalam

strulrtur organisasi. Dal,am pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pidie, uraian jabatan menjadi acuan bagi penempatan pegawai,

pembagian tugas, serta evaluasi kine{a.

Setiap jabatan di dalam UPTD dirancang untuk mendukung

pelaksanaan fungsi teknis pelayanan administrasi kependudukan,

yang meliputi kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan data kependudukan, dan pelayanan publik berbasis

digital. Uraian jabatan ini disusun berdasarkan prinsip clear roles and

responsibility, serta memperhatikan struktur organisasi, beban ke{a,

dan karakteristik wilayah pelayanan di Kecamatan Tangse, dan Muara

Tiga. tos

Dengan Uraian jabatan dapat mendeskripsikan formal yang

menggambarkan fungsi, tugas pokok, tanggung jawab, dan kualifftasi

yang dibutuhkan untuk setiap posisi dalam stntlrtur organisasi.

Dalam pembentukan UPTD Dukcapil, uraian jabatan disusun

berdasarkan prinsip clear role and responsibilitg agar setiap pegawai

memahami rr.ang lingkup pekerjaannya dan mampu

mempertanggungiawabkan hasil kerjanya secara profesional.

ro5 PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 202O tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja.

117



Uraian jabatan juga merupakan komponen utama dalam

analisis jabatan (Job Analgsi$ yang berfungsi untuk memberikan

gambaran menyeluruh tentang tugas pokok, fungsi, tanggung jawab,

dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat dalam

melaksanakan tugasnya. Menurut PermenPAN-RB Nomor I Tahun

2O2O Pasat 1 angka 4, uraian jabatan disusun untuk memastikan

adanya kejelasan peran (clear role and accountabilitgl sehingga tidak

teq'adi tumpang tindih kewenangan antarunit ke{'a.

Dalam konteks pembentukan Unit Felaksana Teknis Dinas

(UPTD) Dukcapil Kabupaten Pidie, penyusunan uraian jabatan

dilakukan untuk tiga jabatan utama, yaitu:

l. Kepala UPTD,

2. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan

3. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan Ahli

Muda.

4. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan Ahli

Pertama,

Uraian jabatan berikut disusun berdasarkan analisis jabatan

dan hasil penghitungan beban ke{a, serta mempertimbangkan

karakteristik wilayah kerja masing-masing UPTD yang memiliki

kondisi geografis dan volume pelayanan berbeda.

1. Jabatan: Kepal,a UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Identitas Jabatan

1) Nama Jabatan: Kepala UPTD Dukcapil

2) Atasan langsung: Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

3) Eselon: IV.a

4) Jumlah Jabatan: 1

5) Jumlah Beban Kerja: 1,399 jam/tahun
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6) Kebutuhan Pegawai: I orang per UPTD

b. TUgas Pokok:

ys'nimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan

seluruh kegiatan teknis operasional UPTD dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan 6rtministrasl kependudukan dan

pencatatain sipil di wilayah kerja masing-masing kecamatan.

c. Fungsi Jabatan:

l) Pelaksanaan kebijakan teknis pel,ayanan kependudukan dan

pencatatan sipil;

2) Pengelolaan data penduduk dan laporan bulanan peLayanan

UPTD;

3) Pembinaan teknis terhadap pegawai UPTD;

4) Pengawasan dan pengendalian pel,ayanan berbasis SIAK

Terpusat;

5) Evaluasi kine{a pelayanan dan penyusunan laporan kine{a

tahunan (LKjIP) unit kerja.

d. Hasil Kerja Utama:

1) Laporan bulanan dan tahunan pelayanan adninduk;

2) Data vdidasi dan rckapitul,asi dokumen kependudukan;

3) Rencana kerja dan capaian kineda UPTD;

4) Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.

e. Wewenang:

1) Menandatangani surat-surat dinas dalam lingkup

kewenangan UPID;

2) Memberikan rekomendasi dan persetujuan awal pelayanan

adminduk;

3) Melakukan koordinasi lintas instansi di tingkat kecamatan.

f. Tanggung Jawab:

Menjamin terselenggaranya pelayanan administrasi

kependudukan yang cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan

standar pelayanan minimal bidang adminduk.
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g. KualiEkasi Jabatan:

1) Pendidikan minimal 51

2) Memiliki kemernpuan manajerial dan kepemimpinan.

2. Jabatan: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. Identitas Jabatan

l) Narna Jabatan: Kepala Sub Bagran Tata Usaha

2) Atasan Langsung: Kepala UPTD Dukcapil

3) Eselon: IV.b

4) Jumlah Jabatan: 1

5) Jumlah Beban Kerja: 1,326 jam/tahun

6) Kebutuhan Pegawai: I orang per UPTD

b. Tugas Pokok:

Melakukan pengawasan Administrasi Kepegawaian, tata

usaha, naskah dinas, mulai dari pengelolaan, pengarsipan,

hingga kearsipan dokumen penting. kebutuhan operasional

dan pengawasan penertiban, pengamanan dan pemeliharaan

kantor dan Menangani urusan umum, seperti rumah tangga,

aset, dan perlengkapan kantor.

c. Fungsi Jabatan:

1) Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang

berlaku untuk pedoman pel,aksanaan tugas;

2) Mengelola urusan yang berkaitan dengan pegawai, seperti

data kepegawaian, pengembangan, dan kesejahteraan

pegawai;

3) Melakukan pengelolaan, pengarsipan, hingga kearsipan

dokumen penting;

4) Menangani urusan umum, seperti rumah tangga, aset, dan

perlengkapan kantor;

5) Menyediakan informasi resmi dan psmpublikasikan

kegiatan kantor, mengelola sistem informasi dan data serta
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membantu masyarakat mengakses layanan;

6) Menyusun program keq'a, rencana anggarar, serta

memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan,

meliputi pengelolaan .rnggaran, penatausahaan, akuntansi,

serta penJrusunan laporan keuangan;

7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

8) Membuat laporan hasil pelaksanaan nlgas kepada atasan

sebagai bahan untuk pen5rusunan program sel,anjutnya.

d. Hasil Kerja Utama:

1) Tersusunnya rencana kerja.

2) Terlaksananya urusan yang berkaitan dengan pegawai.

3) Terkoordinirnya kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan

pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun.

4) Terkelolanya kegiatan penyiapan bahan usul,an KARPEG,

KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu Askes serta penyusunan

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Sasaran Kerja

Pegawai ( SKP ).

5) Terkoordinirnya kegiatan pembinaan PNS di lingkungan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten

Pidie.

6) Terlaksananya pengendalian dan pendistribusian surat

masuk dan surat keluar.

7) Terlaksananya tugas-tugas kedinasan lainnya.

8) Tersusunnya Laporan pel,aksanaan tugas.

e. Wewenang:

1) Menegur bawahan yang dinilai tidak disiplin secara lisan

maupun tulisan dan menerapkan sanksi sesuai peraturan

perundang-undangan.

2) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada bawahan.
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3) Membina dan menilai kinerja bawahan.

4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

5) Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

f. Tanggung Jawab:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan kerja bawahan.

2. Ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Penggunaan Alat Tlrlis Kantor dan Perlengkapan Kantor

secara efektif dan efisien.

4. Terjaminnya kerahasiaan hasil kerja dan dokumen.

5. Kebenaran isi dan ketepatan waktu Laporan.

g. KualiEkasi Jabatan:

1) Pendidikan minimal Sl Iknu Administrasi, Ilrnu Manajemen

Informatika, IImu Pemerintahan.

2) Pendidikan dan Pelatihan Diklat PIM IV, Diklat Administrasi

Sosial, Diklat Lainnya yang menunjang bidang tugasnya;

3) Memiliki pengalaman ke{a pada bidangnya dalarn jabatan

pelaksana.

3. Jabatan: Jabatan Fungsional Administrator Database

Kependudukan Ahli Muda.

a. Identitas Jabatan

1) Nama Jabatan: Jabatan Fungsional Administrator Database

Kependudukan Ahli Muda.

2) Atasan Langsung: Kepal,a UPTD Dukcapil

3) Eselon: -

4) Jumlah Jabatan: masing-masing I orang per UPTD

5) Jumlah Beban Kerja: 1.343 jam/tahun

6) Kebutuhan Pegawai: 1 orang per UPTD

b. Tugas Pokok:

Melakukan pelaksanaan kegiatan menganalisis bahan

pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan
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verifikasi dokumen pendaftaran penduduk sesuai ketentuan

yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok

Kepala UPTD.

c. Fungsi Jabatan:

l) Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang

berlaku untuk pedoman peliaksanaan tugas;

2) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan

pelayanan sesuai ketentual dan kebutuhan pelaksanaan

tugas;

3) Menganalisis data penduduk sesuai ketentuan dan

kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

4) Melaksanakan pelayanan dan verifikasi dokumen

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai

ketentuan dan peraturan yang berlaku;

5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam

rangka kel,ancaran pelaksanaan tuga.s;

6) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dalam rangka sinkronisasi

pelaksanaan program dan kegiatan;

7) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai bahan untuk trrcnyusunan program selanjutnya;

d. Hasil Kerja Utarna:

1) Tersusunnya rencana kerja.;

2) Terlaksananya kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan

tugas.

3) Terlaksananya analisis data penduduk.

4) Terlaksananya pelayanan dan penerbitan dokumen

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

5) Terlaksanakannya tugas-tugas kedinasan lainnya.

6) Terlaksananya koordinasi.
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7) Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas.

e. Wewenang:

1) Melakukan koordinasi dengan atasan.

2) Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

f. Tanggung Jawab:

1. Ketepatan dan kelancaran pela-ksanaan tugas.

2. Penggunaan Alat Tulis I(antor dan Perlengkapan Kantor

secara efektif dan efisien.

3. Terjaminnya kerahasiaan hasil keq'a dan dokumen.

4. Kebenaran isi dan ketepatan waktu laporan.

g. Kualifikasi Jabatan:

l) Pendidikan minimal Sl llmu Administrasi, Ilmu Manajemen

Informatika, Ilmu Pemerintahan

2) Telah mengikuti pelatihan teloris SIAK Terpusat dan

Perekaman KTP-el;

3) Mampu mengoperasikan perangkat lunak kependudukan,

printer KTP-el, dan jaringan TIK.

4. Jabatan: Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama.

a. Identitas Jabatan

l) Narna Jabatan: Administrator Database Kependudukan Ahli

Pertama.

2) Atasan Langsung: Kepala UPTD Dukcapil

3) Eselon: -

4) Jumlah Jabatan: masing-masing I orang per UPTD

5) Jumlah Beban Kerja: 1.378 ja'n/tahun

6) Kebutuhan Pegawai: 1 orang per UPTD

b. T\rgas Pokok:

Melakukan pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan

pelaksanaan pengelolaan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku untuk
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mendukung keLancaran tugas pokok Kepala UPTD.

c. Fungsi Jabatan:

1) Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang

berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

2) Melakukan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai

ketentuan dan peraturan yang berlaku;

3) Melakukan pendataan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil sesuai ketentuan dan peraturan yang

berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

4) Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai

ketentuan dan peraturan yang berlaku;

5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam

rangka kel,ancaran pelaksanaan tugas;

6) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dal
Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dalam rangka sinkronisasi

pelaksanaan program dan kegiatan;

7) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai bahan untuk penyusunan pmgram selanjutnya;

d. Hasil Kerja Utama:

l) Tersusunnya rencana kerja.;

2) Terlaksananya kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan

pendataan.

3) Terlaksananya pendataan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil sesuai ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

4) Terlaksananya pelayanan dan penerbitan dokumen

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai

ketentuan dan peraturan yang berlaku.
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5) Terlaksanakannya tugas-tugas kedinasan lainnya.

6) Terlaksananya koordinasi.

7) Tersusunnya l,aporan pelaksanaan tugas.

e. Wewenang:

1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

2) Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

f. Tanggung Jawab:

1. Ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Penggunaan Alat Trrlis Kantor dan Perlengkapan Kantor

secara efelctif dan efisien.

3. Terjaminnya kerahasiaan hasil kerja dan dokumen.

4. Kebenaran isi dan ketepatan waktu laporan.

g. Kualilikasi Jabatan:

1) Pendidikan minimal Sl Ilmu Administrasi, Ilmu Manajemen

Informatika, Ilmu Pemerintahan

2) Telah mengikuti pelatihan teknis SIAK Terpusat dan

Perekaman KTP-e1;

3) Mampu mengoperasikan perangkat lunak kependudukan,

printer KTP-el, dan jaringan TIK.

5. Jabatan: Pranata Komputer Ahli Pertama.

a. Identitas Jabatan

l) Nama Jabatan: Pranata Komputer Ahli Fertama.

2) Atasan Langsung: Kepala UPTD Dukcapil

3) Eselon: -

4) Jumlah Jabatan: masing-masing I orang per UPTD

5) Jumlah Beban Kerja: 1.328 jamltahun

6) Kebutuhan Pegawai: 1 orang per UPTD

b. Ttrgas Pokok:

Melakukan kegiatan yang meliputi kegiatan verifikasi dan

validasi bahan permohonan dokumen kependudukan di bidang
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pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

sebagai bahan untuk melaksanalan kegiatan demi mendukung

kelancaran tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk.

c. Fungsi Jabatan:

1) Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan

sesuai dengan ketentuan untuk menghindari kesalahan

dalam pel,aksanaan kegiatan;Mengumpulkan bahan-bahan

kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan

penyelesaian pekerjaan ;

2) Mengumpulkan bahan-bahan keg'a sesuai dengan prosedur

yang berlaku untuk keperluan penyelesaian

pekerjaan;Mengadakan penelitan berdasarkan

permasalahan yang ada dalar" rangka menyelesaikan

pekerjaan;

3) Memverifikasi dan validasi bahan-bahan masyarakat sesuai

dengan pedoman dan petunjuk ke{a dalam bidang tugasnya

agar memperlancar pel,aksanaan tugas;Memberikan saran

berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya

untuk disampaikan kepada atasan;

4) Melakukan pengelol,aan dan pemeliharaan sistem komputer

dan data sesuai dengan pedoman dan petunjuk kerja dalam

bidang tugasnya;

5) Membuat laporan berdasarkan hasil keda untuk
disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil dapat ditelaah

oleh atasan;

6) Memberikan saran dan masukan berdasarkan peLaksanaan

pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada

atasan;

7) Melalsanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

atasan baik secara tertulis maupun lisan.
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d. Hasil Keq'a Utama:

l) Tersedianya pedoman pelaksanaan tugas.

2) Tersedianya peralatan perangkat kerja.

3) Terlaksananya penelaahan bahan sesuai pedoman dan

petunjuk kerja.

4) Terselesaikannya permasalahan dalam pekerjaan.

5) Terlaksanakannya laporan pel,aksanaan tugas.

6) Terkendalinya berkas untuk pengajuan agar dapat

dilakukan pencetakan.

7) Terlaksananya saran pelaksanaan peke{aan.

8) Terlaksananya tugas kedinasan lainnya.

e. Wewenang:

l) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

2) Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

f. Tanggung Jawab:

1. Ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Penggunaan Alat T\rlis l(antor dan Perlengkapan Kantor

secara efektif dan efisien.

3. Terjaminnya kerahasiaan hasil keq'a dan dokumen.

4. Kebenaran isi dan ketepatan waktu laporan.

g. Kualifikasi Jabatan:

1) Pendidikan minimal 51 Tekrik Informasi Komputer

2) Telah mengikuti Pelatihan Administrasi/ Manajemen dan

Diklat lain yang menunjang jabatan tersebut;

6. Jabatan: Pengadministrasi Perkantoran.

a. Identitas Jabatan

l) Narna Jabatan: Penga.dministrasi Ferkantoran

2) Atasan Langsung: Kepala UPTD Dukcapil

3) Eselon: -

4) Jumlah Jabatan: masing-masing 1 orang per UPTD
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5) Jumlah Beban Kerja: 1.346 jam/tahun

6) Kebutuhan Pegawai: I orang per UPID

b. Tugas Pokok:

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan

pendokumentasian di bidang pencatatan sipil sesuai ketentuan

dan kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan

pencatatan sipil.

c. Fungsi Jabatan:

1) Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan

sesuai dengan ketentuan untuk menghindari kesalahan

dalam pelaksanaaa kegiatan.

2) Menerima, mencatat dan menyotir dokumen yang masuk

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar

memudahkan pencarian;

3) Memberi nomor urut pa.da dokumen yang masuk sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agat

memudahkan pengendalian;

4) Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan

sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku agar memudahkan pendistribusian;

5) Mendokumentasikan berkas atau dokumen sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku agat tertib

administrasi;

6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan

petanggungiawaban;

7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan baik tertulis maupun lisan.

d. Hasil Kerja Utama:

1) Tersedianya pedoman pelaksanaan tugas.

2) Tersedianya pencatatan dan menyotir dokumen.
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3) Tersediannya nomor urut pada dokumen yang masuk.

4) Tersedianya pengelompokan surat atau dokumen menurut

jenis dan sifatnya.

5) Tersedianya dokumentasi berkas atau dokumen.

6) Tersedianya hasil pelaksanaan tugas.

7) Terlaksananya tugas kedinasan lainnya.

e. Wewenang:

1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

2) Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

f. Tanggung Jawab:

1. Keberhasilan pelaksanaan tugas.

2. Penggunaan Alat T\rlis Kantor dan Perlengkapan Kantor

secara efektif dan efisien.

3. Terjaminnya kerahasiaan hasil kerja dan dokumen.

4. Kebenaran isi dan ketepatan waktu laporan.

g. Kualif,kasi Jabatan:

1) D-3 (Diploma-Tiga) Ilmu Manajemen Perkantoran dan Ilmu

Administrasi Perkantoran

2) Telah mengikuti pelatihan PeLatihan Pelatihan

Administrasi/ Manajemen dan Diklat lainnya yang

menunjang bidang tugasnya;

7. Jabatan: Pengelotra Layanan Operasional.

a. Identitas Jabatan

1) Nama Jabatan: Pengelola layanan Operasional.

2) Atasan Langsung: Kepala UPTD Dukcapil

3) Eselon: -

4) Jumlah Jabatan: masing-masing I orang per UPTD

5) Jumlah Beban Kerja: 1.310 jam/tahun

6) Kebutuhan Pegawai: 1 orang per UPTD

b. T\rgas Pokok:
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Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, verifikasi dan

pengimputan dokumen administrasi kependudukan sesuai

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas

pelayanan pencatatan sipil.

c. Fungsi Jabatan:

l) Mempelajari tugas dan petunjuk ke{a yang diberikan atasan

sesuai dengan ketentuan untuk menghindari kesalahan

dalam pelaksanaan kegiatan;

2) Menyiapkan bahan dan p€ralatan kerja yang di butuhkan

dalam rangka penerimaan berkas untuk pelaksanaan

peneimputan arlministrasi kependudukan;

3) Menerima dan menyotir berkas atau dokumen yang masuk

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

4) Memverifikasi berkas yang masuk sesuai dengar prosedur

dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan

peneimputan;

5) Melakukan p€nglrnput berkas yang telah diverifikasi agar

dapat di ajukan ke atasan untuk pencetakan dokumen;

6) Menyerahkan berkas atau dokumen untuk pengajuan

berkas administrasi kependudukan agar dapat dilakukan

pencetakan;

7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan baik tertulis maupun lisan;

8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan

petanggungiawaban.

d. Hasil Kerja Utama:

1) Tersedianya pedoman peleksanaan tugas.

2) Tersedianya peralatan perangkat kerja.

3) Terkendalinya berkas atau dokumen yang masuk

berdasarkan pmsedur.
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4) Terlaksananya verifikasi berkas sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku.

5) TerLaksananya pengimputan berkas yang mesuk sesuai

prosedur.

6) Terkendalinya berkas untuk pengajuan agat dapat

dilakukan pencetakan.

7) Terlaksananya tugas kedinasan lainnya.

8) Tersusunnya laporan peliaksanaan tugas.

e. Wewenang:

1) Memberi saran kepada atasan.

2) Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

f. Tanggung Jawab:

1. Keberhasilan pelaksanaan tugas.

2. Penggunaan Alat T\rlis Kantor dan Perlengkapan Kantor

secara efektif dan efisien.

g. Kualifikasi Jabatan:

1) D-3 (Diploma-Tiga) diutamakan 51 Ilmu Manajemen

Informatika, Ilmu Telsrik Informatika dan Ilmu lain yang

sesuai dengan bidang tugasnya

2) Telah mengikuti pelatihan Pelatihan Komputerisasi dan

Diklat lain yang menunjang jabatan tersebuq

8. Jabatan: Satpam.

a. Identitas Jabatan

1) Nama Jabatan: Satpam.

2) Atasan Langsung: Kepala UPTD Dukcapil

3) Eselon: -

4) Jumlah Jabatan: masing-masing 1 orang per UPTD

5) Jumlah Beban Keg'a: 1.335 jam/tahun

6) Kebutuhan Pegawai: I orang per UPTD

b. Ttrgas Pokok:
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Melakukan p€ngaturan keamanan, mengontlol akses, verifikasi

tarnu, mengawasi area dan properti, patroli rutin berkeliling,

dan penanganan keadaan darurat sesuai ketentuan dan

peraturan yang berlaku.

c. Fungsi Jabatan:

l) Menyiapkan bahan dan peralatan kerl'a untuk menunjang

bidang tugasnya;

2) Mengawasi seluruh area kantor dan memantau aktivitas,

mencegah tindakan kriminal, sabotase, atau perusakan

properti;

3) Menanggapi panggilan darurat, afarm, atau insiden,

memberikan pertolongan pertama saat situasi medis terjadi,

menangani keadaan darurat seperti kebakaran atau situasi

berbahaya l,ainnya;

4) Menyelesaikan konllik yang terjadi di area kantor,

berkoordinasi dengan pihak berwajib seperti polisi jika

diperlukan;

5) Membuat laporan insiden secara akurat dan detail,

mendokumentasikan semua kejadian keamanan;

d. Hasil Kerja Utama:

l) Tersedianya pedoman pelaksanaan tugas.

2) Tersedianya peralatan perangkat kerja.

3) Terlaksananya tugas kedinasan Lainnya.

e. Wewenang:

l) Memberi saran kepada atasan.

2) Menjaga dan memelihara keamanan Kantor.

f. Tanggung Jawab:

1. Ketertiban peliaksanaan tugas.

2. Penggunaan Perlenglapan Kantor secara efektif dan efisien.

g. Kualifikasi Jabatan:

l) SMA/Sederajat
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2) Telah mengikuti pelatihan Pelatihan dan Diklal lain yang

menunjang jabatan tersebut;

9. Jabatan: Pramu Kebersihan.

a. Identitas Jabatan

1) Nama Jabatan: Pramu Kebersihan.

2) Atasan Langsung: Kepala UPTD Dukcapil

3) Eselon: -

4) Jumlah Jabatan: masing-rnasing I orang per UPTD

5) Jumlah Beban Kerja: 1.335 jarn/tahun

6) Kebutuhan Pega.wai: I orang per UPTD

b. T\rgas Pokok:

Menjaga kebersihan dan kenyamanar lingkungan kerja melalui

tugas-tugas seperti menyapu, mengepel, membersihkan debu

dan kaca, mengosongkan tempat sampah, serta merawat

kebersihan toilet dan menjaga kebersihan area luar kantor

seperti taman dan halaman.

c. Fungsi Jabatan:

1) Menyiapken bahan dan peralatan kerja untuk pelaksanaan

tugasnya;

2) Membersihkan toilet dan kamar mandi secara menyeluruh,

serta memastikan dapur tetap bersih;

3) Merapikan ruang kerja kar5rawan, menata meja, dan

menyiapkan ruang rapat dengan peralatan yang

dibutuhkan;

4) Menjaga kebersihan halaman dan taman kantor, serta

menyiram tanaman;

5) Melaporkan kondisi kebersihan di lingkungan kantor kepada

atasar.

d. Hasil Kerja Utama:

l) Tersedianya pedoman pel,aksanaan tugas.
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2) Tersedianya peralatan perangkat keda.

e. Wewenang:

1) Memberi saran kepada atasan.

2) Menjaga dan memelihara Kebersihan Kantor.

f. Tanggung Jawab:

l. Keberhasilan pelaksanaan tugas.

2. Penggunaan AIat Tuts Kantor dan Perlengkapan Kantor

secara efektif dan efisien.

g. KualiEkasi Jabatan:

1) SMA/Sederajat

Uraian jabatan di atas memperlihatkan pembagian tugas dan

tanggung jawab yang jelas antar posisi, sesuai prinsip efektivitas

organisasi, kesesuaian beban keda, dan akuntabilitas kinerja

sebagaimana diamanatkan dalam PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun

2020.

Kepal,a UPTD berperan sebagai manajer pelayanan, Kasubbag

Tata Usaha sebaeai penopang administratif dan keuangan, serta

Operator SIAK sebagai pelaksana teknis utama pelayanan

administrasi kependudukan berbasis sistem digital.

Hasil uraian jabatan ini sekaligus menjadi lampiran telirris

Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai

dasar penyusunan draf Peraturan Bupati Pidie tentang Pembentukan

UPTD Dukcapil.
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BAB tV

ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai merupakan komponen utama dalam struktur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

mencerminkan besarnya porsi pengeluaran pemerintah untuk

membiayai sumber daya manusia (SDM) aparatur. Dalam konteks

pembentukan Unit Pel,aksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, analisis rasio

belanja pegawai menjadi aspek penting untuk memastikan elisiensi

Iiskal, keseimbangan belanja publik, serta keberlanjutan pembiayaan

daerah.

Sesuai dengan Pasal 56 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019, pemerintah daerah wajib menjaga proporsi belanja

pegawai agar tidak melebihi kapasitas fiskal dan tetap memberi

ruang bagi belanja publik produktif. Analisis ini bertujuan untuk
menilai kewajaran, kemampuan keuangan daerah, dan proporsi

belanja pegawai terhadap total APBD Kabupaten Pidie, khususnya

dzlarn pembentukan dan operasionalisasi tiga UPTD Dukcapil di

Kecernatan Tangse dan Muara Tiga.1o6

Analisis ini disusun dengan memdonurni ketentuan hukum

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

3. Permendagri Nomor 77 Tahun 2O2O, I^ampiran II, yang mengatur

klasifikasi belanja pegawai;

4. Permendagri Nomor 84 Tahull- 2022 tentang Pedoman Penyusunan

rG PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuargan Daerah, Pasat 56.
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APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2O24;

5. Permendagri Nomor 120 Tahun 2Ol7 terrtang Unit Pelaksana

Teknis Dukcapil Kabupaten / Kota, Pasal 7 ayat (21, yang mengatur

bahwa pendanaaa UPTD dibebankan pada APBD sesuai

kemampuan daerah. ioTBerdasarkan regulasi tersebut, pembiayaan

belanja pegawai dalam pembentukan UPTD Dukcapil harus

memenuhi prinsip efisiensi, proporsionalitas, dan keberlanjutan,

agar tidak membebani struktur keuangan daerah.

Menurut data Badan Pengelol,a Keuangan dan Aset Daerah

IBPKAD) Kabupaten Pidie, total belanja pegawai daerah pada APBD

Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp928,3 miliar dari total APBD

Rp1,94 triliun, atau sekitar 47,8o/o dari total belanja daerah.1o8 Angka

ini masih di bawah ambang batas nasional (malsimal 507d,

sebagaimana di4fi11 dalam Permendagri Nomor 84 Talaur 2022, yang

merekomendasikan agar proporsi belanja pegawai dljaga antara 35-

50o/o dari total APBD.

Dari total belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebesar Rp 4.974.898.443, terdiri atas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Ikbupaten Kota

Sebesar Rfr.261.921.7 L3 dengan realisasi sebesar

Rp3. 780. 333. 865 Persentase Realisasi 88,7 Oo/o

2. Program Pendaftaran Penduduk Rp158.998.75O dengan realisasi

sebesar Rp 1 58.000. 000 Persentase Realisai 99,A7 "/o

3. Program Pencatatan Sipil Rp504.389.000 dengal realisasi sebesar

Rp249.662.692 persentase realisasi 49,50

4. Proram Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Rp39.353.530 dengan realisasi sebesar Rp38.85f .260 persentase

realisasi 98,720/"

ro7 Pennendagri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

roE BPK./{D Kabupaten Pidie, Laporan Realisasi anggaran APBD Tahun 2024,
hlm.7.
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5. Program Pengelolaan Profll Kependudukan Rp10.235.450 dengan

realisasi sebesar Rp 1 0. 2 3 5.450 persentase realisasi I 0070. roe

Sedangkan untuk anggaran belanja pegawai pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai Rp2.846.183.731 pada

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten Kota sub

kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, Komposisi ini

mencerminkan bahwa belanja pegawai Disdukcapil hanya menyerap

sekitar O,52/" dari total APBD Kabupaten Pidie, atau 5,17" dari total

belanja pegawai daerah angka yang masih relatif rendah

dibandingkan beban kerja pelayanan publik yang luas dan

kompleks.lro

Pembentukan tiga UPTD baru (Tangse dan Muara Tiga) akan

menambah beban belanja pegawai sebesar 1Rp960.000.000 per

tahun, dengan rincian berikut:

Rlnclaa Biaya Belo'.Ja Pegawai IIPTD Wtlayah Tangse

Rlaclaa Btaya BelaaJa Pegawai IIPTD Wttayah Uuara Tlga

Kompotrea Belanja (UPTD Il Jualah
Pegarai

Rata-rata
Blaya/Tahun

(Rpl

Total Irer
Tahun (Rp)

Gaji dan tunjangan ASN

Honorarium l6naga kqntrak

7 378.000.000

48.OOO.OOO2

Tunjangan kine{a 54.000.00o

Total Belanja Pegawai I 480.000.000

roe IrtI(jIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupa.ten Pidie Tahun
2024, Bab lV.

uo Ibid Hal 25

Kompotren Belaaja (UPTD Il Jumlah
PegaEai

Rata-rata
Biaya/Tahun

lRpl

Total per
Tahu! {Rpl

Gaji dan tunjangan ASN 7 54.000.00o 378.000.o00

Honorarium tenaga kontrak 2 24.000.oo0 48.000.00o

Tunlangan kinerja s4.000.000

Total Belanja Pegawai 9 480.OOO.OOO
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Dengan demikian, total belanja pegawai Disdukcapil setelah

pembentukan UPTD akan meningkat menjadi Rp960 juta per tahun.

Namun secara keseluruhan, kontribusi terhadap APBD Kabupaten

Pidie hanya naik menjadi sekitar O,OOlo/o dari total belanja pegawai

daerah, masih dalam batas aman dan wajar secara fiskal.11l

Untuk mengukur efisiensi belanja pegawai, digunakan

pendekatan rasio belanja pegawai terhadap output pelayanan.

Berdasarkan data pelayan at 2024, total dokumen kependudukan

yang diterbitkan Disdukcapil mencapai 21l.OO0 dokumen, dengan

belanja Rp4,97 miliar. Artinya, biaya rata-rata pelayanan per

dokumen adalah Rp22.850.

Dengan pembentukan UPTD, jumlah dokumen yang dilayani

diperkirakan meningkat menjadi 300.000 dokumen per tahun,

sedangkan total belanja pegawai naik menjadi Rp5,8 miliar. Maka,

biaya rata-rata pelayanan per dokumen turun menjadi Rp19.666. Hal

ini menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar 13,9olo, karena

bertambahnya output tanpa kenaikan biaya proporsional.

Indikator kemampuan keuangan daerah lfiscol capacitg ratiol

digunakan untuk memastikan bahwa penambahan belanja pegawai

tidak mengganggu keseimbangan keuangan daerah. Berdasarkan

laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie ta}rrun 2024

sebesar Rp287,6 miliar, maka rasio tambahan belanja pegawai UPTD

terhadap PAD adalah 0,18% Nilai ini sangat kecil dan tidak

menimbulkan risiko fiskal. Dengan demikian, Kabupaten Pidie

memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk membiayai

pembentukan dan operasionalisasi UPTD Dukcapil secara

berkelanjutan.

Dari hasil analisis rasio bel,anja pegawai, dapat disimpulkan

111 RKI,D Disdukcapil Kabupa.ten Pidie Tahun 2025, Program Penguatan
Kelembagaan dan SDM Dukcapil, hlm. 33.
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bahwa pembentukan UPTD Dukcapil memiliki dampak fiskal yang

kecil namun manfaat pelayanan yang besar. f)ampak dan manfaat

tersebut meliputi:

1. Dampak Fiskal, Kenaikan belanja pegawai < O,lo/o dari total APBD

yang sama sekali Tidak mengganggu struktur keseimbangan

belanja modal dan publik.

2. Memberikan manfaat Ekonomi dan Sosial melalui Peningkatan

produktivitas aparatur (rasio dokumen lpegawai naik 25%Q darr

Penghematan biaya masyarakat (transportasi ke Sigli) rata-rata

Rp150.000 per warga serta Peningkatan kepemilikan dokumen

kependudukan hingga 98% di wilayah terpencil.

Analisis rasio belanja pegawai menunjukkan bahwa:

1. Pembentukan tiga UPTD Dukcapil baru tidak menimbulkan beban

fiskal signifikan bagi APBD Kabupaten Pidie;

2. Proporsi belanja pegawai Disdukcapil terhadap APBD tetap berada

pada level < 1%o, jauh di bawah batas aman nasional;

3. Efisiensi pelayanan meningkat dengan rasio biaya per dokumen

yang menurun 13-157o;

4. Peningkatan alokasi belanja pegawai berbanding lurus dengan

peningkatan kualitas dan jangkauan layanan publik.

Dengan demikian, dari perspektif keuangan daerah,

pembentukar UPTD Dukcapil di Kecamatan Tangse, dan Muara Tiga

layak dilaksanakan secara fiskal dan operasional, karena memberikan

nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat dan tata kelola

pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pidie.

140



BABV

POKOK PIIIIRAII, RUA.ITG LIITGKUP, DAI| UATERI UUATAI{

A. Pokok PlHraa

Pokok pikiran dalam pen1rusunan kajian akademik

pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie didasarkan

pada kebutuhan objektif daerah dalam menjamin hak administrasi

kependudukan setiap warga negara, sekaligus memperkuat efektivitas

pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang kependudukan.

Ada beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar pembentukan

UPTD ini, yaitu:

1. Pemerataan Pelayanan Adninistrasi Kependudukan, Dimana

Pemerintah Kabupaten Pidie memiliki karakteristik wilayah yang

luas dan topografi yang bewariasi antara dataran rendah dan

pegunungan, dengan 23 kecamatan dan 730 gampong. Wilayah

seperti Tangse, Geumpang, Mane, Muara Tiga, Padang Tiji dan

batee be{arak jauh dari ibu kota kabupaten (Sigli) sehingga

pelayanan Adminduk tidak optimal. Kehadiran UPID akan

mendekatkan peLayanan kepada masyarakat, selaras dengan

prinsip gouemment at gour door.

2. Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

sehingga Dengan adanya UPTD, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil tidak lagi harus mengirim tim jemput bola secara

berkala, melainkan dapat melakukan pelayanan tetap lfixed

seruice poinfl di kecamatan. Ini sejalan dengan Pasal 3

Permendagri Nomor 12O Tahun 2017, yang menegaskan batrwa

UPTD melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas

dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan

pengelol,aan informasi kependudukan.
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3. Peningkatan Kualitas dan Kecepatan Layanan Publik, UPTD

Dukcapil akan memungkinkan pelayanan one dag *ruice bagi

penerbitan dokumen kependudukan (KTP-el, KK, alrta kelahiran,

akta kematian), karena terkoneksi dengan SIAK Terpusat. Dengan

demikian, waktu pelayanan dapat dipangkas hingga 7O"/o, dari

rata-rata 5 hari kerja menjadi l-2 han.

4. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik

Dimana Dengan adanya strulrhrr tekrris dan tata kelola UPTD,

seluruh proses pelayanan dapat diawasi dan dievaluasi secara

sistematis. Laporan kineqia dan capaian dapat diintegrasikan

dalam Sistem Akuntabittas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dinas Dukcapil Kabupaten Pidie.

5. Konektivitas dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Aceh melalui

Pembentukan UPTD Dukcapil mendukung implementasi kebdakan

nasional Safu Data Kependudukan serta arah kebljakan

Pemerintah Aceh dalam perluasan cakupan pelayanan publik

melalui desentralisasi teknis di kabupaten/kota.

B. RuangLtngkup

Ruang lingkup p€ngaturan dalam rancangan Qanun

pembentukan UPID Dukcapil Kabupaten Pidie mencakup aspek

kelembagaan, kewenangan, pembiayaan, dan tata kelola layanan.

Ruang lingkup ini diatur agar UPTD dapa.t melaksanakan fungsi

pelayanan kependudukan secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

Secara rinci, ruang lingkupnya meliputi:

l. Kedudukan dan T\rgas UPTD, Dimana UPTD merupakan unit
pelaksana teknis di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil IGbupaten Pidie yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis operasional di bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah kecamatal.
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2. Fungsi UPTD:

a. Pelayanan pendaftaran penduduk (perekaman, penerbitan, dan

pembaruan data kependudukan) ;

b. Pelayanan pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan,

perceraian, dan pengakuan anak);

c. Pengelolaan data kependudukan tingkat kecamatan;

d. Penyampaian laporan berkala kepada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil;

e. PeLayanan konsultasi dan bantuan administrasi

kependudukan kepada masyarakat.

3. Wilayah Operasional UPTD, dibagai kedalam 2 Wilayah Kerja Yaitu

UPTD Kecatnatan Tangse dengan wilayah kerja Kecamatan

Tangse, Geumpang dan Mane serta UPTD Muara Tiga dengan

Wilayah Kerja Kecamtan Muara Tiga, Padang Tiji dan Batee.

4. Struktur Organisasi dan Tata Ke{a (SOTK), UPID dipimpin oleh

seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Struktur organisasi minimal

terdiri atas:

a. Kepel, UPTD'

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Jabatan Fungsional.

5. Pembiayaan dan Sarana Prasarana, Seluruh pembiayaan

operasional dan pengadaan sarana prasarana UPTD dibebankan

pada APBK Kabupaten Pidie.

6. Koordinasi dan Peliaporan, UPTD wajib menyusun laporan buLanan

dan tahunan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pidie,

serta meliakukan koordinasi tekrris dengan Diqlen Dukcapil
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Kemendagri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh

dalam hal pembinaan telicris, pengendalian mutu data, dan

validasi sistem SIAK.

C. Materi Euatan

Materi muatan dalam rancangan Peraturar Bupati Pidie

tentang Pembentukan UPTD Dukcapil dirancang agar sesuai dengan

ketentuan Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 dan kaidah peraturan

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran II

Permendagri Nomor 8O Tahun 2O15.

Materi muatan yang dimaksud meliputi:

1. Ketentuan Umum, Berisi definisi dan pengertian istilah penting,

seperti: UPTD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

pelayanan administrasi kependudukan, vrilayah kerja, serta data

kependudukan.

2. Pembentukan UPID, Mengatur dasar pembentukan UPTD

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tangse, dan

Muara Tiga, termasuk kedudukan dan keterkaitannya dengan

Dinas induk.

3. T\rgas, Fungsi, dan Wewenang, Menegaskan bahwa UPTD

melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Disdukcapil

dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan

pengelolaan data kependudukan berbasis elektronik.

4. Stru}rtur Organisasi dan Tata Keda, Menetapkan jabatan strukural

dan fungsional dalam UPTD, mekanisme koordinasi, serta hubungan

ke{a internal dan ekstemal.

5. Kepegawaian, Mengatur pengangkatan, penempatan, dan

pembinaan pegawai di lingkungan UPTD sesuai dengan ketentuan

kepegawaian ASN dan non-ASN.

6. Pembiayaan, Menyatakan bahwa seluruh biaya yang diperlukan

untuk pembentukan dan operasionalisasi UPTD ditrebankan pada
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APBK dan sumber sah lainnya yang tidak mengikat.

7. Pembinaan dan Pengawasan, Menegaskan peran Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mel,akukan pembinaan

teknis, serta Bupati dalam melakukan pengawasan umum

terhadap kineda UPTD.

8. Ketentuan Peralihan dan Penutup, Mengatur tahapan transisi

pembentukan UPTD hingga berfungsinya secara penuh, serta

pencabutan atau penyesuaian ketentuan lain yang bertentangan.

D. Cakupan Pengaturan dan Implikasi

Cakupan pengaturan pembentukan UPID Dukcapil meliputi

tiga aspek penting, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan, yang memastikan keberadaan UPTD memiliki

legitimasi struktural dan administratif;

2. Aspek Pelayanan Publik, yang menjamin terpenuhinya hak

masyarakat atas dokumen kependudukan secara cepat dan

mudah;

3. Aspek Akuntabilitas Keuangan, yang mengatur agar penggunaan

APBK dan sumber dana lainnya sesuai prinsip transparansi dan

efisiensi.

Implikasi dari pengaturan ini adalah terwujudnya pelayanan

Adminduk yang inklusil, efisien, dan akuntabel, sejalan dengan misi

Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Rencana Pembangunan Daerah

(RPD) 2023-2026 untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik

berbasis digital dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

perdesaan.
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BA.B VI

PENUTT'P

A KeslmPulo-

'I . Berdasarkan hasil kajian akademis, analisis kebijakan, serta telaah

yuridis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

Kecarnatan Tangse dal Muara Tiga merupakan kebutuhan yang

mendesak dan strategis bagt Pemerintah Kabupaten Pidie.

Kebutuhan ini didasarkan pada luasnya wilayah administratif

Kabupaten Pidie yang mencapai t3.562 km2 dengan topografi yang

bewariasi, serta jarak ketiga kecamatan tersebut yang relatif jauh

dari ibu kota kabupaten, yaitu antara 4O-110 krn. Kondisi tersebut

menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi

kependudukan masih terbatas dan tidak merata.

2. Dari sisi sosiologis, masyarakat di wilayah Tangse, Geumpang,

Mane, Muara Tiga, Padang Tiji dan Batee memiliki tingkat

kebutuhan tinggi terhadap layanan kependudukan dasar seperti

penerbitan Kartu Keluarga (KK), KTP-el, Akta Kelahiran, dan Akta

Kematian. Namun, jarak tempuh yang jauh, keterbatasan

transportasi, dan kondisi geografis yang sulit telah menimbulkan

hambatan pelayanan yang signifikan. Pembentukan UPTD pada dua

wilayah kecamatan tersebut akan menjadi solusi efektif untuk

mendekatkan pelayanan publik, mempercepat penerbitan dokumen

kependudukan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak sipil warga

negara.

3. Secara yuridis, kebijakan pembentukan UPTD ini memiliki landasan

hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
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Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/ Kota. Di tingkat daerah, telah memberikan ruang

kelembagaan bagi pembentukan UPTD dalam rangka peningkatan

efektivitas pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan.

4. Dari sisi kelembagaan, analisis beban kerja menunjukkan bahwa

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie telah

mengalami peningkatan signifikan dalam volume peLayanan. Dalam

kurun waktu lirna tahun terakhir (2O2O-2O241, jumlah penduduk

wajib KTP meningkat hingga 9olo, sementara kapasitas pelayanan

masih terpusat di ibu kota kabupaten. Oleh karena itu,

pembentukan UPID di Tangse dan Muara Tiga merupakan langkah

yang rasional, efisien, dan selaras dengan prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (good gouemancel.

5. Secara teloeis, UPTD Dukcapil yang akan dibentuk merniliki potensi

besar dalam meningkatlan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),

mempercepat realisasi target nasional kepemilikan dokumen

kependudukan, serta mendukung akurasi Data Kependudukan

Nasional Terpadu (SIAK Terpusat). Dengan dukungan sumber daya

manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran melalui APBK,

pelaksanaan kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak

langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik di

Kabupaten Pidie,

6. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembentukan UPTD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kecamatan Tangse,

dan Muara Tiga bukan hanya merupakan implementasi dari mandat

hukum, tetapi juga merupakan bentuk komitrren Pemerintah

Kabupaten Pidie dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani

(*ruing gouernment) melialui penyediaan layanan publik yang cepat,
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akurat, dan berkeadilan.

B. Sara.a

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, terdapat

beberapa saran strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah

Kabupaten Pidie dan pemangku kepentingan terkait, yaitu sebagai

berikut:

1. Segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD

Dukcapil di Kecamatan Tangse dan Muara Tiga sebagai dasar

hukum operasional pelaksanaan pelayanan administrasi

kependudukan di wilayah tersebut. Penetapan ini harus diikuti

dengan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie sesuai

ketentuan Permendagri Nomor 120 Tahun 2017.

2. Melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)

melalui pelatihan teknis administrasi kependudukan, pemutakhiran

data berbasis sistem SIAK, serta bimbingan teknis pelayanan publik

berbasis teknologi informasi. SDM yang kompeten akan menjadi

kunci keberhasilan implementasi pelayanan kependudukan di

tingkat UPTD.

3. Menyedia-kan sarana dan prasarana pel,ayanan yang memadai,

termasuk perangkat perekaman e-KTP, jaringan internet

terintegrasi, serta kendaraan operasional pelayanan keliling (mobile

seruic{, agar pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan

masyarakat hingga wilayah pedalaman.

4. Menetapkan mekanisme pembinaan dan pengawasan berjenjang

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sekretariat

Daerah Kabupaten Pidie guna menjamin kuditas dan konsistensi

pelayanan, termasuk penerapan Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang seragam di seluruh UPTD.
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5. Melakukan evaluasi berkala terhadap kine{a UPTD sekurang-

kurangrr.ya setiap tahun untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan

dampak kebijalan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan berkelanjutan

(continuous improuemenS dalam tata kelola administrasi

kependudukan daerah.

6. Mendorong sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah

Provinsi Aceh, dan Difien Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam

hal dukungan teknis, integrasi data, serta pembinaan kelembagaan

untuk memastikan bahwa UPTD yang dibentuk dapat berfungsi

secara optimal dan berkelanjutan.

7. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pelayanan,

sosialisasi, dan pengawasan publik terhadap kinerja UPTD, sehingga

tercipta hubungan timbal balik yang produktif antara pemerintah

dan warga sebagai penerima manfaat utama kebijakan ini.

Sigli, Oktober 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

NPI IE

BAIHAQI, SE, M.Si
Ik.1/(rvb)

19790202 200112 1003
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